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LAMPIRAN

2013, No.1523

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 93 TAHUN 2013

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN PENGUSAHAAN

ANGKUTAN LAUT
Contoh 1

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor T e, 1 2)
Klasifikasi :
Lampiran
Perihal . Laporan Rencana Pengoperasian Kepada
Kapal pada Trayek Tetap dan eratur Ythe .. 3)
Angkutan Laut Dalam Negeri. 8 | .. 4)
di
................................................... 5)
1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. ...... Tahun .......

tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut, bersama ini kami
menyampaikan pemberitahuan rencana pengoperasian kapal dengan trayek
tetap dan teratur angkutan laut dalam negeri dengan data sebagai berikut :

a. Nama Kapal T
b. Nomor Pendaftaran TP
c. Tipe S
d. Isi Kotor (GT)/Bobot Mati (DWT) ..............................
e. Tenaga Penggerak (HP) g,
f. Kapasitas Angkut T
g. StatusKepemilikan Kapal m|||k / sewa

h. Kode Trayek T
i. Pelabuhan Pangkal T
j.  Route Trayek T
k. Urgensi T
I.  Nomor dan Tanggal SIUPAL T
m. Nomor dan Tanggal Spesifikasi Kapal: ......................

...................... 6)
...................... 7)
...................... 8)
...................... 9)
...................... 10)
...................... 11)

...................... 12)
...................... 13)
...................... 14)
...................... 15)
...................... 16)
..................... 17)
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n. Nomor dan Tanggal Penempatan Pengoperasian Kapal pada Trayek Tetap
dan Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri periode sebelumnya

Untuk melengkapi laporan terlampir kami sampaikan data dukung sebagai berikut :

Salinan SIUPAL;

Salinan Spesifikasi Teknis Kapal;

Salinan Persetujuan Rencana Pengoperasian Kapal yang terakhir;
Rencana jadwal kedatangan dan keberangkatan kapal;
Perjanjian sewa kapal (untuk kapal yang bukan milik);

Laporan realisasi perjalanan kapal periode sebelumnya.

"m0 o0 TR

2. Rencana pengoperasian kapal ini diajukan untuk 6 (enam) bulan terhitung mulai
tanggal .......... s.d. tanggal .......... 19)

3. Demikian disampaikan, atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.
Hormat kami,

PT. (oo, ) 20)

An. Penanggung Jawab

Tembusan :
Ketua Umum DPP INSA .
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PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 1

Nomor Uraian Isian
1) Diisi dengan domisili kantor pusat perusahaan angkutan laut.
2) Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat.
3) Diisi dengan pejabat yang menerbitkan Surat 1zin Usaha Perusahaan

Angkutan Laut ( Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq Direktur Lalu
Lintas dan Angkutan Laut /7 Gubernur / Bupati /7 Walikota).

4) Diisi dengan alamat kantor pejabat yang menerbitkan Surat Izin Usaha
Perusahaan Angkutan Laut.

5) Diisi dengan nama kota domisili kantor pejabat yang menerbitkan
Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut.

6) Diisi dengan nama kapal.

7) Diisi dengan Nomor pendaftaran kapal

8) Diisi dengan tipe kapal

9) Diisi dengan grosse tonage dan dead weight tonage.

10) Diisi dengan tenaga penggerak kapal dalam satuan Horse power (HP)

11) Diisi dengan Kapasitas angkut muatan dan penumpang

12) Diisi dengan kode trayek yang telah ditetapkan

13) Diisi dengan pelabuhan pangkal (home base)

14) Diisi dengan urutan trayek disertai dengan jarak mil antar pelabuhan.

15) Diisi dengan jenis muatan/ penumpang

16) Diisi dengan nomor dan tanggal SIUPAL perusahaan yang
bersangkutan

17) Diisi dengan nomor dan tanggal spesifikasi kapal

18) Diisi dengan nomor dan tanggal penempatan pengoperasian kapal
periode sebelumnya

19) Diisi dengan tanggal berlakunya rencana pengoperasian kapal

20) Diisi dengan nama perusahaan

21) Diisi dengan nama penanggung jawab perusahaan
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Contoh 1)
Klasifikasi :
Lampiran:
Perihal : Persetujuan Rencana Pengoperasian Kepada
Kapal pada Trayek Tetap dan Teratur Yth. Direktur Utama PT............ 3)
Angkutan Laut Dalam Negeri Tl 4)
di
......................................................... 5)
1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. ...... Tahun
....... tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut
pasal...., dan menunjuk surat Saudara ........... nomor ........... tanggal

........... perihal Laporan Rencana

Pengoperasian Kapal pada Trayek

Tetap dan Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri.

. Sehubungan dengan butir 1 (satu) di atas, dengan ini disampaikan
bahwa kapal Saudara telah dicatat sebagai armada niaga nasional dan
dioperasikan pada trayek tetap dan teratur dengan data kapal sebagai
berikut :

a. Nama Kapal PPN & )
b. Nomor Pendaftaran Y 4
c. Tipe P <))
d. Isi Kotor (GT)/Bobot Mati (DWT) :

e. Tenaga Penggerak (HP) P K 0 )
f. Kapasitas Angkut PP ¢
g. StatusKepemilikan Kapal > milik / sewa

h. Kode Trayek e e e e 12)
i. Pelabuhan Pangkal PP R )
j. Route Trayek P
k. Urgensi PP X5 )
I. Nomor dan Tanggal SIUPAL ... e e e 16)
m. Nomor dan Tanggal Spesifikasi Kapal :

.17)

n. Nomor dan Tanggal Penempatan Pengoperasian Kapal pada Trayek
Tetap dan Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri periode sebelumnya
U 18)
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3. Pengoperasian Kapal pada Trayek Tetap dan Teratur ini berlaku dari
tanggal....... sampai dengan ........ 19) Apabila kapal yang dioperasikan
tidak menyinggahi pelabuhan ............ secara tetap dan teratur dengan
berjadual, maka akan diperlakukan sebagai kapal dengan trayek tidak
tetap dan tidak teratur, selain itu saudara wajib memperhatikan :

a. Seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang
angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan
pelayaran dan perlindungan lingkungan maritime serta peraturan
perundang-undangan lainnya yang berlaku ;

b. Laporan realisasi perjalanan kapal (voyage report) per triwulan;

c. Kebenaran laporan kegiatan operasional yang disampaikan kepada
Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq Direktur Lalu Lintas dan
Angkutan Laut.

4. Demikian disampaikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
2. Penyelenggara Pelabuhan setempat;
3. Badan Usaha Pelabuhan Setempat;
4.
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PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 2

Nomor Uraian Isian

1) Diisi dengan domisili kantor pejabat yang menerbitkan Surat Izin Usaha
Perusahaan Angkutan Laut.

2) Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat.

3) Diisi dengan nama perusahaan angkutan laut nasional.

4) Diisi dengan alamat kantor pusat perusahaan angkutan laut nasional.

5) Diisi dengan nama kota domisili kantor pusat perusahaan angkutan laut
nasional.

6) Diisi dengan nama kapal.

7) Diisi dengan nomor pendaftaran kapal

8) Diisi dengan tipe kapal

9) Diisi dengan isi kotor kapal (GT) dan bobot mati kapal (DWT)

10) Diisi dengan tenaga penggerak kapal dalam satuan Horse Power (HP)

11) Diisi dengan Kapasitas angkut muatan dan penumpang

12) Diisi dengan kode trayek yang telah ditetapkan

13) Diisi dengan pelabuhan pangkal (home base)

14) Diisi dengan urutan pelabuhan yang disinggahi disertai dengan jarak mil
antarpelabuhan.

15) Diisi dengan jenis muatan/ penumpang

16) Diisi dengan nomor dan tanggal SIUPAL perusahaan yang bersangkutan

17) Diisi dengan nomor dan tanggal spesifikasi kapal

18) Diisi dengan nomor dan tanggal berlakunya penempatan pengoperasian
kapal periode sebelumnya

19) Diisi dengan tanggal berlakunya rencana pengoperasian kapal

20) Diisi dengan nama jabatan pejabat pemberi izin

21) Diisi dengan nama pejabat pemberi izin

22)

Diisi dengan pangkat (golongan) dan NIP pejabat pemberi izin
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Contoh
LAPORAN KEDATANGAN KAPAL
Nomor  : 1), e 2)
Klasifikasi
Lampiran
Perihal : Pemberitahuan Kedatangan Kapal Kepada
(PKK) Yth, e 3)
Tl 4)
di
................................... 5)
Menunjuk Permenhub No. PM..... , dengan ini diberitahukan bahwa akan tiba dipelabuhan ........ Kapal Milik / charter /
Keagenan *) sebagai berikut :
1. NamaKapal/ VOYage = e e e 6)
2. Bendera/IMO NUMDEr e 7)
3. DWT/GT e e 8)
A, Draft e e e e e e e 9)
5. LOA e 10)
6.  Pemilik / PrinCIPIE e 11)
7. NAMAAGEN et e een 12)
8.  NamaNakhoda = e 13)
9. Trayek Tetap dan Teratur / Tidak Tetap dan Tidak Teratur *)
10. Jenis Pelayaran SIUPAL / SIOPSUS / SIUPER *)
11, ETATETD e s 14)
12. Pelabuhan Asal / Tujuan Dar .ccoveeieiieeiees Tujuan ......cceeeeveenennn. 15)
13. PosisiKapal SEKArang e e 16)
14. Tambat / Labuh yang diminta Sesuai dengan kondisi masing-masing Pelabuhan *)
15. Jenis barang yang akan di
a. Bongkar : 1) Non Kontainer Barang Umum (GC) / Curah Kering/Cair *)
2) Kontainer Isi 20" /40" Boxes = i
Kosong 20"/40" ............ Boxes = e
b. Muat : 1) Non Kontainer Barang Umum (GC) / Curah Kering/Cair *)
2) Kontainer Isi 20" /40" Boxes = i
Kosong 20"/40" ............ Boxes = e
16. PBMyang ditunjuK e e e e et 17)
17. Rencana Kerja Bongkar MUAL 1 e e e e e 18)
18. Jenis Barang (sesuai manifest) 19)
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Uraian Bongkar Muat
a. | General Cargo (brg. Campuran) | oooiveeiveee e TIM3 | e T/M3
b. | Bag. Cargo (brg. Karungan) | .« TIM3 | e T/M3
c. | Bulk Cargo (brgcurah) | e TIM3 | e T/M3
d. | Liquid cargo (brg cair) | e TIM3 | e T/M3
e. | Barang berbahaya | TIM3 | e T/M3
f. | Lain-lain TIM3 | e T/M3
Jumlah TIM3 | e T/M3
Penumpang Naik/Turun =~ | e Org | e Org
Hewanturun | EKOr | oo Ekor
Diisi ....... 20) NO. ..veevreenee oot oo, JLalal ..o, 21)
Mengetahui,
AN 22) Perusahaan Pelayaran
................... 23) crerrenennenneenenen 24)

Tembusan :

1. Kabid Lala & Kepelab;
2. Kabid Gamat;
3. BUP setempat.

*) Coret yang tidak perlu

Pimpinan
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PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 3a

Nomor Uraian Isian

1) Diisi dengan domisili kantor perusahaan angkutan laut nasional

2) Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat.

3) Diisi dengan nama kepala kantor penyelenggara pelabuhan
(OP/syahbandar(KSOP)/UPP/Adpel/Kanpel Batam Cq Bidang Lala/Kasie
Lala)

4) Diisi dengan alamat kantor penyelenggara pelabuhan
(OP/syahbandar(KSOP)/UPP/Adpel/Kanpel Batam Cq Bidang Lala/Kasie
Lala)

5) Diisi dengan nama kota kantor penyelenggara pelabuhan
(OP/syahbandar(KSOP)/UPP/Adpel/Kanpel Batam Cq Bidang Lala/Kasie
Lala)

6) Diisi dengan nama kapal.

7) Diisi dengan bendera asal kapal tersebut dan IMO number

8) Diisi dengan isi kotor kapal (GT) dan bobot mati kapal (DWT)

9) Diisi dengan draft maksimal kapal

10) Diisi dengan panjang kapal

11) Diisi dengan nama pemilik/principle kapal

12) Diisi dengan nama agen

13) Diisi dengan nama nahkoda

14) Diisi dengan perkiraan waktu kedatangan kapal di pelabuhan asal dan

waktu keberangkatan ke pelabuhan tujuan

15) Diisi dengan pelabuhan asal dan pelabuhan tujuan

16) Diisi denganposisi kapal labuh dengan mencantumkan titik koordinat
17) Diisi dengannama PBM yang ditunjuk dalam pelaksanaan bongkar muat
18) Diisi denganrencana kerja bongkar muat

19) Diisi dengan data yang sesuai dengan daftar di manifest

20) Diisi dengan OP/syahbandar/UPP/Adpel/Kanpel Batam Cq Bidang
Lala/Kasie Lala
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21) Diisi denganno surat UPT yang bersangkutan
22) Diisi dengannama jabatan pejabat UPT yang bersangkutan
23) Diisi dengan nama pejabat UPT yang bersangkutan

24)

Diisi dengan nama pimpinan perusahaan



http://www.djpp.kemenkumham.go.id

91 2013, No.1523

Contoh 3b
LAPORAN KEBERANGKATAN KAPAL
Nomor T 1 2)
Klasifikasi :
Lampiran
Perihal . Penyampaian Laporan Kepada
Rencana Keberangkatan Kapal ' 1 3)
O | 4)
di
................................... 5)

Dengan Hormat,

1. Dasar Hukum :
a. Undang Undang No 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
b. Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan;
c. Peraturan Menteri .......

2. Berdasarkan butir 1 (satu), kami laporkan rencana keberangkatan kapal dengan data
sebagai berikut :

a. Nama Kapal / Voyage et e en e 6)
b. Bendera /7 IMO Number e e e e e 7)
c. Pemilik/Principal/Owner e et et e e 8)
d. Keagenan e et et e e 9)
e. Alamat/telp/Fax e e e e e e 10)
f. Status Kapal e e e e e 11)
g. Type Kapal et e e en e ae e 12)
h. Jenis Pelayaran e e e e e 13)
i. Jenis Trayek e e e e e 14)
j- DWT /7 GT PPN 15)
k. Panjang Kapal/LOA et et e en e ae e 16)
I. Draft Depan/Belakang e e e e 17)
m. Pelabuan Tujuan (ETD) e e e e e 18)
N. Jumlah Penumpang (N/ZT /L) @ oo et e e e e e e ee e 19)
0. Jenis/Jumlah Muatan/Ton/Box :
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3. Demikian laporan kami, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Diisi oleh ........ 21) No. ceveenene. S Y /JLalas ..o 22)
Mengetahui,
AN 22) Perusahaan Pelayaran
................... 23) B~ §]
Pimpinan
Tembusan :

1. Kabid/ Kasi/ Petugas Lala & Kepelab;
2. Kabid/ Kasi/ Petugas Kesyahbandaran;
3. BUP setempat.

*) Coret yang tidak perlu
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PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 3b

Nomor Uraian Isian

1) Diisi dengan domisili kantor perusahaan angkutan laut nasional

2) Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat.

3) Diisi dengan nama kepala kantor penyelenggara pelabuhan
(OP/syahbandar(KSOP)/UPP/Adpel/Kanpel Batam Cq Bidang Lala/Kasie
Lala)

4) Diisi dengan alamat kantor penyelenggara pelabuhan
(OP/syahbandar(KSOP)/UPP/Adpel/Kanpel Batam Cq Bidang Lala/Kasie
Lala)

5) Diisi dengan nama kota kantor penyelenggara pelabuhan
(OP/syahbandar(KSOP)/UPP/Adpel/Kanpel Batam Cq Bidang Lala/Kasie
Lala)

6) Diisi dengan nama kapal.

7) Diisi dengan bendera asal kapal tersebut dan IMO number

8) Diisi dengan nama pemilik/principle kapal

9) Diisi dengan nama agen

10) Diisi dengan alamat / telp / fax perusahaan

11) Diisi dengan status kapal Milik/Sewa/Charter

12) Diisi dengan tipe kapal

13) Diisi dengan jenis pelayaran

14) Diisi dengan trayek

15) Diisi dengan isi kotor kapal (GT) dan bobot mati kapal (DWT)

16) Diisi dengan panjang kapal

17) Diisi dengan draft maksimal kapal

18) Diisi denganwaktu keberangkatan menuju pelabuhan tujuan

19) Diisi dengan jumlah penumpang (N/T/L)

20) Diisi denganjenis/jumlah muatan/ton/box

21) Diisi dengan OP/syahbandar/UPP/Adpel/Kanpel Batam Cq Bidang
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Lala/Kasie Lala

22) Diisi dengan no surat UPT yang bersangkutan

23) Diisi dengan nama jabatan pejabat UPT yang bersangkutan

24) Diisi dengan nama pejabat UPT yang bersangkutan
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Contoh 3c
LAPORAN KEDATANGAN/KEBERANGKATAN KAPAL
Nama e 1)
UKUIAN e 2)
Nama Nakhoda = @ 3)
4)
NO. KEDATANGAN *) BERANGKAT *)
1. Dari Tujuan
2. Tanggal Tanggal
3. Bongkar Muat

a. Jenis Barang

b. Jumlah (T/m)

a. Jenis Barang

b. Jumlah (T/m)

4, Turun Naik
a. Penumpang a. Penumpang
b. Hewan b. Hewan
5. Keterangan Keterangan
...................... 1) R RUURSPRUINN < ) |
PT./Nakhoda KM. .................. 7)
(e 8) )

*) Data rinci terlampir dalam manifest
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PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 3c

Nomor Uraian Isian
1) Diisi dengan nama kapal
2) Diisi dengan isi kotor kapal (GT) dan bobot mati kapal (DWT)
3) Diisi dengan nama nahkoda kapal
4) Diisi dengan data yang sesuai dengan daftar di manifest
5) Diisi dengan daerah pelabuhan tempat keberangkatan kapal
6) Diisi dengan tanggal berangkat kapal menuju pelabuhan tujuan
7) Diisi dengan nama kapal

8)

Diisi dengan nama nahkoda kapal
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Contoh 5b
LAPORAN TAHUNAN SIUPAL/SIOPSUS™)
TAHUN .................
Nomor T 1 T 2)
Klasifikasi
Lampiran
Perihal : Laporan Tahunan Tahun ...... 3 Kepada
Yth. Direktur Jenderal Perhubungan Laut
Cq. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan
Laut
JI. Medan Merdeka Barat No. 8§
di
JAKARTA
1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. ... Tahun .......
tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut pasal.......
2. Sehubungan dengan butir 1 (satu) di atas, dengan ini disampaikan Laporan Ta-
hunan untuk tahun ... .. , terlampir disampaikan Data Umum Perusahaan.
3. Demikian disampaikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.
.................................. 4)
............................. 5)
................................. 6)
Tembusan :
DPP INSA.

*} sesuaidengan sifat pengusahaannya.
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PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 5b

2013, No0.1523

Nomor Uraian Isian
1) Diisi dengan domisili perusahaan
2) Diisi dengan tanggal dibuatnya laporan
3) Diisi dengan tahun yang akan dilaporkan
4) Diisi dengan hama perusahaan
5) Diisi dengan nama pimpinan perusahaan
g) Diisi dengan nama jabatan pimpinan perusahaan
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Contoh 5c

10.

DATA UMUM PERUSAHAAN
Posisi : 31 Desember 20 ....

Nama perusahaan Angkutan Laut/
Angkutan Laut Khusus e as 1)
Akte Pendirian Perusahaan Nomor ST 2)
Notaris e 3
Nomor dan tanggal e 4)
Nomeor dan tanggal SIUPAL/SIOPSUS™) e as 5)
Alamat perusahaan e 6)
Nomor telepon e as 7)
Domisili e as &)
Nama / DIRUT e e 9)
Alamat Rumah e as 10)
Nomor Telepon e 11)
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan e as 12)
Jumlah Tenaga Kerja e 13)
Orang
a. Darat :

- Pusat e 14) Orang

- Cabang e e 15) Orang
b. Laut e 16) Orang
Jumlah Kantor Cabang Perusahaan Angkutan Laut/
Angkutan Laut Khusus e 17) Buah
Alat kantor cabang terlampir
Keangotaan INSA (Nomor- Tanggal) OO R ST R U PP UUU PRSPPI 18)
Jumlah kapal yang dimiliki e 18) Unit
Jumlah Taruna /Siswa Praktek PRODA F PKL ™) e, 20) Crang
Jumlah kapal yang dioperasikan e 21y Unit

20..... 22)
DIREKTUR UTAMA

? Sesuaidengan sifat pengusahaannya.
~ Bagi kapal yang berukuran diatas GT. 750
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Contch 5b
LAPORAN TAHUNAN SIUPAL/SIOPSUS™)
TAHUN ................
Nomor T e, L) P 2)
Klasifikasi :
Lampiran
Perihal : Laporan Tahunan Tahun ...... 3 Kepada
Yth. Direktur Jenderal Perhubungan Laut
Cq. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan
Laut
JI. Medan Merdeka Barat No. 8
di
JAKARTA
1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nemer PM. ... Tahun .......
tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut pasal.......
2. Sehubungan dengan butir 1 (satu) di atas, dengan ini disampaikan Laporan Ta-
hunan untuk tahun ..... , terlampir disampaikan Data Umum Perusahaan.
3. Demikian disampaikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.
.................................. 4)
............................. 5)
................................. 6)
Tembusan :
DPP INSA.

*) sesuaidengan sifat pengusahaannya.
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PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 5b

Nomor Uraian Isian
1) Diisi dengan domisili perusahaan
2) Diisi dengan tanggal dibuatnya laporan
3) Diisi dengan tahun yang akan dilaporkan
4) Diisi dengan nama perusahaan
B) Diisi dengan nama pimpinan perusahaan
6) Diisi dengan nama jabatan pimpinan perusahaan
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Contoh 5¢

10.

105 2013, No0.1523

DATA UMUM PERUSAHAAN
Posisi : 31 Desember 20 ....

Nama perusahaan Angkutan Laut/

Angkutan Laut Khusus PPN 1
Alte Pendirian Perusahaan Nomor PPN 2)
Notaris R 3
Nomor dan tanggal TSR 4)
Nomeor dan tanggal SIUPAL/SIOPSUS™) PPN 5)
Alamat perusahaan PPN &)
Nomor telepon PPN 7
Domisili RPN &)
Nama / DIRUT PPN 9
Alamat Rumah SO TUURTIN 10)
Nomor Telepon T 11)
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan ... e 12)
Jumlah Tenaga Kerja ettt e et e 13)
Orang
a. Darat :

- Pusat e e 14) Crang

- Cabang e ———————————— 15) Orang
b. Laut e ———————————— 16) Orang

Jumlah Kantor Cabang Perusahaan Angkutan Laut/
Angkutan Laut Khusus e ————— 17) Buah
Alat kantor cabang terlampir

Keangotaan INSA (Nemeor- Tanggal) e 18)
Jumlah kapal yang dimiliki et e e 19) Unit
Jumlah Taruna fSiswa Praktek PRODA F PKL ™) e 20) Orang
Jumlah kapal yang dioperasikan ettt et e ——————————— 21) Unit
20..... 22}
DIREKTUR UTAMA

? Sesuai dengan sifat pengusahaannya.
7 Bagi kapa! yang beritkuran diatas GT. 750
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PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 5¢

Nomor Uraian Isian
1} Diisi dengan nama perusahaan
2) Diisi dengan nomo akte pendirian perusahaan
3) Diisi dengan nama notaries pada akte pendirian perusahaan
4) Diisi dengan nomor dan tanggal akte pendirian perusahaan
5) Diisi dengan nomor dan tanggal SIUPAL/SIOPSUS
8) Diisi dengan alamat perusahaan
7) Diisi dengan nomor telepon perusahaan
8) Diisi dengan domisili perusahaan
9 Diisi dengan nama Dirut perusahaan
10) Diisi dengan alamat rumah Dirut perusahaan
11 Diisi dengan nomor telepon rumah
12) Diisi dengan NPWP perusahaan
13) Diisi dengan jumlah tenaga kerja
14) Diisi dengan jumlah tenaga kerja di pusat
153 Diisi dengan jumlah tenaga kerja di cabang
16) Diisi dengan jumlah tenaga kerja di laut
17 Diisi dengan jumlah cabang
18) Diisi dengan nomor dan tanggal keanggotaan INSA
19) Diisi dengan jum;ah kapal yang dimiliki
20) Diisi dengan jumlah taruna/siswa praktek
21 Diisi dengan jumlah kapal yang dicperasikan
22) Diisi dengan tanggal surat
23) Diisi dengan nama Dirut perusahaan
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Contoh 6
Nomor L e T 2}
Klasifikasi :
Lampiran .
Perihal . Laporan Deviasi Kapal....... Kepada
Terhadap Trayek Tetap dan Teratur YIh, 3)
L 43
di
................................... 5}
1. Menunjuk Permenhub No. PM..... dan surat Laporan Rencana Pengopera-
sian Kapal ... 7) No.... Tanggal.... sebagaimana terlampir, kami
sampaikan surat ... 12} nomor .............. 13} tanggal ............ 14)
perihal pengoperasian kapal pada trayek tetap dan teratur angkutan laut
dalam negeri.
2. Sehubungan dengan ... 6}, maka kapal KM. ... T}
yang kami operasikan pada trayek ... 8), setelah tiba di
pelabuhan ... 9) akan melakukan deviasi ke pelabuhan
................... 10).
3. Deviasi tersebut akan dilakukan pada tanggal ............... 113,
4. Demikian disampaikan, atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.
Hormat kami,
O y15)
An. Penanggung Jawab
(eceeeeeeeeeeee....} 16}
Tembusan :

Ketua Umum DPP INSA .
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PETUNJUK PENGISIAN CONTCH 6

Nomor Uraian Isian

1) Diisi dengan domisili kantor pusat perusahaan angkutan laut.

2) Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat.

3) Diisi denhgan pejabat yang menerbitkan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan
Laut { Direktur Jenderal Perhubungan Laut / Gubemur / Bupati / VWalikota).

4) Diisi dengan alamat kantor pejabat yang menerbitkan Surat 1zin Usaha
Perusahaan Angkutan Laut.

5) Diisi dengan nama kota domisili kantor pejabat yang menerbitkan Surat lzin
Usaha Perusahaan Angkutan Laut.

6) Diisi dengan penyebab kapal melakukan deviasi {misalnya dalam rangka

mengangkut muatan tertentu dalam jumlah tertentu).

7 Diisi dengan nama kapal.

8) Diisi dengan trayek tetap dari kapal tersebut.

9 Diisi dengan nama pelabuhan terakhir sebelum kapal deviasi.

10} Diisi dengan nama pelabuhan fujuan deviasi.

11) Diisi dengan tanggal deviasinya.

12) Diisi dengan nomenklatur jabatan vyang diberi kewenangan untuk
menandatangani (Direktur Jenderal Perhubungan Laut / Gubernur / Bupati /
Walikota).

13) Diisi dengan nomor surat dimaksud pada angka 12).

14) Diisi dengan tanggal surat dimaksud pada angka 12).

15) Diisi dengan nama perusahaan angkutan laut nasional.

16} Diisi dengan nama direktur utama.
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Contoh 7

Nomor : T 2)

Klasifikasi :

Lampiran :

Perihal . Laporan Omisi Kapal......... Kepada

Terhadap Trayek Tetap dan Teratur Y, 3)

L 4)
di
.................................. 5)

. Menunjuk Permenhub No. PM..... dan surat Laporan Rencana Pengopera-

sian Kapal .............. 7yNo..... Tanggal.... sebagaimana terlampir, kami sam-
paikan surat ................. 12y nomor .............. 13} tanggal ............. 14} perihal
pengoperasian kapal pada trayek tetap dan teratur angkutan laut dalam
negeri.
Sehubungan dengan ......................... 6), maka kapal.............. 7y yang
kami operasikan pada trayek ... 8), setelah tiba di
pelabuhan ... 9} akan melakukan omisi pelabuhan
................... 10).

. Omisi tersebut akan dilakukan pada tanggal ............... 11).

Demikian disampaikan, atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.
Hormat kami,
PT. (o 118)
An. Penanggung Jawab
(eeeeeeeeeeieeie ...} 16)
Tembusan :

Ketua Umum DPP INSA .
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PETUNJUK PENGISIAN CONTCH 7

Nomor Uraian Isian

13 Giisi dengan domisili kantor pusat perusahaan angkutan laut.

2) Ciisi dengan tanggal ditandatanganinya surat.

3) Ciisi dengan pejabat yang menerbitkan Surat Izin Usaha Perusahaan
Angkutan Laut (Direktur Jenderal Perhubungan Laut / Gubernur / Bupati /
Walikota).

43 Diisi dengan alamat kantor pejabat yang menerbitkan Surat lzin Usaha
Perusahaan Angkutan Laut.

5) Diisi dengan nama kota domisili kantor pejabat yang menerbitkan Surat 1zin
Usaha Perusahaan Angkutan Laut.

6} Diisi dengan penyebab kapal melakukan omisi ( misalnya dalam rangka

mengangkut muatan tertentu dalam jumlah tertentu).

Diisi dengan nama kapal.

7
8) Diisi dengan trayek tetap dari kapal tersebut.
9 Diisi dengan nama pelabuhan terakhir sebelum kapal omisi.

10} Ciisi dengan hama pelabuhan yang diomit atau ditinggalkan.

11) Ciisi dengan tanggal omisinya.

12) Ciisi dengan nomenklatur jabatan vyang diberi kewenangan untuk
menandatangani (Direktur Jenderal Perhubungan Laut / Gubernur / Bupati /
Walikota).

Ciisi dengan nomor surat dimaksud pada angka 12}.

Diisi dengan nama perusahaan angkutan laut nasional.

}

14) Ciisi dengan tanggal surat dimaksud pada angka 12).
)
}

Ciisi dengan hama penanggung jawab perusahaan.
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Contoh 8
Nomor L T 2)
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal . Persetujuan Deviasi Trayek Kepada
Kapal....... Yth. Direktur Utama PT............. 3)
L 4)
di
................................... 5)
1. Menunjuk Permenhub No. PM..... | surat Saudara nomor .......... tanggal
........... perihal tersebut pada pokok surat dan memperhatikan surat
Dirjen Hubla No........., tanggal ..... tentang Penempatan Rencana
Pengoperasian Kapal pada Trayek Tetap dan Teratur Angkutan Laut
Dalam Negeri dengan ini disampaikan bahwa kapal KM. ................. 8}
yang dioperasikan PT........................ 3) telah didaftar melakukan
deviasi ke pelabuhan...................... 7Y, dalam rangka .............. 8)
2. Deviasi dilakukan pada tanggal ..................... 9
3. Surat Keterangan ini merupakan satu kesatuan dengan surat Dirjen Hubla No.
..... tanggal ....... tentang penempatan kapal dalam trayek tetap dan teratur
angkutan laut dalam negeri untuk KM.......
4. Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
.................................... 10)
11
................................... 12)
Tembusan :

1. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
2. Penyelenggara Pelabuhan setempat;
3. Badan Usaha Pelabuhan Setempat;
4. ..


http://www.djpp.kemenkumham.go.id

115 2013, No0.1523

PETUNJUK PENGISIAN CONTCH 8

Nomor Uraian Isian

1 Diisi dengan domisili kantor pejabat yang menerbitkan Surat lzin Usaha
Perusahaan Angkutan Laut.

2) Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat.

3) Diisi dengan nama perusahaan angkutan laut nasional.

43 Diisi dengan alamat kantor pusat perusahaan angkutan laut nasional.

5) Diisi dengan nama kota domisili kantor pusat perusahaan angkutan laut nasicnal.

8) Diisi dengan nama kapal.

7 Diisi dengan nama pelabuhan tujuan deviasi.

8) Diisi dengan alasan deviasi.

9 Diisi dengan tanggal dilakukan deviasinya.

10) Diisi dengan nomenklatur jabatan yang diberi kewenangan untuk menandatangani.

11) Diisi dengan nama pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani.

12} Diisi dengan pangkat / golongan / Nomor Induk Pegawai pejabat yang diberi
kewenangan untuk menandatangani.

13) Diisi dengan nomenklatur pejabat atasan dari pejabat yang diberi kewenangan
untuk menandatangani, sesuai penerbitan Surat Izin Usahanya (Direktur Jenderal
Perhubungan Laut / Gubernur / Bupati / Walikota).
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Contoh 9

Nomor

Klasifikasi :
Lampiran :

Perihal

116
.................. i 2)
. Persetujuan Omisi Trayek Kepada
Kapal....... Yth. Direktur Utama PT............. 3)
L 4)
di
................................... 5)
1. Menunjuk Permenhub No. PM..... | surat Saudara nomor .......... tanggal
........... perihal tersebut pada pokok surat dan memperhatikan surat
Dirjen Hubla No........., tanggal ..... tentang Penempatan Rencana

Tembusan :
1. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
2. Penyelenggara Pelabuhan setempat;
3. Badan Usaha Pelabuhan Setempat;

4

Pengoperasian Kapal pada Trayek Tetap dan Teratur Angkutan Laut

Dalam Negeri dengan ini disampaikan bahwa kapal KM. ................. 8}
yang dioperasikan PT............................ 3} telah didaftar melakukan omisi
ke pelabuhan..................._. 73, dalam rangka ............... 8)

Deviasi dilakukan pada tanggal .................... 9

Surat Keterangan ini merupakan satu kesatuan dengan surat Dirjen Hubla No.
..... tanggal ....... tentang penempatan kapal dalam trayek tetap dan teratur
angkutan laut dalam negeri untuk KM.......

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
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PETUNJUK PENGISIAN CONTCH &

Nomor Uraian Isian

1 Diisi dengan domisili kantor pejabat yang menerbitkan Surat lzin Usaha
Perusahaan Angkutan Laut.

2) Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat.

3) Diisi dengan nama perusahaan angkutan laut nasional.

43 Diisi dengan alamat kantor pusat perusahaan angkutan laut nasional.

5) Diisi dengan nama kota domisili kantor pusat perusahaan angkutan laut nasicnal.

8) Diisi dengan nama kapal.

7 Diisi dengan nama pelabuhan tujuan omisi

8) Diisi dengan alasan deviasi.

9 Diisi dengan tanggal dilakukan omisi

10) Diisi dengan nomenklatur jabatan yang diberi kewenangan untuk menandatangani.

11) Diisi dengan nama pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani.

12} Diisi dengan pangkat / golongan / Nomor Induk Pegawai pejabat yang diberi
kewenangan untuk menandatangani.

13) Diisi dengan nomenklatur pejabat atasan dari pejabat yang diberi kewenangan
untuk menandatangani, sesuai penerbitan Surat Izin Usahanya (Direktur Jenderal
Perhubungan Laut / Gubernur / Bupati / Walikota).
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Contoh 10
Nomor L DY e 2)
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal . Laporan Substitusi KM. ... Kepada
Terhadap Trayek Tetap dan Teratur Y, 3)
L 4)
di
................................... 5)
1. Menunjuk Permenhub No. PM... . dan surat Laporan Pengoperasian Kapal
.............. 7y No..... Tanggal.... sebagaimana terlampir, kami sampaikan
surat ... 12} nomor ............ 13} tanggal ............ 14} perihal
pengoperasian kapal pada trayek tetap dan teratur angkutan laut dalam
negeri.
2. Sehubungan dengan ... 6), maka kapal KM. ... . 7}
yang kami operasikan pada trayek ................. 8), setelah tiba di
pelabuhan .................. 9) akan disubstitusi / diganti dengan kapal KM
................... 10).
3. Substitusi tersebut akan dilakukan pada tanggal ............... 11).
4. Demikian disampaikan, atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.
Hormat kami,
PT. (e }18)
An. Penanggung Jawab
Tembusan :

Ketua Umum DPP INSA .
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PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 10

Nomor Uraian Isian

1) Diisi dengan domisili kantor pusat perusahaan angkutan laut.

2) Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat.

3) Diisi dengan pejabat yang menerbitkan Surat lzin Usaha Perusahaan Angkutan
Laut { Direktur Jenderal Perhubungan Laut / Gubemur / Bupati / VWalikota).

4) Diisi dengan alamat Kkantor pejabat yang menerbitkan Surat 1zin Usaha
Perusahaan Angkutan Laut.

5) Diisi dengan nama Kkota domisili kantor pejabat yang menerbitkan Surat lzin
Usaha Perusahaan Angkutan Laut.

6) Diisi dengan penyebab kapal diganti dengan kapal lain { misalnya kapal utama
akan dock).

7 Diisi dengan nama kapal utama (kapal yang akan diganti).

8) Diisi dengan trayek tetap dari kapal tersebut.

9 Diisi dengan nama pelabuhan terakhir sebelum kapal disubstitusi.

Diisi dengan nama kapal pengganti.

10)

11) Diisi dengan tanggal substitusi.

12) Diisi dehgan nomenklatur jabatan vyang diberi kewenangan untuk
menandatangani (Direktur Jenderal Perhubungan Laut / Gubernur / Bupati /
Walikota).

Diisi dengan nomor surat dimaksud pada angka 12).

Diisi dengan nama perusahaan angkutan laut nasional.

Diisi dengan nama direktur utama.

}

14) Diisi dengan tanggal surat dimaksud pada angka 12).
)
}



http://www.djpp.kemenkumham.go.id

2013, No0.1523

Contoh 11

Nomor
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal

Tembusan :

1.

2.

3.

120
.................. Vi 2)
. Persetujuan Substitusi Kepada
Kapal .... Yth. Direktur Utama PT.................. 3)
L 4)
di
................................... 5)

Menunjuk Permenhub No. PM..... dan surat Saudara nomor ...........

tanggal ........... perihal laporan substitusi, dengan ini disampaikan bahwa
kapal ... 6) yang dioperasikan PT.......................... 3) telah
didaftar melakukan substitusi pelabuhan....................... 7y, karena
............... 8)

Substitusi dilakukan pada tanggal .................... 9

1. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
2. Penyelenggara Pelabuhan setempat;
3. Badan Usaha Pelabuhan Setempat;

4
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PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 11

Nomor Uraian Isian

Diisi dengan domisili kantor pejabat yang menerbitkan Surat lzin Usaha
Perusahaan Angkutan Laut.

—_
L

Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat.

Diisi dengan nama perusahaan angkutan laut nasional.

Diisi dengan alamat kantor pusat perusahaan angkutan laut nasional.

Diisi dengan nama kota domisili kantor pusat perusahaan angkutan laut nasional.

Diisi dengan nama kapal utama.

Diisi dengan nama kapal pengganti.

Diisi dengan alasan penhggantian kapal.

O~ = WN
[ [ Pomcme Pomame [ [ [omme” Pomame”

Diisi dengan tanggal dilakukannya penggantian kapal.

—_
2

Diisi dengan nomenklatur jabatan vyang diberi kewenangan untuk
menandatangani.

Diisi dengan nama pejabat yang diberi kKewehangan untuk menandatangani.

— |
M [—
o [

Diisi dengan pangkat / golongan / Nomor Induk Pegawai pejabat yang diberi
kewenangan untuk menandatangani.

—_
«

Diisi dengan nomenklatur pejabat atasan dari pejabat yang diberi Kewenangan
untuk menandatangani, sesuai penerbitan Surat |zin Usahanya (Direktur Jenderal
Perhubungan Laut / Gubemur / Bupati / Walikota).
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Contoh 12
Nomer : 1 T 2)
Klasifikasi
Lampiran
Perihal . Penambahan Kapal Kepada
Pada Trayek Tetap Dan Teratur Yth. 3
Angkutan Laut Dalam Negeri. e 4)
di
................................... 5)
1. Sesuai dengan Peraturan Menter Perhubungan Nemor PM. ...... Tahun ...
tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut dan Keputusan
Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nemeor ........... tanggal ........... tentang

Jaringan Trayek Tetap Dan Teratur Angkutan Laut Dalam Neger, bersama ini
kami laporkan penambahan kapal pada trayek tetap dan teratur angkutan laut
dalam negeri dengan data sebagai berikut :

a. Nama Kapal et 6)
b. Bendera NP 7
¢. Nomor Pendaftaran et 8)
d. Type et 9
e. Isi Kotor (GT) P 10)
f. Bobot Mati (DWT) e 11)
g. Tenaga Penggerak (HP): ... e 12)
h. Kapasitas Angkut P 13)
i. Status e 14)
j.  Kode Trayek e et 15)
k. Pelabuhan Pangkal e et 16)
|.  Route Trayek P 17)
m. Urgensi e e 18)

Untuk melengkapi laperan terlampir kami sampaikan data dukung sebagai berikut :
Nomor Surat lzin Usaha Perusahaan Angkutan Laut;

Nomer Spesifikasi Kapal;

Rencana jadwal kedatangan dan keberangkatan kapal;

Penempatan Pengoperasian Kapal Pada Trayek Tetap Dan Teratur Angkutan Laut
Dalam Negeri pericde sebelumnya;

Perjanjian sewa kapal (untuk kapal yang bukan milik);

Laperan realisasi perjalanan kapal periode sebelumnya.

a0 o

~h

2. Masa berlaku pengoperasian kapal paling sedikit 6 (enam) bulan terhitung mulai
tanggal ......... s.d.tanggal .......... 18)

3. Demikian disampaikan, atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.
Hermat kami,
PT. (oo ) 20)

An. Penanggung Jawab

21)
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PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 12

Nomor Uraian Isian

1) Diisi dengan domisili kantor pusat perusahaan angkutan laut.

2) Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat.

3) Diisi denhgan pejabat yang menerbitkan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan
Laut (Direktur Jenderal Perhubungan Laut / Gubernur / Bupati / Walikota).

4) Diisi dengan alamat kantor pejabat yang menerbitkan Surat Izin Usaha
Perusahaan Angkutan Laut.

5) Diisi dengan nama Kkota domisili kantor pejabat yang menerbitkan Surat lzin

Usaha Perusahaan Angkutan Laut.

Diisi dengan nama kapal.

Diisi dengan bendera

)
)
) Diisi dengan nomor pendaftaran kapal
) Diisi dengan type kapal.

Diisi dengan isi kotor kapal.

Diisi dengan bobot mati kapal

Diisi dengan kapasitas angkut.

0)
1)
2) Diisi dengan tenaga penggerak.
3)
)

14 Diisi dengan milik/charter/dioperasikan.

15 Diisi dengan kode trayek.

16 Diisi dengan pelabuhan asal/pangkal

17 Diisi dengan nama-nama pelabuhan yang disinggahi
18 Diisi dengan jenis muatan.

19 Diisi dengan masa berlaku pengoperasian kapal.

20 Diisi dengan nama perusahaan.

21 Diisi dengan nama penanggung jawab.
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Contoh 13
Nomor L e T 2)
Klasifikasi
Lampiran
Perihal : Persetujuan Penambahan Kapal Kepada
Pada Trayek Tetap Dan Teratur Yth. Direktur Utama FT..................... 3)
Angkutan Laut Dalam Negeri. R 4)
di
........................................................ 5)

1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. ...... Tahun ...
tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut dan Keputusan
Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nemor ........... tanggal ........... tentang
Jaringan Trayek Tetap Dan Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri, serta surat
Saudara Nemor ............... tanggal .......... perihal ..........

2. Sehubungan dengan butir 1 (satu) di atas, dengan ini kami menyetujui
penambahan kapal pada kede trayek ..... dengan masa berlaku pengcperasian
kapal paling sedikit 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal .......... s.d. tanggal
.......... 6)

3. Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.......................................... 7)
. 8)
.......................................... 9)
Tembusan :

1. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
2 Penyelenggara Pelabuhan setempat;
3. Badan Usaha Pelabuhan Setempat;
4 .
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PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 13

Nomor Uraian Isian

1) Diisi dengan domisili kantor pusat perusahaan angkutan laut.

2) Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat.

3) Diisi denhgan pejabat yang menerbitkan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan
Laut { Direktur Jenderal Perhubungan Laut / Gubemur / Bupati / VWalikota).

4) Diisi dengan alamat kantor pejabat yang menerbitkan Surat 1zin Usaha
Perusahaan Angkutan Laut.

5) Diisi dengan nama kota domisili kantor pejabat yang menerbitkan Surat lzin
Usaha Perusahaan Angkutan Laut.

B) Diisi dengan masa berlaku pengoperasian kapal.

7 Diisi dehgan nomenklatur jabatan vyang diberi kewenangan untuk
menandatangani.

8) Diisi dengan nama pejabat yang diberi kewenhangan untuk menandatangani.

9 Diisi dengan pangkat / golongan / Nomor Induk Pegawai pejabat yang diber
kewenangan untuk menandatangani.
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Contoh 14
Nomaor 1) L2}
Klasifikasi
Lampiran
Perihal . Laporan Rencana Pengoperasian Kepada
Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Yth. L 3
Tidak Teratur Angkutan Laut )
Dalam MNegen
di
LA
1. Sesuai dengan Peraturan Menten Perhubungan Nomor PM. ... Tahun ... ... tentang Penyelenggaraan
dan Pengusahaan Angkutan Laut, bersama ini kami menyampaikan pemberitahuan rencana
pengoperasian kapal pada trayek tidak tetap dan tidak teratur angkutan laut dalam negen dengan data
sebapgai bernkut
a Mama Kapal
b Mamor Pendaftaran
c Tipe
d Isi Kotor (GT ¥Bobot Mati (DWWT}
e Tenaga Penggerak (HP}
f Kapasitas Angkut
g Status Kepamilikan Kapal “milik / sewa
h Pelabuhansinggah .
I Urgensi
] MNamor dan Tanggal SIUPAL
k Mamaor dan Tanggal Spesifikasi Kapal
. Momor dan Tanggal Penempatan Pengoperaalan Kapal pada Trayek Tldak Tetap dan Tldak Te-
ratur Angkutan Laut Dalam Megeri penode sebelumnya e e .18}
Untuk melzngkapi laporan tedampir kami sampaikan data dukung sebagai berikut
a Perjanjian sewa kapal (untuk kapal yang bukan milik};
b Laporan realisasi perjalanan kapal perode sebelumnya
2. Rencana pengoperasian kapal ini diajukan untuk3 (tiga} bulan terhitung mulai tanggal ..... ... s.d. tang-
gal 17}
3. Demikian disampaikan, atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.
Hormat kami,
BT | } 188
An. Penanggung Jawab
{ HERY
Tembusan

Ketua Umum DPP INSA .
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PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 14

Nomor Uraian Isian

1) Diisi dengan domisili kantor pusat perusahaan angkutan laut.

2) Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat.

3) Diisi dengan pejabat yang menerbitkan Surat |zin Usaha Perusahaan Angkutan
Laut (Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq Direktur Lalu Lintas dan
Angkutan Laut / Gubemur / Bupati / Walikota).

4) Diisi dengan alamat kantor pejabat yang menerbitkan Surat I1zin Usaha
Perusahaan Angkutan Laut.

5) Diisi dengan nama kota domisili kantor pejabat yang menerbitkan Surat Izin
Usaha Perusahaan Angkutan Laut.

6) Diisi dengan nama kapal.

7) Diisi dengan Nomor pendaftaran kapal

8) Diisi dengan tipe kapal

9) Diisi dengan grosse tonage dan dead weight tonage.

10} Diisi dengan tenaga penggerak kapal dalam satuan Horse power (HP)

113 Diisi dengan Kapasitas angkut muatan dan penumpang

12} Diisi dengan pelabuhan yang akan disinggahi

13} Diisi dengan jenis muatan/ penumpang

143 Diisi dengan nomor dan tanggal SIUPAL perusahaan yang bersangkutan

15) Diisi dengan nomor dan tanggal spesifikasi kapal

16) Diisi dengan nomor dan tanggal pengoperasian kapal periode sebelumnya

173 Diisi dengan tanggal berlakunya rencana pengoperasian kapal

18) Diisi dengan nama perusahaan

19) Diisi dengan hama pehanggung jawab perusahaan
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Contoh 15
Momaor 1% 2y
Klasifikasi
Lampiran
Perihal . Persetujuan Rencana Pengoperasian Kepada
kapal pada Traysk Tidak Tetap dan Yth. P )
Tidak Teratur Angkutan Laut J )
Dalam MNegeri
di
LAy
1. Sesuai dengan Peraturan Menter Perhubungan Nomar PM. ... Tahun ... ... tentang Penyelenggaraan

Tembusan :

dan Pengusahaan Angkutan Laut, bersama ini kami menyampaikan pemberitahuan rencana
pengoperasian kapal pada trayek tidak tetap dan tidak teratur angkutan laut dalam negen dengan data
sebagai berkut

MNama Kapal

Momaor Pendaftaran

Tipe

Isi Katar (GT yBaobat Mati (DwT}
Tenaga Penggerak (HP})
Kapasitas Angkut :

Status Kepemilikan Kapal “milik / sewa
Pelabuhansinggah :
Urgensi

Namar dan Tanggal SIUPAL

Namaor dan Tanggal Spesifikasi Kapal
Momor dan Tanggal Penempatan Pengoperaman Kapal pada Trayek Tldak Tetap dan Tldak Te-
ratur Angkutan Laut Dalam Megeri pernode sebelumnya T T 8}

TET T S@ e ac T

Untuk melengkapi laporan tedampir kami sampaikan data dukung sebagai berilkut
a Fernanjian sewa kapal (untuk kapal yang bukan milik};
b, Laporan realisasi perjalanan kapal periode sebelumnya.

Rencana pengoperasian kapal ini digjukan untukd (tiga} bulan terhitung mulai tanggal 5.d tang-
gal .......... 17}

Demikian disampaikan, atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.

1. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;

2. Penyelenggara
3. Badan Usaha P
4. ...

Felabuhan setempat;
elabuhan Setempat;
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PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 15

Nomor Uraian Isian

Diisi dengan domisili kantor pejabat yang menerbitkan Surat lzin Usaha
Perusahaan Angkutan Laut.

—_
L

2) Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat.

3) Diisi dengan nama perusahaan angkutan laut nasional.

4 Diisi dengan alamat kantor pusat perusahaan angkutan laut nasicnal.

5) Diisi dengan nama kota domisili kantor pusat perusahaan angkutan laut nasional.
6) Diisi dengan nama kapal.

7 Diisi dengan nomor pendaftaran kapal

8) Diisi dengan tipe kapal

9 Diisi dengan isi kotor kapal (GT) dan bobot mati kapal (CWT)

10) Diisi dengan tenaga penggerak kapal dalam satuan Horse power (HP)

1) Diisi dengan Kapasitas angkut muatan dan penumpang

12) Diisi dengan pelabuhan singgah

13) Diisi dengan urgensi

14) Diisi dengan nomor dan tanggal SIUPAL perusahaan yang bersangkutan

15) Diisi dengan nomor dan tanggal spesifikasi kapal

16) Diisi dengan nomor dan tanggal berlakunya penempatan pengoperasian kapal

pericde sebelumnya

Diisi dengan tanggal berlakunya rencana pengoperasian kapal

Diisi dengan nama pejabat pemberi izin

)

18) Diisi dengan nama jabatan pejabat pemberi izin
}
}

Diisi dengan pangkat (golongan) dan NIP pejabat pemberi izin
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Contoh 16
Nomar 1) L2
Klasifikasi
Lampiran
Perihal . Laporan Rencana Penambahan kKepada
Pelabuhan Singgah pada Trayek Yth. IO TR UPRUURRNUTRNUPRUR
Tidak Tetap dan Tidak Teratur J A
Angkutan Laut Dalam Megen.
di
Y
1. Sesuai dengan Peraturan Menten Perhubungan Namar PM. ... Tahun .. ... tentang Penyelenggaraan

Tembusan

dan Pengusahaan Angkutan Laut, bersama ini kami menyampaikan pemberitahuan  rencana
pengoperasian kapal pada trayek tidak tetap dan tidak teratur angkutan laut dalam negen dengan data
sebagai benkut

a. MNama Kapal 8

b MNomor Pendaftaran : 7

c. Tipe : 3

d. lsi Kotor {GT Bobat Mati (DWWT ) N

g. Tenaga Penggerak [(HP) 10

f Kapasitas Angkut : 11}

g Status Kepemilikan Kapal Cmilik S sewa

h. Pelabuhan singgah PO NUUP U B3

i, Urgensi : 13}

j. Momar dan Tanggal SIUPAL 14

k. Momaor dan Tanggal Spesifikasi Kapal L. 145}

I, Momoar dan Tanggal Penempatan Pengoperaman Kapal pada Trayek Tldak Tetap dan Tldak Teratur
Angkutan Laut Dalam Negeri periode sebelumnya - ... . 16}

Untuk melenglkapi laporan tedampir kami sampaikan data dukung sebagai berikut

a Perjanjian sewa kapal (untuk kapal yang bulkan milik};

b Laporan realisasi perjalanan kapal penode sebelumnya

Rencana pengoperasian kapal ini digjukan untuk3 (tiga} bulan terhitung mulai tanggal 5.d. tang-

gal .......... 17}
Demikian disampaikan, atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.
Harmat kami,

PT §... 318
An Penanggung Jawab

Ketua Umum DPP INSA
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PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 16

Nomor Uraian Isian

1) Diisi dengan domisili kantor pusat perusahaan angkutan laut.

2) Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat.

3) Diisi dengan pejabat yang menerbitkan Surat |zin Usaha Perusahaan Angkutan
Laut ( Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq Direktur Lalu Lintas dan
Angkutan Laut / Gubemur / Bupati / Walikota).

4) Diisi dengan alamat kantor pejabat yang menerbitkan Surat I1zin Usaha
Perusahaan Angkutan Laut.

5) Diisi dengan nama kota domisili kantor pejabat yang menerbitkan Surat Izin
Usaha Perusahaan Angkutan Laut.

6) Diisi dengan nama kapal.

7) Diisi dengan Nomor pendaftaran kapal

8) Diisi dengan tipe kapal

9) Diisi dengan grosse tonage dan dead weight tonage.

10} Diisi dengan tenaga penggerak kapal dalam satuan Horse power (HP)

113 Diisi dengan Kapasitas angkut muatan dan penumpang

12} Diisi dengan pelabuhan yang akan disinggahi

13} Diisi dengan jenis muatan/ penumpang

143 Diisi dengan nomor dan tanggal SIUPAL perusahaan yang bersangkutan

15) Diisi dengan nomor dan tanggal spesifikasi kapal

16) Diisi dengan nomor dan tanggal pengoperasian kapal periode sebelumnya

173 Diisi dengan tanggal berlakunya rencana pengoperasian kapal

18) Diisi dengan nama perusahaan

19) Diisi dengan hama pehanggung jawab perusahaan
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Contoh 17

Nomar
Klasifikasi
Lampiran
Perihal

Tembusan Yth.

1. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
2. Penyelenggara Pelabuhan setempat;
3. Badan Usaha Pelabuhan Setempat;

132
Persetujuan Penambahan Pelabuhan Kepada
Singgah
Yih. Direktur Utama P T i i e e v e i e snveee 00 3
di-
B
WMenunjuk  surat Saudara Moo ..........F} tanggal .............8} perihal tersebut pada pokok surat
dan memperhatikan surat Digen Hubla Mo, ... 9} tanggal .o 10} perihal
pengoperasian kapal tramper di dalam negen untuk kapal ..oveeeei e e 111

Sehubungan dengan butir 1 (satu} di atas, kapal tersebut telah tercatat melakukan penambahan
pelabuhan singgah ................ 12}

Surat Keterangan ini merupakan satu kesatuan dengan surat Dirjen Hubla Mo.............13} tanggal
veveeen G 14Y perihal pengoperasian kapal tramper di dalam negeri untuk kapal ..............16}.

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

19)
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PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 17

Nomor Uraian Isian

Diisi dengan domisili kantor pejabat yang menerbitkan Surat lzin Usaha
Perusahaan Angkutan Laut.

—_
L

2) Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat.

3) Diisi dengan nama perusahaan angkutan laut nasional.

4 Diisi dengan alamat kantor pusat perusahaan angkutan laut nasional.

5) Diisi dengan nama kota domisili kantor pusat perusahaan angkutan laut nasional.

6) Diisi dengan nomor surat permohonan

7 Diisi dengan nomor pendaftaran kapal

8) Diisi dengan tanggal surat permohonan

N Diisi dengan nomor surat pengoperasian kapal pada trayek tidak tetap dan tidak
teratur

10) Diisi dengan tanggal surat pengoperasian kapal pada trayek tidak tetap dan tidak
teratur

11 Diisi dengan nama kapal

12) Diisi dengan pelabuhan singgah

13) Diisi dengan nomor surat pengoperasian kapal pada trayek tidak tetap dan tidak

teratur

14) Diisi dengan tanggal surat pengoperasian kapal pada trayek tidak tetap dan tidak
teratur.

15) Diisi dengan nama kapal

16) Diisi dengan tanggal berlakunya rencana pengoperasian kapal

17) Diisi dengan nama jabatan pejabat pemberi izin

18) Diisi dengan nama pejabat pemberi izin

19) Diisi dengan pangkat (golongan} dan NIP pejabat pemberi izin
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Contoh 18
Nomar 1) L2
Klasifikasi
Lampiran
Perihal . Laporan Rencana Penambahan Urgensi Kepada
Muatan pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Yth. 3
Teratur Angkutan Laut Dalam Neger. J )
di
LAy
1 Sesuai dengan Peraturan Menten Perhubungan Momor P Tahun ... ... tentang Penyelenggaraan
dan Pengusahaan Angkutan Laut pasal ... ..., bersama ini kami menyampaikan laporan untuk memuat

barang muatan umum (General Carga} pada trayek tidak tetap dan tidak teratur angkutan laut dalam
negeri dengan data sebagai berikut

R TG O o Tn

3

MNama Kapal

Naomaor Pendaftaran

Tipe

lsi Katar (GT yBabot Mati (DWW/T}
Tenaga Penggerak (HP}) Dy
Kapasitas Angkut : 11
Status kKepemilikan Kapal Cmilik S sewa

Jenis Muatan Umum yang dimuat
Pelabuhan Asal

Pelabuhan Tujuan

Momor dan Tanggal SIUPAL

Momor dan Tanggal Spesifikasi Kapal F PP
Mamaor dan Tanggal Penempatan Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Te-
ratur Angkutan Laut Dalam Megeri periode sebelumnya 17}

2. Demikian disampaikan, atas perkenannya kami ucapkan tenima kasih.

Tembusan
Ketua Umum DPP IMNSA

Hormat kami,
PT {118
An. Penanggung Jawab
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PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 18

Nomor Uraian Isian

1) Diisi dengan domisili kantor pusat perusahaan angkutan laut.

2) Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat.

3) Diisi dengan pejabat yang menerbitkan Surat Persetujuan Mengangkut Jenis
Muatan Barang Umum (General Cargo}.

4) Diisi dengan alamat kantor pejabat yang memberikan Surat |zin Usaha
Perusahaan Angkutan Laut.

5) Diisi dengan nama kota domisili kantor pejabat yang menerbitkan Surat Per-

setujuan Mengangkut Jenis Muatan Barang Umum (General Cargo).

6) Diisi dengan nama kapal.

7) Diisi dengan Nomor pendaftaran kapal

8) Diisi dengan tipe kapal

9) Diisi dengan grosse tonage dan dead weight tonage.

10} Diisi dengan tenaga penggerak kapal dalam satuan Horse power (HP}
11 Diisi dengan Kapasitas angkut muatan dan penumpang

12} Diisi dengan Jenis Muatan Umum Yang di Muat

13) Diisi dengan pelabuhan asal

14} Diisi dengan pelabuhan tujuan

15) Diisi dengan nomor dan tanggal SIUPAL perusahaan yang bersangkutan
16) Diisi dengan nomor dan tanggal spesifikasi kapal

173 Diisi dengan nomor dan tanggal pengoperasian kapal periode sebelumnya
18) Diisi dengan nama perusahaan

19) Diisi dengan nama pehanggung jawab perusahaan
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Contoh 19
Nomar : 11, 2%
Klasifikasi
Lampiran
Pearihal : Persetujuan Penambahan Urgensi Kapada
Muatan Pada Trayek Tidak Tetap
dan Tidak Teratur
Yih. Direktur LIama P T v i e ervee v e i e envveee e 3
L e oo oo s e s e e oo
di-
)
1 Menunjuk  surat Saudara Mo, .......... 7} tanggal ... ..8} perihal tersebut pada pokok surat
dan memperhatikan  surat Difen Hubla No.o ... 9} tangoal ... 10} perihal
pengoperasian kapal tramper di dalam negen untuk kapal .. vevevee e 111

4 Sehubungan dengan butir 1 (satu} di atas, kapal tersebut telah tercatat melakulkan penambahan
urgensi muatan ... eeeee 125

5 Surat Keterangan ini merupakan satu kesatuan dengan surat Dirjen Hubla Mo.....
v eveen s 14Y perinal pengoperasian kapal tramper di dalam negeri untuk kapal ...........

13} tanggal
.16}

4 Demilkian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mastinya

16)
......................... 17)
smbusan Yth.
Direktur Jenderal Ferhubungan Laut; 18)
. Penyelenggara Pelabuhan setempat;
. Badan Usaha Pelabuhan Setempat; 19)


http://www.djpp.kemenkumham.go.id

137 2013, No0.1523

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 19

Nomor Uraian Isian

Diisi dengan domisili kantor pejabat yang menerbitkan Surat lzin Usaha
Perusahaan Angkutan Laut.

—_
L

2) Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat.

3) Diisi dengan nama perusahaan angkutan laut nasional.

4 Diisi dengan alamat kantor pusat perusahaan angkutan laut nasional.

5) Diisi dengan nama kota domisili kantor pusat perusahaan angkutan laut nasional.

6) Diisi dengan nomor surat permohonan

7 Diisi dengan nomor pendaftaran kapal

8) Diisi dengan tanggal surat permohonan

N Diisi dengan nomor surat pengoperasian kapal pada trayek tidak tetap dan tidak
teratur

10) Diisi dengan tanggal surat pengoperasian kapal pada trayek tidak tetap dan tidak
teratur

11 Diisi dengan nama kapal

12) Diisi dengan penambahan urgensi muatan

13) Diisi dengan nomor surat pengoperasian kapal pada trayek tidak tetap dan tidak

teratur

14) Diisi dengan tanggal surat pengoperasian kapal pada trayek tidak tetap dan tidak
teratur.

15) Diisi dengan nama kapal

16) Diisi dengan tanggal berlakunya rencana pengoperasian kapal

17) Diisi dengan nama jabatan pejabat pemberi izin

18) Diisi dengan nama pejabat pemberi izin

19) Diisi dengan pangkat (golongan} dan NIP pejabat pemberi izin
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Contoh 20a

Nomaor
Lampiran
Pearihal : Pemberitahuan Pengoperasian Kapal Kepada
MNasional pada Trayek Tetap dan Teratur
Angkutan Laut Luar Megeri Yth 3

1 Sesual dengan Peraturan Menter Perhubungan NMomaor P Tahun tentang Penyelengga-
raan dan Pengusahaan Angkutan Laut, bersama ini kami menyampaikan pemberitahuan rencana
pengoperasian kapal nasional pada trayelk tetap dan teratur angkutan laut luar negeri dengan data
sebagai benkut

Nama Kapal

Bendera / IMO Mo,

Ukuran (DWT/GT/MHP}

Pemilik/ pengelala f operator kapal
Pelabuhan Singgah/ Rute vang
akan dilalui

f Mo dantanggal SIUPAL/SICPSUS .12}

o oo oD

2. Untuk melengkapi laporan, tedampir kami s ampaikan data dukung sebagai berikut
Salinan Penunjukan Keagenan Kapal (Agency OF Appaintment)

Salinan Peranjuan Sewa Kapal (Charfer Parlty}

Salinan Perjalanan Kapal ( Saiing Schaduie)

Surat Pernyataan Kesanggupan untuk melayan Trayek yang telah ditetapkan
Salinan Sertifikat Pendaftaran Kapal

Salinan Sertifikat Keselamatan dan kKeamanan Kapal

Salinan Ship's Particular / Spesifikasi kapal ™}

Salinan Daftar Awak Kapal (Crew Lis{)

D Th b O T W

3. Masa Berlaku Pengoperasian Kapal paling sedikit 8 {enam bulan} terhitung mulai tanggal ...
5. U - T

4 Demikian permohaonan kami atas perhatian dan bantuannya, kami ucapkan terima kasih
Harmat Kami
PT. 14

AN Pénanggung Jawab

Tembusan ¢
2. Ketua DPC/ DPP INSA

"y Coret yang tidak peru
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Contoh 20b
Nomar

Lampiran
Perihal

Tembusan ¢

139 2013, No0.1523

1} 2}
Pemberitahuan Pengoperasian Kapal Kapada
Asing pada Trayek Tetap dan Teratur
Angkutan Laut Luar Megeri th 3l
3]

Sasual dengan Peraturan Menter Perhubungan Momar PM. . Tahun ... tentang Penyelengga-
raan dan Pengusahaan Angkutan Laut, bersama ini kami menyampaikan pemberitahuan rencana
pengoperasian kapal asing pada trayek tetap dan teratur angkutan laut luar negeri dengan data seba-
gai berkut

Nama Kapal

Bendera / IMO Na.

Ukuran (DWT/GTHPY

Pemilik/ pengelola / operatar kapal
Pelabuhan Singgah/ Rute vang
akan dilalui

f Mo dantanggal SIUPAL/SICPSUS .12}

P oo oD

Untuk melengkapi laporan, tedampir kami sampaikan data dukung sebagai berikut
Salinan Penunjukan Keagenan Kapal (Agency OF Appointment)

Salinan Penanjuan Sewa kapal { Charfer Farty)

Salinan Perjalanan Kapal (Sailing Schedule}

Surat Pernyataan Kesanggupan untuk melayan Trayek yang telah ditetapkan
Salinan Sertifikat Pendaftaran Kapal

Salinan Sertifikat Keselamatan dan Keamanan Kapal

Salinan Ship's Particular / Spesifikasi kapal *}

Salinan Daftar Awak Kapal (Crew Lis{)

Do h O oW

Masa Berlaku Pengoperasian Kapal paling sedikit 8 (enam bulan} terhitung mulai tanggal ...............
5/, U R T

Demikian permaohonan kami atas perhatian dan bantuannya, kami ucapkan terima kasih
Haomat Kami
PT 14}

An. Penanggung Jawab

1. Penyelenggara Pelabuhan Setempat ;
2. Kacab/ GM Badan Usaha Pelabuhan Setempat ;
3. KHetua DPRDPC INSA

"y Coret yang tidak peru
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PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 20a DAN CONTOH 20b

Nomor Uraian Isian

1} Diisi dengan domisili kantor pusat perusahaan angkutan laut

2} Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat.

3} Diisi dengan pejabat wang menerbitkan Surat Pemberitahuan Pengoperasian Kapal Travek Tetap dan
Teratur Angkutan Laut Luar Meger { Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq Direktur Lalu Lintas dan
Angkutan Laut)

44 Diisi dengan alamat kantor pejabat yang menerbitkan Surat Pembentahuan Pengoperasian Kapal Trayek
Tetap dan Teratur Angkutan Laut Luar Negeri

S} Diisi dengan nama kota domisili kantor pejabat yang menerbitkan Surat Pembentahuan Pengoperasian
Kapal Trayek Tetap dan Teratur Angkutan Laut Luar Negeri

5} Diisi dengan nama kapal.

7y Diisi dengan Bendera Kapal

g} Diisi dengan Momor IMOQ Kapal

9} Diisi dengan Grosse Tonage, Dead Weight Tonage dan Horse Power

10} Diisi dengan status kepemilikan kapal/vang mewakili pemilik kapal {principal}

11} Diisi dengan nama palabuhan yang akan disinggahi di pelabuhan Indonssia dan luar negen

12) Diisi dengan nomar dan tanggal SIUPAL/SIOPSUS

13) Diisi dengan tanggal mulai berlaku Pengoperasian Trayek Tetap dan Teratur Kapal Angkutan Laut Luar
MNegeri

14} Diisi dengan nama pernJs ahaan angkutan laut

15) Diisi dengan tanda tangan direktur utama

16} Diisi dengan nama direkiur utama
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Contoh 21
Mamaor : 2
Klasifikasi . Biasa
Lampiran o1 (satu} berkas
Perihal - Persetujuan Pengoperasian Kapal Kepada
...... 3} padaTrayek Tetap dan Teratur
Anghkutan Laut Luar Negeri Yth. LA
Y
Di
...B}
1. MWenunjuk Peraturan Menten Perhubungan Momor PM. ... Tahun ... . tentang Penyelengga-
raan dan Pengusahaan Angkutan Laut dan surat PT 7y MNa 8}, tangnal

...... 9} perihal permohonan Trayek Tetap dan Teratur Angkutan Laut Luar Negeri, bersama ini
terlampir disampaikan penalanan kapal sebagai berikut:

a. MNama Kapal L3

b, Bendera/ MO Mo : 103/ 11}

. Ukuran (DWT/GT/MHP) D12

d. Pemilik/ pengelala foperator kapal @ ... 13}

g. Mo dantanggal SIUPALSIOPSUS © ... 14}
yang akan melayari pelabuhan Indonesia .. ... ... 15} dan pelabuban tujuan di luar negeri
. A6Y, pp, dengan frekuensi kunjungan kapal sekurang — kurangnya 1 {satu} bulan
sekali, untuk pericde 5/d 17}

2. Penetapan Trayek Tetap dan Teratur kepada kapal tersebut pada butir 1 {satu} diatas, dilakukan
sesual dengan ketentuan yvang terdapat dalam Permenhub Mo, ... Tahun ... tentang Penye-
lenggaraan dan Pengusahaan Keagenan Kapal dan memperhatikan surat Permenhub Mo, 72 Ta-
hun 2005 tentang Perubahan Atas Keputusan Menter Perhubungan Momar KW 50 Tahun 2003
tentang Jenis, Struktur dan Golongan Tanf Pelayanan Jasa Kepelabuhanan untuk Pelabuhan Laut.

3. Apabila kapal tersebut pada butir 1 {satu} tidak memenuhi kewajibannya dalam kunjungan terha-
dap pelabuhan sesuai saiing schedule maka pemberitahuan siatus fnarini akan ditinjau kembali.

4. Demikian disampaikan untuk dimakiumi.

Tembusan Yih. :

Dinen Hubla;

Dimelpeng Ditjien Hubla;
Penyelenggara Pelabuhan Setempat;
Badan Usaha Pelabuhan Setempat;

O B e by
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PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 21

Nomor Uraian Isian

1) Diisi dengan domisili kantar tempat dikeluarkannya surat pengoperasian trayek tetap dan teratur.

2% Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat.

3} Diisi dengan Mama Kapal

4% Diisi dengan pejabat yvang menerima Surat Pemberntahuan Pengoperasian Kapal Trayek Tetap dan Teratur
Angkutan Laut Luar Negeri [ Dirgktur Utama (Persera} PT. Pelindo Ybs |}

S} Diisi dengan alamat kantor pejabat yang menerima Surat Pembentahuan Pengoperasian Kapal Trayek Te-
tap dan Teratur Angkutan Laut Luar Negeri

6} Diisi dengan nama kaota domisili kantor pejabat yang menen Surat Pemberitahuan Pengoperasian Kapal
Trayek Tetap dan Teratur Angkutan Laut Luar Negen

7Y Diisi dengan Mama Perusahaan Pelayaran

g} Diisi dengan nomar surat permaohaonan perusahaan pelayaran

a3} Diisi dengan tanggal permohonan

103} Diisi dengan Bendera Kapal

11} Diisi dengan IMO Mumber kapal

123 Diisi dengan Grosse Tonage, Dead Weight Tonage dan Horse Power

13} Diisi dengan pemilikipengelolafoperator kapal

143 Diisi dengan nomar dan tanggal SIURPAL/SIOPSUS

15} Diisi dengan Pelabuhan vang ditetapkan di pelabuhan dalam negen

183 Diisi dengan Pelabuhan yang ditetapkan di pelabuhan Luar MNegeri.

17} Diisi dengan tanggal mulai beraku Pengoperasian Trayek Tetap dan Teratur Kapal Anagkutan Laut Luar
MNeger

18} Diisi dengan jabatan pejabat yang menerbitkan Surat Pemberitahuan Pengoperasian Kapal Travek Tetap
dan Teratur Anglkutan Laut Luar Megeri { Direktur Jenderal Perhubungan Laut cg Direktur Lalu Lintas dan
Angkutan Laut}

193 Diisi dengan nama pejabat yvang menerbitkan Surat Pembentahuan Pengoperasian Kapal Trayek Tetap dan
Teratur Angkutan Laut Luar Megeri { Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq Direktur Lalu Lintas dan Angku-
tan Laut}

203} Diisi dengan PangkatGolongan pejabat wang menerbitkan Surat Pembentahuan Pengoperasian Kapal
Trayek Tetap dan Teratur Angkutan Laut Luar Megeri ({ Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq Direktur Lalu
Lintas dan Angkutan Laut}

21} Diisi dengan MIP pejabat yvang menerbitkan Surat Pembentahuan Pengoperasian Kapal Trayek Tetap dan
Teratur Angkutan Laut Luar Megeri (Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq Direktur Lalu Lintas dan Angku-
tan Laut}.
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Contoh 22
Nomaor Thoo. 2}
Lampiran 1 (satu} berkas
Pearihal Pemberitahuan Rencana Pengoperasian Kapada
Kapal Masional pada Angkutan
Laut Luar Megen Yth. BUCH
LA
di
ah
Dengan hormat,
1. Menunjuk PERMEMNHUE  Ma. . Tahun tentang Penyelengygaraan dan
Pengusahaan Angkutan Laut, bersama ini dibentahukan rencana Pengoperasian Kapal Masional
Angkutan Laut Luar Megern, dengan data-data sebagai berikut
a. MNama Kapal f Voyage LB}
k. Bendera /MO No. O Y AU - 1
¢ Ukuran (DWT/GT/HP) : -y
d. Nomaor dan tanggal SIUPAL/SIOPSUS - 10}
e. Pemilik/ pengelola f operator kapal L
f. Status Kapal 123
g. Pelabuhan Singgah 213}
h ETAETD 1447 15)
i, Kediatan B/ 16}
1. Pelabuhan Azal/Tujuan *} 17
k. Crew List/ Kebangsaan 18}
2. Untuk melengkapi pemberitahuan, terlampir kami sampaikan data dukung sebagai berikut :
a. Salinan Perjalanan Kapal (Salling Schedule}
b. Salinan Sertifikat Pendaftaran Kapal
¢ Salinan Sertifikat Kesslamatan dan Keamanan Kapal
d. Salinan Ship's Particular f Spesifikasi kapal *}
e. Salinan Daftar Awak Kapal {Crew Lisf)
3. Demikian pembertahuan kami, atas perhatian dan bantuan bapak diucapkan terima kasih.
Homat Kami
PT. 8
An. Penanggung Jawab
Tembusan :
1. Dirjen Hubla;
2. Deputy [l Bakin "},
3. BAIS THI ",

4. Ditjen Imigrasi *};
5. Penyelenggara Pelabuhan Setempat.
Coret vang tidak perlu™}
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PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 22

Nomor Uraian Isian

1) Diisi dengan damisili kantor pus at penusahaan angkutan laut

2} Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat.

3} Diisi dengan pejabat vang menerbitkan Surat Pemberitahuan Pengoperasian Kapal Trayek Tetap dan Tera-
tur Angkutan Laut Luar Negen { Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq Direktur Lalu Lintas dan Angkutan
Laut}

N Diisi dengan alamat kantor pgjabat yang menerbitkan Surat Pembentahuan Pengoperasian Kapal Trayek
Tetap dan Teratur Angkutan Laut Luar MNegerni

BH) Diisi dengan nama kota domisili kantar pejabat yvang menerbitkan Surat Pemberitahuan Pengoperasian Ka-
pal Trayek Tetap dan Teratur Angkutan Laut Luar MNegen

6} Diisi dengan nama dan vayage kapal

7} Diisi dengan Bendera Kapal

3} Diisi dengan Momaor MO Kapal

g} Diisi dengan Grosse Tonage, Dead Weight Tonage dan Horse Power

10} Diisi dengan nomar dan tanggal SIUPAL/SIOPSUS

11} Diisi dengan nama pemilik / f pengelala f operator kapal (principal}

12} Diisi dengan status kepemilikan kapal/vang mewakili pemilik kapal (principal}

13} Diisi dengan nama pelabuhan yang akan disinggahi di pelabuhan Indonesia

14} Diisi dengan tanggal ketibaan kapal

15} Diisi dengan tanggal keberangkatan kapal

16) Diisi dengan kegiatan bongkar / muat kapal

17} Diisi dengan pelabuhan asal / tujuan di luar negen

18} Diisi dengan daftar awak kapal dan kebangsaannya

19} Diisi dengan nama pernJs ahaan angkutan laut

20} Diisi dengan tanda tangan direktur utama

21} Diisi dengan nama direkiur utama



http://www.djpp.kemenkumham.go.id

145

2013, No0.1523

Contch 23
Nomaor 1}, 2}
Klasifikasi Biasa
Lampiran -
Perihal Persetujuan Pengoperasian Kapal Kepada
MNasional 3} Angkutan Laut Luar
MNeger Yth. LA
Y
di
G
1. Wenunjuk Peraturan Menten Perhubungan Mamar PM. . Tahun . tentany Penyelenggaraan
dan Pengusahaan Angkutan Laut dan surat Saudara No. ... .. 7Y, tangoal . B, ber-
sama ini terlampir disampaikan perjalanan kapal sebagai berikut :
a Nama Kapal /Vovage
b Bendera/ MO Number 10}
C. Ukuran (DWT/GTHP}
d Pemilik/ pengelola f operatar kapal
2} MNomor dan tanggal SIUPALSIOPSUS
f Status Kapal
s} Pelabuhan Singgah
h ETA/JETD AT
i. Kagiatan B/
] Pelabuhan Asal/Tujuan *}
k. Crew List/ Kebangsaan
I keterangan
2 Sshubungan dengan butir 1 {(5atu}, dengan ini diberitahukan bahwa rencana pengoperasian kapal pe-
rusahaan Saudara telah memenuhi persyaratan dan dicatat di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
dengan ketentuan sebagai berikut
a. Mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berdaku baik nasional maupun
internasional,
b Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tidak bertanggung terhadap peranjian pengangkutan
wang dilakukan pemilik barang dan pengangkut;
c. Melaporkan realisasi kegiatan kapal milik setiap 3(tiga} bulan.
3. Demikian disampaikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.
22
[ L2
24
MIF.. 25
Tembusan
1. Dirjen Hubla;
2. Dirjen Imigrasi;
3. Deputy Il Bakin ;
3. BAISTHI ;
4. ASOPS KSAL,
5. Penyelenggara Pelabuhan Setempat 26},


http://www.djpp.kemenkumham.go.id

2013, No0.1523 146

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 23

Nomor Uraian Isian

1) Diisi dengan domisili kantar tempat dikeluarkannya surat pengoperasian trayek tetap dan teratur.

2% Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat.

3} Diisi dengan Mama Kapal

4% Diisi dengan pejabat yvang menerima Surat Pemberntahuan Pengoperasian Kapal Trayek Tetap dan Teratur
Angkutan Laut Luar Negeri [ Dirgktur Utama (Persera} PT. Pelindo Ybs |}

S} Diisi dengan alamat kantor pejabat yang menerima Surat Pembentahuan Pengoperasian Kapal Trayek Te-
tap dan Teratur Angkutan Laut Luar Negeri

6} Diisi dengan nama kaota domisili kantor pejabat yang menen Surat Pemberitahuan Pengoperasian Kapal
Trayek Tetap dan Teratur Angkutan Laut Luar Negen

7Y Diisi dengan nomor_surat perusahaan palayaran

g} Diisi dengan tanggal surat permahonan perusahaan pelayaran

a3} Diisi dengan Bendera Kapal

103} Diisi dengan IMO Mumber kapal

11} Diisi dengan grosse tonage, dead weight tonage dan Horse Power

123 Diisi dengan pemilik/jpengelolafoperator kapal

13} Diisi dengan nomor dan tanggal SIJRPALSIOPSUS

143 Diisi dengan status kepemilikan kapal

15} Diisi dengan Pelabuhan vang ditetapkan di pelabuhan dalam negen

183 Diisi dengan tanggal ketibaan kapal

17} Diisi dengan tanggal keberangkatan kapal

18} Diisi dengan kegiatan bonglkar / muat kapal

19} Diisi dengan Pelabuhan vang ditetapkan di pelabuhan Luar Negeri.

203 Diisi dengan daftar awak kapal dan kebangsaannya

213 Diisi dengan hal-hal lain terkait keperluan kapal

22% Diisi dengan jabatan pejabat yang menerbitkan Surat Pemberitahuan Pengoperasian Kapal Trayek Tetap
dan Teratur Angkutan Laut Luar Megeri { Direktur Jenderal Perhubungan Laut ¢g Direktur Lalu Lintas dan
Angkutan Laut).

23} Diisi dengan nama pejabat yang menerbitkan Surat Pembertahuan Pengoperasian Kapal Trayek Tetap dan
Teratur Angkutan Laut Luar Megen { Direktur Jenderal Perhubungan Laut cg Direktur Lalu Lintas dan Angku-
tan Laut}.

243 Diisi dengan Pangkat/Golongan pejabat yang menerbitkan Surat Pemberitahuan Pengoperasian Kapal
Trayek Tetap dan Teratur Angkutan Laut Luar Negen { Direktur Jenderal Perhubungan Laut ¢cg Direktur Lalu
Lintas dan Angkutan Laut).

25 Diisi dengan NIP pejabat yang menerbitkan Surat Pembertahuan Pengoperasian Kapal Trayek Tetap dan
Teratur Angkutan Laut Luar Megen (Direktur Jenderal Perhubungan Laut g Direktur Lalu Lintas dan Angku-
tan Laut).

26} Diisi dengan nama kantor pelabuhan yang bersangkutan
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Contoh 24
Mamaor : [RUETUTII [ L2y
Lampiran : 1 (satu} berkas
Parihal : Pemberitahuan Perubahan {Deviasi} Kepada
Pengoperasian Kapal Masional
ke Luar Megen Yth. [T ¥
LA
Dengan harmat,
1. Menunjuk PERMENHUB Ma. ciiviiiii o Tahun oo tentang Penyelenggaraan dan
Pengusahaan Angkutan Laut, bersama ini dlberltahukam rencana deviasi angkutan laut luar negeri
untuk kapal pada trayek tidak tetap dan tidak teratur, dengan data-data sebagai berikut
a. MNama Kapal / Vovage S .....B)
b. Bendera /MO Nao. L8
o Ukuran (DWT/ST/HPY : ay
d. Momordantanggal SIUPAL/SIOPSUS - 103
. Pemilik/ pengelola f operator kapal L)
f.  Status Kapal 2
. Pelabuhan asal di Indonesia : 13}
h. ETAJETD s
. Kegiatan B/M o 8)
j. Pelabuhan tujuan R I
k. Crew List/ Kebangsaan : 18}
I, MNomaor dantanggal Spesifikasi Kapal ik
m. Maomar dan tanggal Pengoperasian Kapal Pada Trayek
Angkutan Laut Dalam Megeri 20
2. Untuk melengkapi laporan, terampir kami sampaikan data dukung sebagai berikut :
a. Salinan laporan rencana pengoperasian kapal angkutan laut dalam negen
k. Salinan Sertifilkat Pendaftaran Kapal
c. Salinan Sertifikat Kaselamatan dan Keamanan Kapal
d. Salinan Daftar Awak Kapal {Crew Liaf)
3. Demikian pembentahuan kami, atas perhatian dan bantuan bapak diucapkan terima kasih.
Homat kKami
PT. L2
A Penanggung Jawab
i 22
L23
Tembusan
- DPP INSA

Coret yang tidak perlu™
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PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 24

Nomor Uraian Isian

1} Diisi dengan domisili kantar tempat dikeluarkannya surat pengoperasian travek tetap dan teratur,

2} Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat

3} Diisi dengan pejabat yang menerima Surat Pemberntahuan Pengoperasian Kapal Trayek Tetap dan Teratur
Angkutan Laut Luar Negeri [ Dirgktur Utama (Persero} PT. Pelindo Yhs )

4% Diisi dengan alamat kantor pejabat yang menerima Surat Pemberitahuan Pengoperasian Kapal Trayek Te-
tap dan Teratur Angkutan Laut Luar Negeri

5} Diisi dengan nama kaota domisili kantor pejabat yang menen Surat Pemberitahuan Pengoperasian Kapal
Trayek Tetap dan Teratur Angkutan Laut Luar Negen

6} Diisi dengan nama dan vayage kapal

7} Diisi dengan Bendera Kapal

8} Diisi dengan MO Mumber kapal

9} Diisi dengan grosse tonage, dead weight tonage dan Horse Power

10} Diisi dengan nomar dan tanggal SIJRPAL/SIOPSUS

113 Diisi dengan status kepemilikan kapal

12} Diisi dengan pemilikiengelolafoperator kapal

13} Diisi dengan nama pelabuhan asaltujuan di Indonesia sesuai RPT

14} Diisi dengan tanggal ketibaan kapal

15} Diisi dengan tanggal keberangkatan kapal

16} Diisi dengan kegiatan bongkar / muat kapal

17} Diisi dengan nama pelabuhan yang ditetapkan di pelabuhan Luar Negen

18} Diisi dengan daftar awak kapal dan kebangsaannya

19} Diisi dengan nomaor dan tanggal spesifikasi kapal

20) Diisi dengan nomar dan tanggal Pengoperasian Kapal Pada Trayek Tidak Tetap dan Teratur Angkutan Laut D
lam Megen

213 Diisi dengan nama perusahaan angkutan laut

22) Diisi dengan tanda tangan direkiur utama

23) Diisi dengan nama direkiur utama.
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Contoh 25
Nomaor : 1}, 2}
Klasifikasi . Biasa
Lampiran o Tisatu} berkas
Pearihal . Persetujuan Perubahan (Deviasi} Pengop- Kepada
erasian Kapal Masional ke Luar Negeri
Yth al
.y
]
Y
1. Menunjuk Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Ph. ... Tahun ... tentang Penvelenggaraan dan
Pengusahaan Angkutan Laut dan surat Saudara Mo, ... ... .6} tanggal ........ 7} perihal pada
pokak surat serta memperhatikan surat Dirjen Hubla Mo 8} tangnal 9} tentang Penempatan
Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Angkutan Laut Dalam Megeri, bersama ini disampaikan
data sebagai berikut :
a. Nama Kapal / Voyage
k. Bendera/ MO NMumber 124
¢ Ukuran (DWT/ST/HPS
d. Pemilik/ pengelola / operator kapal
e MNomaor dan tanggal SIUPAL/SIOPSUS
f. Status Kapal
g. Crew List/ Kebangsaan
h. Keterangan
2. Berdasarkan pembertahuan Saudara bahwa kapal... ... ... 0% akan melakukan Deviasi ke luar negeri
.9y dan pelabuhan.. 208 ETDL 210 dalam rangka B 22) dan setelah itu
kembali ke trayek semula
3. Sehubungan dengan butir 1 (satu} dan 2 (dual, dengan ini diberituhukan bahwa rencana deviasi angku-
tan laut luar negen Kapal perusahaan Saudara telah memenuhi persyaratan dan dicatat di Direktorat
Jenderal Perhubungan Laut dengan ketentuan sebagai benkut
a. Mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik nasional maupun
internasional
k. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tidak bertanggung jawakb terhadap penanjian pengangkutan
yang dilakukan pemilik barang dengan pengangkut
¢, Melaporkan realisasi kegiatan Kapal tersebut di atas.
4. Surat pemberitahuan ini merupakan satu kesatuan dengan surat Dirjen Hubla Mo 3) tanggal
.....9) tentang penempatan kapal dalam trayek tetap dan teratur angkutan laut dalam negeri untuk
kapal..........10}
5. Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
23
{
NIP..
Tembusan :
1. Dirjen Hubla;
2. Dirjen Imigrasi;
3. Deputi V BIMN TNI,
4. Asops KSAL,;
5. Kepala BAIS T,
5. Kasubdit Angla Dalam Negen;
7. Kepala Penyelenggara Pelabuhan Setempat 277,
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PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 25

Nomor Uraian Isian

1) Diisi dengan domisili kantar tempat dikeluarkannya surat pengoperasian trayek tetap dan teratur.

2% Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat

3} Diisi dengan pejabat yang menerima Surat Pembentahuan Pengoperasian Kapal Trayek Tetap dan Teratur
Angkutan Laut Luar Megeri [ Dirgktur Utama (Persera} PT. Pelindo Yhs }

4% Diisi dengan alamat kantaor pejabat yang menerima Surat Pembertahuan Pengoperasian Kapal Trayek Te-
tap dan Teratur Angkutan Laut Luar Negeri

a} Diisi dengan nama kota domisili kantar pejabat vang menen Surat Pemberitahuan Pengoperasian Kapal
Trayek Tetap dan Teratur Angkutan Laut Luar Negern

6} Diisi dengan nomor_surat perus ahaan pelayaran

7Y Diisi dengan tanggal surat permohonan penisahaan pelayaran

g} Diisi dengan nomar surat Pengoperasian Kapal Pada Trayek Angkutan Laut Dalam MNegen

a3} Diisi dengan tanggal surat Pengoperasian Kapal Pada Trayek Angkutan Laut Dalam Megeri

103} Diisi dengan nama dan voyage kapal

11} Diisi dengan Bendera Kapal

123 Diisi dengan IMO Mumber kapal

13} Diisi dengan Grosse Tonage, Dead Weight Tonage dan Horse Power

143 Diisi dengan pemilikjpengelolafoperator kapal

15} Diisi dengan nomar dan tanggal SIURPALSIOPSUS

183 Diisi dengan status kepemilikan kapal

17} Diisi dengan daftar awak kapal dan kebangs aannya FPelabuhan yang ditetapkan di pelabuhan dalam negerni

18} Diisi dengan keterangan laindain yang diperlulkan

19} Diisi dengan nama pelabuhan yang ditetapkan di pelabuhan luar negeri

203 Diisi dengan nama pelabuhan asal di Indonesia

213 Diisi dengan tanggal keberangkatan kapal

22) Diisi dengan kegiatan bongkar / muat barang

23} Diisi dengan jabatan pejabat yang menerbitkan Surat Pemberitahuan Pengoperasian Kapal Trayek Tetap
dan Teratur Angkutan Laut Luar Megeri { Direktur Jenderal Perhubungan Laut cg Direktur Lalu Lintas dan
Angkutan Laut}.

243 Diisi dengan nama pejabat yvang menerbitkan Surat Pemberitahuan Pengoperasian Kapal Trayek Tetap dan
Teratur Angkutan Laut Luar Negeri { Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq Direktur Lalu Lintas dan Angku-
tan Laut}.

25} Diisi dengan Pangkati3olongan pejabat yvang menerbitkan Surat Pembentahuan Pengoperasian Kapal
Trayek Tetap dan Teratur Angkutan Laut Luar Megeri { Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq Direktur Lalu
Lintas dan Angkutan Laut}

26} Diisi dengan MIP pejabat yvang menerbitkan Surat Pembentahuan Pengoperasian Kapal Trayek Tetap dan
Teratur Angkutan Laut Luar Megeri (Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq Direktur Lalu Lintas dan Angku-
tan Laut}

27 Diisi dengan nama kantor Otoritas Pelabuhan, Syahbandar, Unit Penyelenggara Pelabuhan yang bersang-
kutan
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Contoh 26
MNomar 1 2}
Lampiran : 1 (satu} berkas
Perihal Femberitahuan Kegiatan Kapal Kepada
Berbendera Indonesia yang Dioperasikan
di Luar MNegeri Yth 3}
4
1 Menunjuk PERMENHUB Mg viiiee.. Tahun ... tentang Penyelenggaraan dan
Pengusahaan Angkutan Laut, bersama ini diberitahukan rencana kegiatan kapal berbendera
Indonesia yang dioperasikan di luar negen, dengan data-data sebagai berileut
a. MNama Kapal / Vayvage
b, Bendera/IMO Mo 3)
c. Ukuran (DWT/GT/HP} .
d. MNamar dan tanggal SIUPAL/SIOPSUS
e. Pemililk/ pengelola f operator kapal
f. Status Kapal
g. Periode/masa berlaku
h. MNomordantanggal Spesifikasi Kapal
i, Pelabuhan di Luar Megeri
2. Untuk melengkapi laporan, tedampir kami sampaikan data dukung sebagai berikut :
a. spesifikasi kapal yang dioperasikan;
b. nama pelabuhan keberangkatan dan kedatangan di  Indanesia;
c. bukti pengoperasian kapal berbendera Indanesia di luar negeri;
d. salinan sertifikat pendaftaran kapal,
e, salinan sertifikat keselamatan kapal;
f. salinan sertifikat keamanan kapal, dan
g daftar awak kapal {crew list}
3. Demikian pemberitahuan kami, atas perhatian dan bantuan bapak diucapkan tenma kasi
Homat kKami
PT. .18
An. Penanggung Jawab
i A7)
Tembusan

- DPP IMNSA
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PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 26

Nemor Uraian Isian

1) Diisi dengan domisili kantor tempat dikeluarkannya surat Pemberitahuan Kegiatan Ka-
pal Berbendera Indenesia vang Dieperasikan di Luar Negeri

2) Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat.

3 Diisi dengan pejabat vang menerbitkan Surat Pemberitahuan kegiatan kapal
berbendera Indcnesia yang dicperasikan di luar negeri (Direktur Jenderal
Perhubungan Laut cg Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut).

4y Diisi dengan alamat kantor pejabat yang menerbitkan Surat Pemberitahuan kegiatan
kapal berbendera Indonesia yang dioperasikan di luar negeri ( Direktur Jenderal
Perhubungan Laut cqg Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut).

5) Diisi dengan nama kota domisili kantor pejabat yang menerbitkan Surat Pembenta-
huan kegiatan kapal berbendera Indenesia yang dioperasikan di luar negern

6) Diisi dengan Nama Kapal

7y Diisi dengan bendera Kapal

&) Diisi dengan Nomor IMO

) Diisi dengan Dead Weight Tonage, Grosse Tonage dan Horse Power

10 Diisi dengan Nomor dan Tanggal SIUPAL/SIOPSUS

11) Diisi dengan nama pemilik/pengelola/operator kapal

12) Diisi dengan status kepemilikan kapal/yang mewakili pemilik kapal (principal)

13) Diisi dengan masa berlaku kegiatan kapal berbendera Indonesia yang dicperasikan di
Iuar negeri

14) Diisi dengan nomor dan tanggal spesifikasi kapal

15) Diisi dengan nama pelabuhan selama kapal nasional bercperasi di luar negeri

16) Diisi dengan nama perusahaan angkutan laut

17) Diisi dengan tanda tangan direktur utama perusahaan angkutan laut

18) Diisi dengan nama direktur utama perusahaan angkutan laut
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Contoh 27
[amaor : 2
Klasifikasi . Biasa
Lampiran o 1 (satu} berkas
Perihal . Persetujuan Kegiatan Kapal Berbendera Kepada
Indonesia yang Dioperasikan di Luar Meger
LAY
]
Y
1. Menunjuk Peraturan Menteri Perubungan NMomaor PWM. ... Tahun ... ... tentang Penyelenggaraan dan
Pengusahaan Angkutan Laut dan surat Saudara Mo 6}, tangnal 7Y perihal pada po-

kak surat, rencana kegiatan kapal berbendera Indonesia vang dioperasikan di Luar Megeri dengan data
sebagai berkut :

a. MNama Kapal / Vaoyage L .8}
b, Bendera/IMO Mo : 9y 10}
o Ukuran (DWT/ST/MHPY : 11}
d. Momordantanggal SIUPAL/SIOPSUS - 12
. Pemilik/ pengelola f operator kapal TR 13}
f.  Status Kapal RPN 3
g. Periode/masa berlaku : 15}
h. Nomaor dantanggal Spesifikasi Kapal 16}
i.  Pelabuhan di Luar Megeri ST

2. Sehubungan dengan butir 1 (satu}, dengan ini diberitahukan bahwa rencana pengoperasian kapal Saudara
telah memenuhi pers yaratan dan dicatat dalam daftar kapal milik di Ditjgn Perhubungan Laut, dengan keten-
tuan sebagai berkut

a Mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik nasional mau-
pun internasional

b Wengurus kepentingan kapal Saudara dan bertanggung jawab atas biava kapal selama berada di pe-
labuhan di luar negen.

c Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tidak bertanggung jawab terhadap perjanjian pengangkutan
yang dilakukan pemilik barang dengan pengangkut.

d Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tidak bertanggung jawab terhadap kapal-4kapal nasional
yang menyinggahi pelabuhan-pelabuhan di luar negeri yang belum comply dengan ketentuan
SOLAS 1974 Chapter X1-2 (ISPS Code 2002).

3. Demikian disampaikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya

Tembusan Yth :

. Difjen Hubla;
Dirjen Imigrasi;
Deputy vV BIMN TNI
Deputi OPS KSAL; T PP P PP PR |-
Kepala BAIS TN 200
DPP INSA. e 210

R
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PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 27

Nemer Uraian Isian

1) Diisi dengan domisili kanter tempat dikeluarkannya surat pengoperasian trayek tetap
dan teratur.

2) Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat

3 Diisi dengan nama perusahaan pelayaran

4) Diisi dengan alamat kantor perusahaan pelayaran

5) Diisi dengan nama kota domisili kantor perusahaan pelayaran

€) Diisi dengan nomor surat perusahaan pelayaran

7) Diisi dengan tanggal surat perusahaan pelayaran

8) Diisi dengan Nama Kapal

) Diisi dengan bendera Kapal

10 Diisi dengan Nomoer IMO

11) Diisi dengan Dead Weight Tonage, Grosse Tonage dan Horse Power

12) Diisi dengan Nomor dan Tanggal SIUFAL/SIOPSUS

13) Diisi dengan nama pemilik kapal/operator kapal

14) Diisi dengan status kapal

15) Diisi dengan pericde/masa berlaku

16) Diisi dengan Nomor dan tanggal Spesifikasi Kapal

17) Diisi dengan nama pelabuhan selama kapal nasional bercperasi di luar negeri

18) Diisi dengan nama jabatan yang menerbitkan Surat Pemberitahuan kegiatan kapal
berbendera Indonesia yang dioperasikan di luar negeri { Direktur Jenderal
Perhubungan Laut cg Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut)..

19) Diisi dengan nama pejabat yang menerbitkan Surat Pemberitahuan kegiatan kapal
berbendera Indonesia yang dioperasikan di luar negeri { Direktur Jenderal
Perhubungan Laut cq Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut)..

20) Diisi dengan Pangkat/Golongan pejabat yang menerbitkan Surat Pemberitahuan
kegiatan kapal berbendera Indeonesia yang dicperasikan di luar negeri ( Direktur
Jenderal Perhubungan Laut cqg Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut).

21) Diisi dengan NIP pejabat yang menerbitkan Surat Pemberitahuan kegiatan kapal
berbendera Indonesia yang dioperasikan di luar negeri { Direktur Jenderal
Perhubungan Laut cq Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut).
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Contoh 28
Nomar : 13 2}
Lampiran : 1 (satu} berkas
Perihal . Permohonan Pengoperasian Kepada
Kapal Nasional Pada Trayek
Lintas Batas th. BT URT. 1
44
Oj
Dengan harmat,
1. Menunjuk PERMENHUB Ma. ciiviiii o Tahun ... tentang Penyelenggaraan dan
Pengusahaan Angkutan Laut, bersama ini diberitahukan rencana Pengoperasian Kapal Masional Pada
Trayek Lintas Batas....... G}, dengan data-data sebagai berikut -
a. Nama Kapal / Voyage
b. Bendera
¢ Ukuran (DWT/ST/HP)
d. Nomaor dan tanggal SIUPAL/SIOPSUS/SIUPER
e. Pemililk/ pengelola f operator kapal
f.  Status Kapal
g. Pelabuhan Singgah
h. ETAJETD
i, Wegiatan B/M
j.  Pelabuhan Asal/Tujuan *}
k. Crew List/ Kebangsaan
2. Untuk melengkapi pembentahuan, terlampir kami sampaikan data dukung sebagai benkut :
a. Salinan kesepakatan dan usulan kelompolk kerja sub regional danfatau kesepakatan pemerintah
kedua negara yang berbatasan
b. Salinan Perjalanan Kapal (Sailing Schedule}
c. Salinan Sertifikat Pendaftaran Kapal
d. Salinan Sertifilkat Keselamatan dan Keamanan Kapal
e. Salinan Ship's Particular / Spesifikasi kapal *}
f.  Salinan Daftar Awak Kapal {Crew Ligf)
3. Demikian pemberitahuan kami, atas perhatian dan bantuan bapak divcapkan terima kasih.
Homat Kami
PT. 18
An. Penanggung Jawab
Tembusan :
1. Dirjen Hubla;
2. Deputy Il Bakin *};
3. BAIS THI

4. Ditjen Imigrasi "},
5. Kepala Penyelenggara Pelabuhan Setempat.
Coret yang tidak perlu™}
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PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 28

Nomor Uraian Isian

1) Diisi dengan damisili kantor pus at penusahaan angkutan laut

2} Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat

3} Diisi dengan pejabat yang menerbitkan Surat Pemberntahuan Pengoperasian Kapal Pada Trayek Lintas
Batas (Gubernur Kepala Dagrah Provinsi}

44 Diisi dengan alamat kantor pejabat yang menerbitkan Surat Pemberitahuan Pengoperasian Kapal Pada
Trayek Lintas Batas

o} Diisi dengan nama kota domisili kantor pejabat yang menerbitkan Surat Pembentahuan Pengoperasian ka-
pal Pada Trayek Lintas Batas

G} Diisi dengan nama pelabuhan dan negara vang disinggahi ((Contoh © Nunukan (Indonesia} — Tawau (Malay-
sial)

7} Diisi dengan nama dan woyage kapal

3} Diisi dengan Bendera Kapal

g} Diisi dengan Grosse Tonage, Dead Weight Tonage dan Horse Power

10} Diisi dengan nomar dan tanggal SIUPALSIOPSUS/SIUPER

11} Diisi dengan nama pemilik / f pengelala f operator kapal (principal}

12} Diisi dengan status kepemilikan kapal/vang mewakili pemilik kapal (principal}

13} Diisi dengan nama pelabuhan yang akan disinggahi di pelabuhan Indonesia

14} Diisi dengan tanggal ketibaan kapal

15} Diisi dengan tanggal keberangkatan kapal

16) Diisi dengan kegiatan bongkar / muat kapal

17} Diisi dengan pelabuhan asal / tujuan di luar negen

18} Diisi dengan daftar awak kapal dan kebangsaannya

19} Diisi dengan nama perns ahaan angkutan laut

20} Diisi dengan tanda tangan direktur utama

21} Diisi dengan nama direkiur utama
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Contoh 29
Nomaor : 1}, 2}
Klasifikasi . Biasa
Lampiran —
Perihal - Persetujuan Pengoperasian Kapal Kepada
MNasional 3} Pada Trayek Lintas
Batas Yth. e A
a3
di
G
1. Menunjuk Peraturan Menter Perhubungan Momor PM. Tahun ... ... tentang Penyelanggaraan
dan Pengusahaan Angkutan Laut dan surat Saudara No. ... .. 7Y, tangoal . B, ber-
sama ini terlampir disampaikan perjalanan kapal nasional pada trayek lintas batas .. ... 9} sebagai
berikut
a  MNama Kapal / Voyage
b. Bendera
c.  Ukuran (DWT/GT/MHP)
d. Pemilik/ pengelola / operatar kapal
g MNamaor dan tanggal SIUPAL/SIOPSUS/SIUPER
f Status Kapal
g. Pelabuhan Singgah
h ETA/JETD A7
i.  Kegiatan B/M
j. Pelabuhan Asal/Tujuan *}
k. Crew List/ Kebangsaan
|, Keterangan
2 Sehubungan dengan butir 1 {(satu}, dengan ini diberitahukan bahwa rencana pengoperasian kapal pe-
rusahaan Saudara telah memenuhi persyaratan dan dicatat di Gubemur Kepala Daerah Provinsi
dengan ketentuan sebagai berikut
a. Mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan yvang beraku baik nasional maupun
internasional;
b, Gubernur Kepala Daerah Provinsi tidak beranggung terhadap perjanjian pengangkutan yang di-
lakukan pemilik barang dan pengangkut;
c. Melaporkan realisasi kegiatan kapal milik setiap 3(tiga} bulan.
3 Demikian disampaikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya
22
foiiiii 23
MIF. 25
Tembusan :
1. Dirjen Hubla;
2. Dirjen Imigrasi,
3. Deputy Il Bakin ;
3. BAISTHMI
4 ASOPS KSAL;
5. Kepala Penyelengnara Pelabuhan Setempat 26}
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PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 29

Nomor Uraian Isian

1} Diisi dengan domisili kantar tempat dikeluarkannya surat pengoperasian travek tetap dan teratur,

2} Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat

3} Diisi dengan Nama Kapal

43 Diisi dengan Kepala Kantor Otaritas Pelabuhan/ SyahbandarAJPP wang bersangkutan

4} Diisi dengan pejabat vang menerima Surat Pembentahuan Pengaoperasian Kapal Pada Trayek Lintas Batas
{ Direktur Utama PT. Pelindo/ BUP Ybs }

6} Diisi dengan nama kota domisili kantor pejabat yang menen Surat Pemberitahuan Pengoperasian Kapal
Pada Trayek Lintag Batas

7y Diisi dengan nomor surat perusahaan pelayaran

8} Diisi dengan tanggal surat permaohonan perusahaan pelayaran

9} Diisi dengan nama pelabuhan dan negara vang disinggahi ({Contoh @ Nunukan {Indonesia} — Tawau (Malay-
siah

10} Diisi dengan Bendera Kapal

113 Diisi dengan Grosse Tonage, Dead Weight Tonage dan Horse Power

12} Diisi dengan pemilikiengelolafoperator kapal

13} Diisi dengan nomaor dan tanggal SIUPAL/SIOPSUS/SIUPER

14} Diisi dengan status kepamilikan kapal

15} Diisi dengan Pelabuhan yang ditetapkan di pelabuhan dalam negen

16} Diisi dengan tanggal ketibaan kapal

17} Diisi dengan tanggal keberangkatan kapal

18} Diisi dengan kegiatan bongkar / muat kapal

19} Diisi dengan Pelabuhan yang ditetapkan di pelabuhan Luar Megeri

20% Diisi dengan daftar awak kapal dan kebangsaannya

213 Diisi dengan hal-hal lain terkait keperluan kapal

224 Diisi dengan Jabatan pejabat yang menerbitkan Surat Pembentahuan Pengoperasian Kapal Pada Trayek
|Intas Batas (Gubermur Kepala Daerah Provinsi}.

23} Diisi dengan nama pejabat yang menerbitkan Surat Pemberitahuan Pengoperasian Kapal Pada Trayek Lin-
tas Batas (Gubemur Kepala Daerah Pravinsi).

243 Diisi dengan Pangkat/Golangan pejabat yang menerbitkan Surat Pemberitahuan Pengoperasian Kapal Pada
Trayek Lintas Batas (Gubemur Kepala Daerah Provinsi}.

25} Diisi dengan NIP pejabat vang menerbitkan Surat Pemberitahuan Pengoperasian Kapal Pada Trayek Lintas
Batas (Gubernur Kepala Daerah Pravinsi}.

26 Diisi dengan nama kantor pelabuhan yang bersangkutan
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Contoh 30
Nomar : 2
Klasifikasi . Biasa
Lampiran o Tisatu} berkas
FPerihal . Pembentahuan Keagenan Kapal Asing kepada
(PHEAY
Yth 3}
4}
B
.y
Dengan hormat,
1. Menunjuk PERMENHUB Ma. viiviiiiio o Tahun oo tentang Penyelenggaraan dan
Pangusahaan Angkutan Laut, bersama ini kami memyampaikan rencana Pembertahuan Keagenan
Kapal Asing [PKKA}, dengan data-data sebagai berikut .
a. MNama Kapal f Voyage .Gy
k. Bendera/IMO Mumber R ..8}
o Ukuran (ODWT/AST/HEY 94
d.  Qwner /Principal . 0%
&, MNomordantanggal SIUPAL/SIOPSUS T
f. Status : 12%
g. Pelabuhan Singgah 13
h. Port Agent / Sub Agent 143
i, ETAJETD 15
J. Kediatan 16}
k. BM AT
I, Pelabuhan Asal/Tujuan 183
m. Crew List/ Kebangsaan 19}
2. Untuk melengkapi pemberitahuan, terlampir kami sampaikan data dukung sebagai berikut
a. Salinan surat penunjukan keagenan kapal atau surat perjanjian  keagenan umum (lefter of ap-
pointmeant £ agency agreaement}
k. Salinan Perjalanan Kapal {Salling Schedule}
¢, Salinan Sertifikat Pendaftaran Kapal
d. Salinan Sertifikat Keselamatan dan Keamanan Kapal (ISSC/SSO/CS0}
e. Salinan Ship's Particular f Spesifikasi kapal *}
f. Salinan Daftar Awak Kapal { Craw List
g. Salinan Daftar Penumpang (Passenger Lisf}
h. Salinan serifikat terkait lainnya sesuai kegiatan kapal asing
2. Demikian pamberitahuan ini kami sampaikan atas perhatian bapak diucapkan terima kasih
Homat Kami
PT. 20
An. Penanggung Jawab
[ 21
R L22%
Tembusan

-DPP INSA
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PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 30

Nemor Uraian Isian

1) Diisi dengan domisili kantor pusat perusahaan angkutan laut yang mengajukan Pem-
bertahuan Keagenan Kapal Asing (PKKA)

2) Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat

3 Diisi dengan pejabat yang menerbitkan Surat Pemberitahuan Keagenan Kapal Asing (
Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut).

4) Diisi dengan alamat kantor pejabat yang menerbitkan Surat Pemberitahuan Keagenan
Kapal Asing { Direktur Jenderal Perhubungan Laut ¢q Direktur Lalu Lintas dan Angku-
tan Laut).

5) Diisi dengan nama kota domisili kantor pejabat yang menerbitkan Pemberitahuan
Keagenan Kapal Asing

€) Diisi dengan Nama Kapal

7) Diisi dengan bendera Kapal

8) Diisi dengan Nomor IMO

) Diisi dengan dead weight tonage, grosse tonage, dan Horse Power

10 Diisi dengan status kepemilikan kapalfyang mewakili pemilik kapal {principal)

11) Diisi dengan nomor dan tanggal SIUPAL/SIOPSUS

12) Diisi dengan status trayek tetap/ tidak tetap

13) Diisi dengan nama pelabuhan yang akan disinggahi di Indenesia.

14) Diisi dengan nama perusahaan pelayaran yang ditunjuk agen umum mewakili kegia-
tannya di pelabuhan yang akan disinggahi di Indonesia.

18) Diisi dengan tanggal rencana kedatangan/keberangkatan kapal ke/ dari pelabuhan di
Indcnesia

16) Diisi dengan kegiatan kapal di pelabuhan dengan melampirkan salinan surat pendu-
kung kegiatan dimaksud

17) Diisi dengan bongkar/muat barang/fenis muatan di pelabuhan

18) Diisi dengan pelabuhan asal dan pelabuhan tujuan kapal diluar negen

19 Diisi dengan daftar dan kebangsaan awak kapal

20) Diisi dengan nama perusahaan angkutan laut

21 Diisi dengan tanda tangan direktur utama perusahaan angkutan laut

22) Diisi dengan nama direktur utama perusahaan angkutan laut
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Contoh 31
[amaor 1} 20
Klasifikasi Biasa
Perihal Persstujuan Keagenan Kapal Asing (PKEA)}
Yh.
]
.y
1. Menunjuk Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Ph. ... Tahun ....... tentang Penyvelenggaraan dan

Pengusahaan Angkutan Laut dan surat Saudara Mo, ... ........... .8} tanggal ... 7y, bersama ini

disampaikan rencana kedatangan/keberangkatan kapal yang saudara ageni sebagai berikut

a. MNama Kapal / Voyage : 8}

b. Bendera/IMO Number LSV 0y

c.  Ukuran (DWT/GT/HP} TP PRPT I

d. Qwner /Principal o 12y

g. MNomaor dantanggal SIUPAL/SIOPSUS - .. 13

f. Status : 143

g. Pelabuhan Singgah L 18

h. Port Agent / Sub Agent 8y

i. ETAJETD TP I

J. Kegiatan PRI I 1

ko B : 144

|, Pelabuhan Asal/Tujuan L 200

m. Crew List/ Kebangsaan L 21y

2. Sehubungan dengan butir 1 (satu} diatas, dengan ini disetujui bahwa rencana kedatangan/ keberangkatan
kapal asing yang diageni perusahaan Saudara telah memenuhi persyaratan dan telah dicatat dalam daftar
kapal keagenan asing di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik nasional maupun intema-
sional;

b. Mengurus kepentingan kapal asing vang diageni dan bertanggung jawab atas biayva kapal selama berada
di pelabuhan Indanesia;

¢ Dilarang untuk mengangkut muatan dan/ atau penumpang antar pelabuhan di wilayah perairan Indonesia
fazas cabotage} serta melakukan kegiatan lain yang tidak termasuk kegiatan mengangkut penumpang
dan / atau barang dalam kegiatan angkutan laut dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Permenhub
Mo PM 48 Tahun 2011;

d. Surat ini hanya berlaku sebagai Pemberitahuan Keagenan Kapal Asing (PKKAY bagi kapal asing yang
melakukan kegiatan di pelabuhan atau terminal khusus di Indonesia yang terbuka bagi perdagangan luar
negeri di wilayah perairan Republik Indonesia;

e. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tidak bertanggung jawab terhadap peranjian pengangkutan yang
dilakukan pemilik barang dengan pengangkut,

f. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tidak bertanggung jawab terhadap kapalkapal asing yang meny-
inggahi pelabuhan{elabuhan di Indonesia vang belum comply dengan ketentuan SOLAS 1874 Chapter
X2 {ISPS Code 2002%;

. Melaporkan realisasi kegiatan keagenan kapal asing setiap 3 (tiga} bulan

3. Demikian disampaikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.
22
{
MIF. 25
Tembusan ¢

. Dirjgn Hukla;

Dirjen Imigrasi;

Deputy V BIMN THI;
. Asops KSAL,
L ASOPS KSAL,

. Kepala BAIS TN

. Kepala Penyelenggara Pelabuhan Setempat 26}
KacabAisM Badan Usaha Pelabuhan Setempat;
OPP INSA

W o~ O U1 = w0 ho


http://www.djpp.kemenkumham.go.id

2013, No0.1523 162

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 31

Nemor Uraian Isian

1) Diisi dengan domisili kantor tempat dikeluarkannya surat Pemberitahuan Keagenan
Kapal Asing (PKKA)

2) Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat

3 Diisi dengan nama direktur perusahaan angkutan laut

4y Diisi dengan alamat kantor perusahaan angkutan laut

5) Diisi dengan nama kota domisili kanter perusahaan angkutan laut

6) Diisi dengan nomor surat perusahaan angkutan laut

7y Diisi dengan tanggal surat perusahaan angktan laut

8) Diisi dengan nama kapal

4] Diisi dengan bendera Kapal

10) Diisi dengan Nomor IMO

11) Diisi dengan Dead Weight Tonage, Grosse Tonage, dan Horse Power

12) Diisi dengan status kepemilikan kapalfyang mewakili pemilik kapal {principal)

13) Diisi dengan nomor dan tanggal SIUPAL/SIOPSUS

14) Diisi dengan status trayek tetap/ tidak tetap

15) Diisi dengan nama pelabuhan yang akan disinggahi di Indonesia

16) Diisi dengan nama perusahaan pelayaran yang ditunjuk agen umum mewakili kegia-
tannya di pelabuhan yang akan disinggahi di Indonesia

17) Diisi dengan tanggal kedatangan/keberangkatan kapal ke/ dari pelabuhan di Indchesia

18) Diisi dengan kegiatan kapal di pelabuhan

19) Diisi dengan bongkar/muat barang/fenis muatan di pelabuhan

20) Diisi dengan pelabuhan asal dan pelabuhan tujuan kapal diluar neger

21 Diisi dengan daftar dan kebangsaan awak kapal

22) Diisi dengan pejabat yang menerbitkan Surat Pemberitahuan Keagenan Kapal Asing (
Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut)

23) Diisi dengan nama pejabat yang menerbitkan Surat Pemberitahuan Keagenan Kapal
Asing ( Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq Direktur Lalu Lintas dan Angkutan
Laut)

24) Diisi dengan Pangkat/Geloengan pejabat yang menerbitkan Surat Pemberitahuan Ke-
agenan Kapal Asing { Direktur Jenderal Perhubungan Laut cqg Direktur Lalu Lintas dan
Angkutan Laut)

25) Diisi dengan NIP pejabat yang menerbitkan Surat Pemberitahuan Keagenan Kapal
Asing ( Direktur Jenderal Perhubungan Laut cg Direktur Lalu Lintas dan Angkutan
Laut)
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PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 32

Nemer Uraian Isian
1) Diisi dengan nama perusahaan angkutan laut
2) Diisi dengan alamat perusahaan angkutan laut
3) Diisi dengan nomor SIUPAL / SIOPSUS perusahaan perusahaan angkutan laut
4) Diisi dengan periode laporan
5) Diisi dengan nomeoer urut
8) Diisi dengan nama kapal
7) Diisi dengan bendera Kapal dan nhemoer IMO
8) Diisi dengan Dead YWeight Tonage
) Diisi dengan Grosse Teonhage
10) Diisi dengan Horse Power
11) Diisi dengan status kepemilikan kapalfyang mewakili pemilik kapal {principal)
12) Diisi dengan nama pelabuhan yang disinggahi di Indehesia
13) Diisi dengan tanggal kedatangan/keberangkatan kapal ke/ dari pelabuhan di Indonesia
14) Diisi dengan pelabuhan asal dan pelabuhan tujuan kapal diluar negeri
15) Diisi dengan jumlah muatan yang dibongkar
16) Diisi dengan jumlah muatan yang dimuat
17) Diisi dengan jenis muatan
18) Diisi dengan domisili kantor pusat perusahaan angkutan laut yang mengajukan
Pemberitahuan Keagenan Kapal Asing (PKKA)
1€) Diisi dengan tanggal ditandatanganinya laporan
20) Diisi dengan tanda tangan direktur utama perusahaan angkutan laut
21) Diisi dengan nama direktur utama perusahaan angkutan laut
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Contoh 33
Nomaor : 1}, 2}
Klasifikasi . Biasa
Lampiran o 1 {satu} berkas
Perihal . Permohaonan Certificate of Shipowners Rep- Kepada
resentative (COR)
Yih. <y
.y
D]
LA
Dengan harmat,
1. Menunjuk PERMENHUB Ma. viiviieei .o Tahun oo tentang Penyelenggaraan dan
Pengusahaan Angkutan Laut, bersama ini kami menyampaikan Pemohonan Certificate of Shipown-
ers Represenitative (COR} sehubungan dengan adanya tenaga kerja asing di perusahaan kam,
dengan data-data sebagai benkut
a. MNama B
b Kebangsaan 7Y
. MNomar Passpor .8}
d. Tempat & Tgl Lahir L8y
e Jabatan 10%
f. Alamat 11
g. Periode : A2
h. MNomar dan tanggal SIUPALSIOPSUS 13
Tenaga kerja asing dimaksud yang bekerja di perusahaan kami menjadi tanggung jawab kami.
2. Untuk melengkapi permaohaonan, tedampir kami sampaikan data dukung sebagai berikut
a Salinan surat penunjukan sebagai perwakilan perusahaan angkutan laut asing yang diketahui
Kedutaan Besar Republik Indonesia atau Kaonsulat Republik Indonesia di negara bersangkutan
bagi warga negara asing,
b Salinan kartuizin tinggal sementara dan instansi terkait bagi warga negara asing,
c.  Salinan Rekomendasi dan Kemenaker
d Salinan daftar nwayat hidup dari perorangan yang ditunjuk sebagal perwakilan;
g Salinan surat keterangan domisili dari instansi yang berwenang, dan
f.  Salinan sertifikat keahlian, sesuai posisi yang diajukan
q Fas photo terbaruy;
h. memiliki surat keterangan sudah melunasi pajak tahun terakhir dan NPWP yang masih bedaku
3. Demikian pembentahuan ini kami sampaikan atas perhatian bapak diucapkan terima kasih.
Haomat Kami
PT. 14
An. Penanggung Jawab
| SOTTUOUURUOOSUUNUI £+
Tembusan

-DPPE INSA
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PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 33

Nemor Uraian Isian

1) Diisi dengan domisili kantor pusat perusahaan angkutan laut yang mengajukan cCerti-
cafe of Shipowners Represenialive

2) Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat

3 Diisi dengan pejabat yang menerbitkan Certificate of Shipowners Representative { Direktur
Jenderal Perhubungan Laut cqg Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut).

4) Diisi dengan alamat kantor pejabat yang menerbitkan Certificate of Shipowners Representative
( Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut).

5) Diisi dengan nama kota domisili kantor pejabat yang menerbitkan Certiicate of Shipowners
Represantafive

&) Diisi dengan nama crang vang ditunjuk sebagai Owner Representative

7y Diisi dengan kebangsaan crang yang ditunjuk sebagai Owner Representative

8) Diisi dengan nomor passpor ocrang yang ditunjuk sebagai Owner Representative

)] Diisi dengan tempat tanggal lahir crang yang ditunjuk sebagai Owner Representafive

10 Diisi dengan jabatan crang yang ditunjuk sebagai Owner Representative

1) Diisi dengan alamat orang yang ditunjuk sebagai Owner Representative

12) Diisi dengan tanggal berlakunya masa kefja orang yang ditunjuk sebagai Owner Rep-
resentative

13) Diisi dengan noemor dan tanggal SIUPAL/SIOPSUS perusahaan angkutan laut yang
mengajukan Certificate of Shipowners Reprasantative

14) Diisi dengan nama perusahaan angkutan laut yang mengajukan cCertificate of Shipowners
Reprasentative,

15) Diisi dengan tanda tangan penanggung jawab perusahaan angkutan laut yang menga-
jukan Certificata of Owners Reprasentative

16) Diisi dengan nama penanggung jawab perusahaan angkutan laut yang mengajukan
Certificata of Owners Reprasentative
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KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

GEDUNG KARYA Lt. 12s/d 17
Jl Medan Merdeka Barat 1Mo, 5 Telp. 3511305 P50 4114, 4223, 4227

JAKARTA

CERTIFICATE OF OWNER'S REPRESENTATIVE

UNTUK YANG BERKEPENTINGAN

Drirektur Jenderal Perhubungan Laut Republik Indonesia
di Takarta, berdasarkan PERMENHUE MNa. .
Tahun tentang Penyelenggaraan dan Pengusa-
haan Angkutan Laut, menyatakan dan meresmikan tuan
tersebut di bawah ini :

Nama/Name
Kebangsaan/Nationality
Kantor/Office

Sebagai Perwakilan Perusahaan Anglutan Laut Asing
dari :

dan telah terdaftar pada Direktorat Jenderal Perhubungan
Laut R.I

SERTIFIKAT INI DIBUAT DI JAKARTA DAN
BERLAKU UNTUK 1 (SATU) TAHUN SEMENTAK
TANGGAL

Ketentuan :
Perwakilan perusahaan angkutan laut asing di Indonesia
dilarang melakukan kegiatan keagenan.

Perwakilan perusahaan angkutan laut asing diwajibkan
melaporkan kegiatannya kepada Dvirelctur Jenderal Per-
hubungan Laut d.h.i Direktorat Lalu lintas dan Angkutan
Laut minimal sekali dalam 6 bulan sebagai Prasyarat
perpanjangan sertifikat.

Foto yang bersangkutan

TOWHOM IT MAY CONCERN

The Director General of Sea Transportation of the Re-
public of Indonesia, based on Minister of Transporta-
tion’s Decree No..... year ...... regarding The Gperation
dan Business of Sea Transport, certify and legalize
undermentioned gentl eman

And has been duly registered at the Directorate General
of Sea Transportation of the Republic of Indonesia.

This certificate is issued in Jakarta and valid for : 1
(one) year effective from

Conditions :
Shipowner’s Representative is prohibited to carry out
agency activities.

Shipowner’s Representative iz obliged to report to the
Director General of Sea Transportation Cq. Directorate of
Traffic and Sea Transport regarding their activities mini-
mum every six (6) months as precondition for the re-
newal of this certificate.

Jakarta,

Drirektur Jenderal Perhubungan Lant
Director General of Sea Transportation

uniuk beliav/son behalf
Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut
Director of Sea Traffic and Transport
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Nemor Uraian Isian

1) Diisi dengan nama crang vang ditunjuk sebagai Owner's Representative

2) Diisi dengan kebangsaan crang yang ditunjuk sebagai Owner's Representafive

3 Diisi dengan nama perusahaan angkutan laut yang mengajukan Cerificate of Owner's
Repregenialive

4) Diisi dengan alamat kantor perusahaan angkutan laut yang mengajukan Certiicate of
Owner's Repraseniative

5) Diisi dengan nama kota domisili kantor perusahaan angkutan laut yang mengajukan
Ceifficate of Owner's Representalive

&) Diisi dengan nama perusahaan asing yang menunjuk Owner's Representative

7 Diisi dengan tanggal berlakunya masa kerja orang yang ditunjuk sebagai Owner's Rep-
resentative

8) Diisi dengan nama pejabat yang menerbitkan Certificate of Owner's Representative { Direktur
Jenderal Perhubungan Laut cq Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut).

)] Diisi dengan Pangkat/Golongan pejabat yang menerbitkan Surat Pemberitahuan
Keagenan Kapal Asing { Direktur Jenderal Perhubungan Laut ¢q Direktur Lalu Lintas
dan Angkutan Laut).

10) Diisi dengan NIP pejabat yang menerbitkan Surat Pemberitahuan Keagenan Kapal
Asing ( Direktur Jenderal Perhubungan Laut cg Direktur Lalu Lintas dan Angkutan
Laut).
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Nomaor
Klasifikasi
Lampiran
Perihal

Tembusan
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1) .2
Laporan Rencana Pengoperasian Kepada
kapal pada Traysk Tidak Tetap dan Yth. [T UURRUR- 1
Tidak Teratur Angkutan Laut Khusus Jo 4
di
..5)
Sesuai dengan Peraturan Menteri Perbubungan Nomor PM. ... Tahun ... ... tentang Penyelenggaraan

dan Pengusahaan Angkutan Laut, bersama ini kami menyampaikan pembentahuan rencana pengopera-
sian kapal pada trayek tidak tetap dan tidak teratur angkutan laut dalam negeri dengan data sebagai ben-
kit

a. Mama Kapal S 8
k. Momaor Pendaftaran LTy
c. Tipe : 3}
d.lsiKotor (GTBobot Mati (DWW} ar
e. Tenaga Penggerak (HF} 103
f.  Kapasitas Angkut PR b
g, Status Kepemilikan Kapal “milik / sewa
h.  Pelabuhansinggah L A2
1. Urgensi L. 13
j. Momar dan Tangoal SIOPSUS PRI I 5
k. Momor dan Tangoal Spesifikasi Kapal S 1)
. Momor dan Tanggal Penempatan Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur
Angkutan Laut Khusus penode sebelumnya T

Untuk melengkapi laparan terlampir kami sampaikan data dukung sebagai berkut
a.  Perjanjian sewa kapal (untuk kapal yang bukan milik};
b. Laporanrealisasi perjalanan kapal periode sebelumnya.

Rencana pengoperasian kapal ini digjukan untuk 3 (tiga} bulan terhitung mulai tanggal ... ... ... s.d. tang-
gal 17}

Demikian disampaikan, atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.
Hormat kami,

PT { } 183
An. Penanggung Jawab

Ketua Umum DPP INSA .
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PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 35

Nomor Uraian Isian

1) Diisi dengan domisili kantor pusat perusahaan angkutan laut.

2) Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat.

3) Diisi dengan pejabat yang menerbitkan Surat |zin Usaha Perusahaan Angkutan
Laut ( Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq Direktur Lalu Lintas dan Angku-
tan Laut / Gubemur f Bupati / Walikota).

4) Diisi dengan alamat kantor pejabat yang menerbitkan Surat I1zin Usaha
Perusahaan Angkutan Laut.

5) Diisi dengan nama kota domisili kantor pejabat yang menerbitkan Surat Izin
Usaha Perusahaan Angkutan Laut.

6) Diisi dengan nama kapal.

7) Diisi dengan Nomor pendaftaran kapal

8) Diisi dengan tipe kapal

9) Diisi dengan grosse tonage dan dead weight tonage.

10} Diisi dengan tenaga penggerak kapal dalam satuan Horse power (HP)

113 Diisi dengan Kapasitas angkut muatan dan penumpang

12} Diisi dengan pelabuhan yang akan disinggahi

13} Diisi dengan jenis muatan/ penumpang

143 Diisi dengan nomor dan tanggal SICPSUS perusahaan yang bersangkutan

15) Diisi dengan nomor dan tanggal spesifikasi kapal

16) Diisi dengan nomor dan tanggal pengoperasian kapal periode sebelumnya

173 Diisi dengan tanggal berlakunya rencana pengoperasian kapal

18) Diisi dengan nama perusahaan

19) Diisi dengan hama pehanggung jawab perusahaan
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Contoh 36
Nomor T e L) R 2)
Klasifikasi
Lampiran
Perihal : Persetujuan Pengoperasian Kapal pada Kepada
Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur ¥th. Direktur Utama PT...................... 3)
Angkutan Laut Khusus B | R 4)
di
................................... 5)

1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor FM. ...... Tahun ....... tentang Fe-
nyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut pasal...., dan menunjuk surat Saudara
........... nomor ........... tanggal ........... perihal Laporan Rencana Fengoperasian Kapal
pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Khusus.

2. Sehubungan dengan butir 1 (satu) di atas, dengan ini disampaikan bahwa kapal Saudara
telah dicatat sebagai armada niaga nasional dan dioperasikan pada trayek tidak tetap dan
tidak teratur dengan data kapal sebagai berikut :

a. Nama Kapal D 6)

b. Nomor Pendaftaran D 7

c. Tipe D )

d. Isi Kotor (GT)/Bobot Mati (DVVT) D 9)

e. Tenaga Penggerak (HP) D 10)

f. Kapasitas Angkut D 1)

g. Status Kepemilikan Kapal :milik / sewa

h. Kode Trayek D 12)

i. Pelabuhan Pangkal D 13)

j.  Route Trayek D 14)

k. Urgensi D 15)

I. Nomor dan Tanggal SICPSUS D 16)

m. Nomor dan Tanggal Spesifikasi Kapal D 1)

n. Nomor dan Tanggal Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur
Angkutan Laut Dalam Negeri periode sebelumnya : ........ 18)

3. Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur ini berlaku dari tang-
gal....... sampai dengan ........ 19), selain itu saudara wajib memperhatikan :

a. Seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang angkutan di perairan,
kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan pelayaran dan perlindungan lingkungan
maritime serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku ;

b. Laporan realisasi perjalanan kapal (voyage report) per triwulan;

c. Kebenaran laporan kegiatan operasional yang disampaikan kepada Direktur Jenderal
Perhubungan Laut cq Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut.

4. Demikian disampaikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

.............................. 20)
...................... 21)
................... 22)
Tembusan :

1. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
2. Kepala Kantor Penyelenggara Pelabuhan setempat;
3. Badan Usaha Felabuhan Setempat.
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PETUNJUK PENGISIAN CONTQH 36

Nomor Uraian Isian
1 Diisi dengan domisili kantor pejabat yang menerbitkan Surat lzin Usaha
Perusahaan Angkutan Laut.
2) Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat.
3) Diisi dengan nama perusahaan angkutan laut nasional.
4 Diisi dengan alamat kantor pusat perusahaan angkutan laut nasional.
5) Diisi dengan nama kota domisili kantor pusat perusahaan angkutan laut nasional.
6) Diisi dengan nama kapal.
7 Diisi dengan nomor pendaftaran kapal
8) Diisi dengan tipe kapal
9 Diisi dengan isi kotor kapal (GT) dan bobot mati kapal (DWT)
10} Diisi dengan tenaga penggerak kapal dalam satuan Horse power (HP)
11) Diisi dengan Kapasitas angkut muatan dan penumpang
12) Diisi dengan kode trayek yang telah ditetapkan
13) Diisi dengan pelabuhan pangkal (home base)
14) Diisi dengan urutan frayek disertai dengan jarak mil antar pelabuhan.
15) Diisi dengan jenis muatan/ penumpang
16) Diisi dengan nomor dan tanggal SIOPSUS perusahaan yang bersangkutan
17) Diisi dengan nomor dan tanggal spesifikasi kapal
18) Diisi dengan nomor dan tanggal berlakunya penempatan pengoperasian kapal
periode sebelumnya
19) Diisi dengan tanggal berlakunya rencana pengoperasian kapal
20) Diisi dengan hama jabatan pejabat pemberi izin
21 Diisi dengan nama pejabat pemberi izin
22) Diisi dengan pangkat (golongan) dan NIP pejabat pemberi izin
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Ketua Umum DPP INSA

Contoh 37

Nomar : 1), 2%
Klasifikasi

Lampiran

Perihal . Laporan Rencana Penambahan Kepada

Pelabuhan Singgah Pada Trayek Yh. B

Tidak Tetap dan Tidak Teratur d 4

Angkutan Laut kKhusus

di
5}

2. Sesuai dengan Peraturan Menten Perhubungan Nomaor PM Tahun tentang Penyelenggaraan
dan Pengus ahaan Angkutan Laut, bersama ini kami menyampaikan pemberitahuan rencana pengopera-
sian kapal pada trayek tidak tetap dan tidak teratur angkutan laut khusus dengan data sebagai berikut ©
a. MNama Kapal B
b MNomor Pendaftaran LT
c. Tipe ...a8)
d. i Kotor (GT Bobat Mati (DT} LA
e Tenaga Pengoerak [(HP) 10}
f Kapasitas Angkut : 11}
g Status Kepemilikan Kapal Cmilik S sewa
h. Pelabuhan singgah 12}
i, Urgensi 13}
j. Maomardan Tanggal SIOPSUS 14}
k. Momaor dan Tanggal Spesifikasi Kapal L. a)
I, Momoar dan Tanggal Penempatan Pengoperaman Kapal pada Trayek Tldak Tetap dan Tldak Teratur

Angkutan Laut Khusus periode sebelumnya . 18}
Untuk melengkapi laporan tedampir kami sampaikan data dukung sebagai berikut
a. Perjanjian sewa kapal (untuk kapal yang bukan milik};
b Laporan realisasi perjalanan kapal periode sebelumnya

2. Rencana pengoperasian kapal ini diajukan untuk 1 (tiga} bulan terhitung mulai tangoal ...... ... 5.d. tang-
gal.......... 17}

3. Demikian disampaikan, atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Haormat kami,
PT (.. 318
Am Penanggung Jawab
{ 119)
Tembusan
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PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 37

Nomor Uraian Isian

1) Diisi dengan domisili kantor pusat perusahaan angkutan laut.

2) Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat.

3) Diisi dengan pejabat yang menerbitkan Surat |zin Usaha Perusahaan Angkutan
Laut { Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq Direktur Lalu Lintas dan Angku-
tan Laut / Gubemur / Bupati / Walikota).

4) Diisi dengan alamat kantor pejabat yang menerbitkan Surat I1zin Usaha
Perusahaan Angkutan Laut.

5) Diisi dengan nama kota domisili kantor pejabat yang menerbitkan Surat Izin
Usaha Perusahaan Angkutan Laut.

6) Diisi dengan nama kapal.

7) Diisi dengan Nomor pendaftaran kapal

8) Diisi dengan tipe kapal

9) Diisi dengan grosse tonage dan dead weight tonage.

10} Diisi dengan tenaga penggerak kapal dalam satuan Horse power (HP}

11 Diisi dengan Kapasitas angkut muatan dan penumpang

12} Diisi dengan pelabuhan yang akan disinggahi

13) Diisi dengan jenis muatan/ penumpang

14} Diisi dengan nomor dan tanggal SIOPSUS perusahaan yang bersangkutan

15) Diisi dengan nomor dan tanggal spesifikasi kapal

16) Diisi dengan nomor dan tanggal pengoperasian kapal periode sebelumnya

173 Diisi dengan tanggal berlakunya rencana pengoperasian kapal

18) Diisi dengan nama perusahaan

19) Diisi dengan nama pehanggung jawab perusahaan
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LOoNnIon 39

Momar
Klasifikasi
Lampiran
Perihal

Tembusan Yth.

1. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;

175

Fersetujuan Penambahan Pelabuhan Kepada
Singnah Pada Trayvek Tidak Tetap dan
Tidak Teratur Angkutan Laut Khusus Yih Direktur Utama PT o e e s v e e v 3
L e
di-
B}
1 WMenunjuk  surat Saudara Mo. ..........F} tanggal .............8} perihal tersebut pada pokok surat
dan memperhatikan surat Difen Hubla No. ... 9} tanggal ... 10} perihal

pengoperasian kapal pada trayek tidak tetap dan tidak teratur angkutan laut khusus  untuk kapal
54 Sehubungan dengan butir 1 (satu} di atas, kapal tersebut telah tercatat melakukan penambahan
pelabuhan singgah ... eeenL L 120
7 Surat Keterangan ini merupakan satu kesatuan dengan surat Dirjen Hubla MNo.. .13} tangpal
.14} perhal peﬂgopera:3|am kapal pada trayek tidak tetap dan tidak teratur amgkutam laut
khusus untuk kapal .. ... 18}

4 Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

2. Kepala Kantor Penyelenggara Pelabuhan setempat;
3 Badan Usaha Pelabuhan setempat 19)

2013, No0.1523
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PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN CONTOH 38

Nomor Uraian Isian

1 Diisi dengan domisili kantor pejabat yang menerbitkan Surat lzin Usaha
Perusahaan Angkutan Laut.

2) Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat.

3) Diisi dengan nama perusahaan angkutan laut nasional.

4 Diisi dengan alamat kantor pusat perusahaan angkutan laut nasional.

5) Diisi dengan nama kota domisili kantor pusat perusahaan angkutan laut nasional.

6) Diisi dengan nomor surat permohonan

7 Diisi dengan nomor pendaftaran kapal

8) Diisi dengan tanggal surat permohonan

N Diisi dengan nomor surat pengoperasian kapal pada trayek tidak tetap dan tidak
teratur

10) Diisi dengan tanggal surat pengoperasian kapal pada trayek tidak tetap dan tidak
teratur

11 Diisi dengan nama kapal

12) Diisi dengan pelabuhan singgah

13) Diisi dengan nomor surat pengoperasian kapal pada trayek tidak tetap dan tidak
teratur

14) Diisi dengan tanggal surat pengoperasian kapal pada trayek tidak tetap dan tidak
teratur.

15) Diisi dengan nama kapal

16) Diisi dengan tanggal berlakunya rencana pengoperasian kapal

17) Diisi dengan nama jabatan pejabat pemberi izin

18) Diisi dengan nama pejabat pemberi izin

19) Diisi dengan pangkat (golongan} dan NIP pejabat pemberi izin
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WLUTILUTE O3

Nomar : 1), 2%
Klasifikasi .
Lampiran :
Parihal - Laporan Rencana Penambahan Urgensi Kepada
WMuatan pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Yth. e 30
Teratur Angkutan Laut Khusus . A
di
Y
1. Sesuai dengan Peraturan Menten Perhubungan Nomaor PM Tahun tentang Penyelenggaraan
dan Pengusahaan Angkutan Laut pasal ......., bersama ini kami menyampaikan laporan rencana pe-

nambahan urgensi muatan pada trayek tidak tetap dan tidak teratur angkutan laut khusus dengan data
sebagai berikut

a Mama Kapal .6}
b MNaomar Pendaftaran LY
G Tipe .8}
d Isi Katar (GT yBobaot Mati (DWT} .4y
e Tenaga Penggerak (HP} T, TR, 10y
f Kapasitas Angkut O SOOI PO i
g Status Kepamilikan Kapal “milik / sewa

h Jenis Muatan Umum yang dimuat : 12}
i Pelabuhan Asal PPN I
] Pelabuhan Tujuan O OO PRSP - 3
k Mamar dan Tanggal SIOPSUS : 14}
. Namaor dan Tanggal Spesifikasi Kapal ... .. 6}
m. Maomor dan Tanggal Penempatan Pengopera3|an Kapal pada Trayek Tldak Tetap dan Tldak Te-

ratur Angkutan Laut Khusus periode sebelumnya [P N P

2. Demikian disampaikan, atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Harmat kami,
PT.(... 118}
An Penanggung Jawab

Tembusan
Ketua Umum DPP INSA .
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PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN CONTOH 38

Nomor Uraian Isian

1) Diisi dengan domisili kantor pusat perusahaan angkutan laut.

2) Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat.

3) Diisi dengan pejabat yang menerbitkan Surat Persetujuan Mengangkut Jenis
Muatan Barang Umum (General Cargo}.

4) Diisi dengan alamat kantor pejabat yang memberikan Surat |zin Usaha
Perusahaan Angkutan Laut.

5) Diisi dengan nama kota domisili kantor pejabat yang menerbitkan Surat Per-
setujuan Mengangkut Jenis Muatan Barang Umum (General Cargo).

6) Diisi dengan nama kapal.

7) Diisi dengan Nomor pendaftaran kapal

8) Diisi dengan tipe kapal

9) Diisi dengan grosse tonage dan dead weight tonage.

10} Diisi dengan tenaga penggerak kapal dalam satuan Horse power (HP}

11 Diisi dengan kapasitas angkut muatan dan penumpang

12} Diisi dengan jenis muatan umum yang dimuat

13) Diisi dengan pelabuhan asal

14} Diisi dengan pelabuhan tujuan

15) Diisi dengan nomor dan tanggal SIOPSUS perusahaan yang bersangkutan

16) Diisi dengan nomor dan tanggal spesifikasi kapal

173 Diisi dengan nomor dan tanggal pengoperasian kapal periode sebelumnya

18) Diisi dengan nama perusahaan

19) Diisi dengan nama pehanggung jawab perusahaan
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Contoh 40
Nomar : T & PP 2%
Klasifikasi
Lampiran
Perihal . Pemberitahuan Penambahan Kepada
Urgensi Muatan
Yih. Direktur Ltama PT e v i e ervee v v i e envveee 3
L e oo oo s e e e oo
di-
.8y
1 Wenunjuk  surat Saudara Moo ..........F} tanggal ... ..8} perihal tersebut pada pokok surat
dan memperhatikan surat Digen Hubla Mo, ... 9} tanggal .o 10} perhal
pengoperasian kapal tramper di dalam negen untuk kapal .. v vee e 1L

3 Sehubungan dengan butir 1 {satu} di atas, kapal tersebut telah tercatat melakukan penambahan
urgensi muatan . LA2)

9 Surat Keterangan ini merupakan satu kesatuan dengan surat Dirjen Hubla Mo ... A3} tanggal

14} penhal peﬂgoperamam kapal pada trayek tidak tetap dan tidak teratur amgkutam laut
khusus untuk kapal .. s 18)

4 Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Tembusan Yth. w
1. Direktur Jenderal Perhubungan Laut, )
2. Kepala Kantor Penyelenggara Pelabuhan setempat;

3 Badan Usaha Pelabuhan setempat 19)
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PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 40

Nomor Uraian Isian

1 Diisi dengan domisili kantor pejabat yang menerbitkan Surat lzin Usaha
Perusahaan Angkutan Laut.

2) Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat.

3) Diisi dengan nama perusahaan angkutan laut nasional.

4 Diisi dengan alamat kantor pusat perusahaan angkutan laut nasional.

5) Diisi dengan nama kota domisili kantor pusat perusahaan angkutan laut nasional.

6) Diisi dengan nomor surat permohonan

7 Diisi dengan nomor pendaftaran kapal

8) Diisi dengan tanggal surat permohonan

N Diisi dengan nomor surat pengoperasian kapal pada trayek tidak tetap dan tidak
teratur

10) Diisi dengan tanggal surat pengoperasian kapal pada trayek tidak tetap dan tidak
teratur

11 Diisi dengan nama kapal

12) Diisi dengan penambahan urgensi muatan

13) Diisi dengan nomor surat pengoperasian kapal pada trayek tidak tetap dan tidak
teratur

14) Diisi dengan tanggal surat pengoperasian kapal pada trayek tidak tetap dan tidak
teratur.

15) Diisi dengan nama kapal

16) Diisi dengan tanggal berlakunya rencana pengoperasian kapal

17) Diisi dengan nama jabatan pejabat pemberi izin

18) Diisi dengan nama pejabat pemberi izin

19) Diisi dengan pangkat (golongan} dan NIP pejabat pemberi izin
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Contoh 41
Nomar : 11, 2}
Klasifikasi
Lampiran
Parihal - Permohanan Izin Mengangkut Muatan Umum Kepada
Atau Barang Milik Pihak Lain pada Trayek Tidak Tetap th 3}
dan Tidak Teratur Angkutan Laut Khusus Jl e Y
di
Ry
1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Momaor P ... Tahun ... .. tentang Penyelenggaraan
dan Pengusahaan Angkutan Laut, bersama ini kami mengajukan permohonan izin mengangkut muatan
umum atau barang milik pihak lain pada trayek tidak tetap dan tidak teratur angkutan laut khusus dengan
data sebagai barikut
a. MNama Kapal B}
k. Momaor Pendaftaran U
. Tipe C....8)
d.IsikKotor (GT)Bobot Mati (DWT )} R
e Tenaga Penggerak (HP} : 10}
f.  Kapasitas Angkut TR b
g.  Status Kepemilikan Kapal cmilik / sewa
h.  Pelabuhansinggah L2y
i, Urgensi : 13}
j. MNomor dan Tanggal SIOPSUS RO %
k. Momoaor dan Tanggal Spesifikasi Kapal R 1)
I Momar dan Tanggal Penempatan Pengaperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur
Angkutan Laut Khusus penode sebelumnya 1B
Untuk melengkapi laparan terlampir kami sampaikan data dukung sebagai benkut
a.  Salinan SICPSUS;
b Salinan Spesifikasi kapal/Surat Laut;
. Salinan Rencana Pengoperasian Kapal,
d. Penanjian sewa kapal (untuk kapal yang bukan milik},
g. Laporan realisasi perjalanan kapal periode sebelumnya
2. Rencana pelaksanaan pengangkutan ini diajukan untuk 1 (satu} kali jalan dand pelabuhan ke

pelabuhan ........... mulaitanggal ..........sd 17
3. Demikian disampaikan, atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.
Hormat kami,

PT {18
An. Penanggung Jawab

Tembusan
Ketua Umum DPP INSA
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PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 41

Nomor Uraian Isian

1) Diisi dengan domisili kantor pusat perusahaan angkutan laut.

2) Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat.

3) Diisi dengan pejabat yang menerbitkan Surat |1zin Usaha Perusahaan Angkutan
Laut ( Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq Direktur Lalu Lintas dan Angku-
tan Laut / Gubermnur / Bupati / Walikota).

4) Diisi dengan alamat kantor pejabat yang menerbitkan Surat |1zin Usaha
Perusahaan Angkutan Laut.

5) Diisi dengan nama kota domisili kantor pejabat yang menerbitkan Surat Izin
Usaha Perusahaan Angkutan Laut.

6) Diisi dengan nama kapal.

7} Diisi dengan Nomor pendaftaran kapal

8) Diisi dengan tipe kapal

2} Diisi dengan grosse tonage dan dead weight tonage.

10} Diisi dengan tenaga penggerak Kapal dalam satuan Horse power (HP)

113 Diisi dengan Kapasitas angkut muatan dan penumpang

12} Diisi dengan pelabuhan yang akan disinggahi

13} Diisi dengan jenis muatan/ penumpang

143 Diisi dengan nomor dan tanggal SIOPSUS perusahaan yang bersangkutan

15) Diisi dengan nomor dan tanggal spesifikasi kapal

16} Diisi dengan nomor dan tanggal pengoperasian kapal periode sebelumnya

173 Diisi dengan tanggal berlakunya rencana pengoperasian kapal

18) Diisi dengan nama perusahaan

19) Diisi dengan nama pehanggung jawab perusahaan
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Contoh 42
Nomor T e 1) e 2)
Klasifikasi
Lampiran
Perihal : Persetujuan Mengangkut Muatan Umum Kepada
atau Barang Milik Pihak Lain pada Trayek Yth. Direktur Utama PT........ccciinine 3)
Tetap dan Teratur Angkutan Laut Khusus B | 4)
di
................................... 5)

1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor FM. ...... Tahun ....... tentang Fe-
nyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut pasal...., dan menunjuk surat Saudara
........... nomor ........... tanggal ........... perihal permohonan izin mengangkut muatan umum
atau barang milik pihak lain pada trayek tidak tetap dan tidak teratur angkutan laut khusus.

2. Sehubungan dengan butir 1 (satu) di atas, dengan ini disampaikan bahwa kapal Saudara
diberikan Izin untuk mengangkut muatan umum atau barang milik pihak lain pada trayek tidak tetap
dan tidak teratur angkutan laut khusus dengan data kapal sebagai berikut :

a. Nama Kapal

b. Nomor Pendaftaran

c. Tipe

d. Isi Kotor (GT)/Bobot Mati (DWT)

e. Tenaga Penggerak (HF)

f. Kapasitas Angkut :

g. Status Kepemilikan Kapal - milik / sewa

h. Kode Trayek D 12)

i. Pelabuhan Pangkal D 13)

j. Route Trayek D 14)

k. Urgensi D 15)

I. Nomor dan Tanggal SIOPSUS D 16)

m. MNomor dan Tanggal Spesifikasi Kapal HEVRRTIRS i) |

3. izin mengangkut muatan umum atau barang milik pihak lain pada trayek tidak tetap dan tidak teratur
angkutan laut khusus ini diberikan untuk 1 (satu) kali jalan dari pelabuhan ......... ke pelabu-
han ......... 18)dan berlaku dari tanggal....... sampai dengan ....... 19), dan Saudara ha-
rus memperhatikan :

a. Seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang angkutan di perairan,
kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan pelayaran dan perlindungan lingkungan
maritime serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku ;

. Laporan realisasi perjalanan kapal (voyage report) per triwulan;

c. Kebenaran laporan kegiatan operasional yang disampaikan kepada Direktur Jenderal
Perhubungan Laut cq Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut.

4. Demikian disampaikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

.............................. 20)
...................... 21)
................... 22)
Tembusan :

1. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
2. Kepala Kantor Penyelenggara Pelabuhan Setempat;
3. Pimpinan Badan Usaha Pelabuhan Setempat
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PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 42

Nomor Uraian Isian

Diisi dengan domisili kantor pejabat yang menerbitkan Surat lzin Usaha
Perusahaan Angkutan Laut.

—_
L

Diisi dengan nama pejabat pemberi izin

2) Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat.
3) Diisi dengan nama perusahaan angkutan laut nasional.
4 Diisi dengan alamat kantor pusat perusahaan angkutan laut nasional.
5) Diisi dengan nama kota domisili kantor pusat perusahaan angkutan laut nasional.
6) Diisi dengan nama kapal.
7 Diisi dengan nomor pendaftaran kapal
8) Diisi dengan tipe kapal
N Diisi dengan isi kotor kapal (GT) dan bobot mati kapal (DWT)
10) Diisi dengan tenaga penggerak kapal dalam satuan Horse power (HP)
1) Diisi dengan Kapasitas angkut muatan dan penumpang
12) Diisi dengan kode trayek yang telah ditetapkan
13) Diisi dengan pelabuhan pangkal (home base)
14) Diisi dengan urutan trayek disertai dengan jarak mil antar pelabuhan.
15) Diisi dengan jenis muatan/ penumpang
16) Diisi dengan nomor dan tanggal SIOPSUS perusahaan yang bersangkutan
17) Diisi dengan nomor dan tanggal spesifikasi kapal
18) Diisi dengan pelabuhan tujuan
19) Diisi dengan tanggal berlakunya rencana pengoperasian Kapal
20) Diisi dengan nama jabatan pejabat pemberi izin
)
)

Diisi dengan pangkat (golongan} dan NIP pejabat pemberi izin
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Contoh 42
MNomaor : 2
Klasifikasi . Biasa
Lampiran o 1 (satu} berkas
Ferihal . Pembentahuan Keagenan Kapal Asing kepada
Untuk Kegiatan Angkutan Laut Khusus
Yih. 3
.y
B
5}
Dengan harmat,
1. Menunjuk PERMENHUB Ma. viiviiiiio .. Tahun ... tentang Penyelenggaraan dan
Pengusahaan Angkutan Laut, bersama ini kami memyampaikan rencana Pembentahuan Keagenan
Kapal Asing [PEKA} untul kegiatan angkutan laut khusus, dengan data-data sebagai berikut
a. Nama Kapal / Voyage
k. Bendera/IMQ Mumber B}
¢ Ukuran (DWT/GT/HP )
d. Qwner /Principal :
e. MNomordantanggal SIUPAL/SIOPSUS
f. Status .
g. Pelabuhan Singgah
h. Port Agent / Sub Agent
i. ETAJETD
], Kedgiatan
k. BM
I, Pelabuhan Asal/Tujuan
m. Crew List/ Kebangsaan
3. Untuk melengkapi pemberitahuan, terlampir kami sampaikan data dukung sebagai berikut
a. Salinan surat penunjukan keagenan kapal atau surat perjanjian  keagenan umum (efter of ap-
paintmeant / agency agreament)
k. Salinan Perjalanan Kapal {Salling Schedule}
¢ Salinan Sertifilkat Pendaftaran Kapal
d. Salinan Sertifikat Keselamatan dan Keamanan Kapal (I5SC/SS0/CS0}
e Salinan Ship's Particular f Spesifikasi kapal *}
f.  Salinan Daftar Awak Kapal { Crew Lisf)
g. Salinan Daftar Penumpang (Passenger List}
h. Salinan serifikat terkait lainnya sesuai kegiatan kapal asing
2. Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan atas perhatian bapak diucapkan terima kasih
Homat Kami
PT. 200
An. Penanggung Jawab
i 2
Tembusan ¢

-DPP INSA
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PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 43

Nemor Uraian Isian

1) Diisi dengan domisili kantor pusat perusahaan angkutan laut yang mengajukan Pem-
bertahuan Keagenan Kapal Asing (PKKA) untuk kegiatan angkutan laut khusus

2) Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat

3 Diisi dengan pejabat yang menerbitkan Surat Pemberitahuan Keagenan Kapal Asing (
Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut).

4) Diisi dengan alamat kantor pejabat yang menerbitkan Surat Pemberitahuan Keagenan
Kapal Asing { Direktur Jenderal Perhubungan Laut ¢q Direktur Lalu Lintas dan Angku-
tan Laut).

5) Diisi dengan nama kota domisili kantor pejabat yang menerbitkan Pemberitahuan
Keagenan Kapal Asing

€) Diisi dengan Nama Kapal

7) Diisi dengan bendera Kapal

8) Diisi dengan Nomor IMO

) Diisi dengan dead weight tonage, grosse tonage, dan Horse Power

10 Diisi dengan status kepemilikan kapalfyang mewakili pemilik kapal {principal)

11) Diisi dengan nomor dan tanggal SIOPSUS

12) Diisi dengan status trayek tetap/ tidak tetap

13) Diisi dengan nama pelabuhan yang akan disinggahi di Indenesia.

14) Diisi dengan nama perusahaan pelayaran yang ditunjuk agen umum mewakili kegia-
tannya di pelabuhan yang akan disinggahi di Indonesia.

18) Diisi dengan tanggal rencana kedatangan/keberangkatan kapal ke/ dari pelabuhan di
Indcnesia

16) Diisi dengan kegiatan kapal di pelabuhan dengan melampirkan salinan surat pendu-
kung kegiatan dimaksud

17) Diisi dengan bongkar/muat barang/fenis muatan di pelabuhan

18) Diisi dengan pelabuhan asal dan pelabuhan tujuan kapal diluar negen

19 Diisi dengan daftar dan kebangsaan awak kapal

20) Diisi dengan nama perusahaan angkutan laut

21 Diisi dengan nama direktur utama perusahaan angkutan laut

22) Diisi dengan tanda tangan direktur utama perusahaan angkutan laut
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Contoh 43
Momaor : 2
Klasifikasi . Biasa
Perihal . Persetujuan Keagenan Kapal Asing (PKKA) Kepada
Kegiatan Angkutan Laut Khusus
.y
]
Y
1. Menunjuk Peraturan Menteri Perhubungan Nomoar P, ... Tahun ... ... tentang Penyelenggaraan dan
Pengusahaan Angkutan Laut dan surat Saudara Mo 6}, tangoal 7y, bersama ini
disampaikan rencana kedatangan/keberangkatan kapal yvang saudara ageni sebagai berikut
a. MNama Kapal / Vayvage L .....8}
b Bendera/IMO Mumber : 93/ 10}
c. Ukuran (DWT/GT/HP} OO TP PRIV I
d. Qwner /Principal 12y
&. MNaomar dantanggal SIOPSUS PR I
f. Status o L4y
g. Pelabuhan Singgah 158y
h. Port Agent / Sub Agent 8y
i. ETAJETD TP I
j. Kediatan : 183
k. BM : gy
. Pelabuhan Asal/Tujuan L 20
m. Crew List/ Kebangsaan L2
2. Sehubungan dengan butir 1 (satu} diatas, dengan ini disetujui bahwa rencana kedatangan/ keberangkatan
kapal asing vang diageni perusahaan Saudara telah memenuhi persyaratan dan telah dicatat dalam daftar
kapal keagenan asing di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik nasional maupun intema-
sional;
k. Mengurus kepentingan kapal asing vang diageni dan bertanggung jawab atas biava kapal selama berada
di pelabuhan Indonesia;
¢ Dilarang untuk mengangkut muatan dan/ atau penumpang antar pelabuhan di wilayah perairan Indonesia
fazas cahotage} serta melakukan kegiatan lain yang tidak termasuk kegiatan mengangkut penumpang
dan / atau barang dalam kegiatan angkutan laut dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Permenhub
Mo, PMW 48 Tahun 2011;
d. Surat ini hanya berlaku sebagai Laporan Keagenan Kapal Asing (PKKA) bagi kapal asing yang melaku-
kan kegiatan di pelabuhan atau terminal khusus di Indonesia yang terbuka bagi perdagangan luar negeri
di wilayah perairan Republik Indonesia;
e. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tidak bertanggung jawab terhadap peranjian pengangkutan yang
dilakukan pemilik barang dengan pengangkut;
f. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tidak bertanggung jawab terhadap kapaldapal asing yang meny-
inggahi pelabuhan{elabuhan di Indonesia yang belum comply dengan ketentuan SOLAS 1874 Chapter
H1-2 (1SPS Code 2002},
g. Melaporkan realisasi kegiatan keagenan kapal asing setiap 3 (tiga) bulan.
3. Demikian disampaikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.
L2
{
- L2405
MIF. 28]
Tembusan ¢
1. Dirjen Hubla;
2. Dirjen Imigrasi;
3. Deputy V BIM TNI;
3. Asops KSAL,
4 ASOPS KSAL;
5. Kepala BAIS TN,
5. Kepala Kantor Penyelenggara Pelabuhan Setempat;
7. Pimpinan BUP Setempat .. ..
8 DPP INSA
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PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 44

Nemor Uraian Isian

1) Diisi dengan domisili kantor tempat dikeluarkannya surat Laporan Keagenan Kapal
Asing (LKKA) untuk kegiatan angkutan laut khusus

2) Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat

3 Diisi dengan nama direktur perusahaan angkutan laut

4y Diisi dengan alamat kantor perusahaan angkutan laut

5) Diisi dengan nama kota domisili kanter perusahaan angkutan laut

6) Diisi dengan nomor surat perusahaan angkutan laut

7y Diisi dengan tanggal surat perusahaan angktan laut

8) Diisi dengan nama kapal

4] Diisi dengan bendera Kapal

10) Diisi dengan Nomor IMO

11) Diisi dengan Dead Weight Tonage, Grosse Tonage, dan Horse Power

12) Diisi dengan status kepemilikan kapalfyang mewakili pemilik kapal {principal)

13) Diisi dengan nomor dan tanggal SIOPSUS

14) Diisi dengan status trayek tetap/ tidak tetap

15) Diisi dengan nama pelabuhan yang akan disinggahi di Indonesia

16) Diisi dengan nama perusahaan pelayaran yang ditunjuk agen umum mewakili kegia-
tannya di pelabuhan yang akan disinggahi di Indonesia

17) Diisi dengan tanggal kedatangan/keberangkatan kapal ke/ dari pelabuhan di Indchesia

18) Diisi dengan kegiatan kapal di pelabuhan

19) Diisi dengan bongkar/muat barang/fenis muatan di pelabuhan

20) Diisi dengan pelabuhan asal dan pelabuhan tujuan kapal diluar negeri

21 Diisi dengan daftar dan kebangsaan awak kapal

22) Diisi dengan pejabat yang menerbitkan Surat Laporan Keagenan Kapal Asing (
Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut)

23) Diisi dengan nama pejabat yang menerbitkan Surat Laporan Keagenan Kapal Asing (
Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut)

24) Diisi dengan Pangkat/Gelongan pejabat yang menerbitkan Surat Laporan Keagenan
Kapal Asing ( Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq Direktur Lalu Lintas dan Angku-
tan Laut)

25) Diisi dengan NIP pejabat yang menerbitkan Surat Laporan Keagenan Kapal Asing (
Direktur Jenderal Perhubungan Laut cq Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut)

26) Diisi dengan Adpel / OP fUPP / Kabidlala & Kepelabuhanan yang bersangkutan
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Contoh 45
Nomor T e 1) e 2)
Klasifikasi
Lampiran :
Perihal : Laporan Rencana Pengoperasian Kepada
Kapal Pelra pada Trayek Tetap dan Teratur M. e 3)
Angkutan Laut Dalam Negeri. e 4)
di
................................................... 5)
1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. ...... Tahun ....... tentang Pen-
yelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut, bersama ini kami menyampaikan pemberi-
tahuan rencana pengoperasian kapal pelra dengan trayek tetap dan teratur angkutan laut da-
lam negeri dengan data sebagai berikut :
a. Nama Kapal E TP RPPP 6)
b. Tipe TP RPPP 7
c. Isi Kotor (GT)/Bobot Mati (DWT) TP RPPP 8)
d. Tenaga Penggerak (HF) U RPPUPI 9)
e. Kapasitas Angkut E TP RPPP 10)
f. StatusKepemilikan Kapal :milik f sewa
g. Kode Trayek TP RPPP 11)
h. Pelabuhan Pangkal U RPPUPI 12)
i. Route Trayek E PP RPPPPP 13)
jo Urgensi E TP RPPP 14)
k. Nomor dan Tanggal SIUPER E TP RPPP 15)
I. Nomor dan Tanggal FPenempatan Pengoperasian Kapal Pelra pada Trayek Tetap dan
Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri periode sebelumnya @ ....................... 16)

Untuk melengkapi laporan terlampir kami sampaikan data dukung sebagai berikut :

a. Salinan SIUPER;

b. Rencana jadwal kedatangan dan keberangkatan kapal;

c. Perjanjian sewa kapal (untuk kapal yang bukan milik);

d. Laporan realisasi perjalanan kapal periode sebelumnya;

e. Salinan Rencana Pengoperasian Kapal.

2. Rencana pengoperasian kapal ini diajukan untuk 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal
veereeen sud. tanggal oLl 17

3. Demikian disampaikan, atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
= I O 118)
An. Penanggung Jawab
19)
Tembusan :

Ketua Umum OPP PELRA. .
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PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 45

Nomor Uraian Isian

1) Diisi dengan domisili kantor pusat perusahaan pelayaran rakyat

2) Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat.

3) Diisi dengan pejabat yang menerbitkan Surat lzin Usaha Perusahaan Pe-
layaran Rakyat { Gubernur / Bupati / Walikota).

4) Diisi dengan alamat kantor pejabat yang menerbitkan Surat 1zin Usaha Peru-
sahaan Pelayaran Rakyat { Gubemur f Bupati / Walikota).

5) Diisi dengan nama kota domisili kantor pejabat yang menerbitkan Surat lzin
Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat { Gubemur / Bupati / Walikota).

6} Diisi dengan nama kapal.

7} Diisi dengan tipe kapal (kapal layar, kapal layar motor, atau kapal motor)

8) Diisi dengan grosse tonage dan dead weight tonage.

9) Diisi dengan tenaga penggerak kapal (PK / HP)

10} Diisi dengan Kapasitas angkut muatan dan penumpang

113 Diisi dengan kode trayek yang telah ditetapkan

12) Diisi dengan pelabuhan pangkal (home base)

13) Diisi dengan urutan trayek disertai dengan jarak mil antar pelabuhan.

143 Diisi dengan jenis muatan/ penumpang

15) Diisi dengan nomor dan tanggal SIUPER perusahaan yang bersangkutan

16) Diisi dengan nomor dan tanggal penempatan pengoperasian kapal periode se-
belumnya

173 Diisi dengan tanggal berlakunya rencana pengoperasian kapal

18) Diisi dengan nama perusahaan

19) Diisi dengan nama pehanggung jawab perusahaan
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Contoh 46
Nomor T e 1 e 2)
Klasifikasi
Lampiran
Perihal . Persetujuan Pengoperasian Kapal Kepada
Pelra pada Trayek Tetap dan Teratur ¥th. Direktur Utama PT....................... 3)
Angkutan Laut Dalam Negeri dl 4)
di
......................................................... 5)

1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor FM. ...... Tahun ....... tentang Fe-
nyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut pasal...., dan menunjuk surat Saudara
........... nomor ........... tanggal ........... perihal Laporan Rencana Pengoperasian Kapal
Pelra pada Trayek Tetap dan Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri.

2. Sehubungan dengan butir 1 (satu) di atas, dengan ini disampaikan bahwa kapal Saudara
telah dicatat sebagai armada pelayaran rakyat nasional dan dioperasikan pada trayek te-
tap dan teratur dengan data kapal sebagai berikut :

a. Nama Kapal TP RPPP 6)

b. Tipe TP RPPP 7

c. Isi Kotor (GT)/Bobot Mati (DWT) U RPPUPI 8)

d. Tenaga Penggerak (HP) L e 9)

e. Kapasitas Angkut E TP RPPP 10)

f. StatusKepemilikan Kapal m|||k fsewa

g. Kode Trayek U RPPUPI 11)

h. Pelabuhan Pangkal L e 12)

i. Route Trayek E TP RPPP 13)

j. Urgensi TP RPPP 14)

k. Nomor dan Tanggal SIUPER U RPPUPI 15)

I. Nomor dan Tanggal Penempatan Pengoperasmn Kapal pada Trayek Tetap dan Tera-
tur Angkutan Laut Calam Negeri periode sebelumnya ...l 16)

3. Pengoperasian Kapal Pelra pada Trayek Tetap dan Teratur ini berlaku dari tanggal.......
sampai dengan ........ 17) Apabila kapal yang dioperasikan tidak menyinggahi pelabuhan
............ secara tetap dan teratur dengan berjadwal, maka akan diperlakukan sebagai kapal
dengan trayek tidak tetap dan tidak teratur pelayaran rakyat, selain itu saudara wajib
memperhatikan :

a. Seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang angkutan di perairan,
kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan pelayaran dan perlindungan lingkungan
maritime serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku ;

. Laporan realisasi perjalanan kapal (voyage report) per triwulan;

¢c. Kebenaran laporan kegiatan operasional yang disampaikan kepada Direktur Jenderal
Perhubungan Laut cq Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut.

4. Demikian disampaikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

.............................. 20)
Tembusan :

1. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
2. Kepala Kantor Penyelenggara Pelabuhan Setempat;
3. Pimpinan Badan Usaha Pelabuhan Setempat


http://www.djpp.kemenkumham.go.id

2013, No0.1523 192

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 46

Nomor Uraian Isian
1 Diisi dengan domisili kantor pejabat yang menerbitkan Surat Izin Usaha Perusa-
haan Pelayaran Rakyat ( Gubemur / Bupati / Walikota).
2) Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat.
3) Diisi dengan nama perusahaan angkutan laut nasional.
4 Diisi dengan alamat kantor pusat perusahaan angkutan laut nasional.
5) Diisi dengan nama kota domisili kantor pusat perusahaan angkutan laut nasional.
6) Diisi dengan nama kapal.
7 Diisi dengan tipe kapal (kapal layar, kapal layar motor, atau kapal motor)
8) Diisi dengan isi kotor kapal (GT) dan bobot mati kapal (DWT)
N Diisi dengan tenaga penggerak kapal (PK/ HP)
10) Diisi dengan Kapasitas angkut muatan dan penumpang
1) Diisi dengan kode trayek yang telah ditetapkan
12) Diisi dengan pelabuhan pangkal (home base)
13) Diisi dengan urutan trayek disertai dengan jarak mil antar pelabuhan.
14) Diisi dengan jenis muatan/ penumpang
15) Diisi dengan nomor dan tanggal SIUPER perusahaan yang bersangkutan
16) Diisi dengan nomor dan tanggal berlakunya penempatan pengoperasian kapal
periode sebelumnya
17} Diisi dengan tanggal berlakunva rencana pengoperasian kapal
18) Diisi dengan nama jabatan pejabat pemberi izin
19) Diisi dengan nama pejabat pemberi izin
20) Diisi dengan pangkat (golongan} dan NIP pejabat pemberi izin
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Ketua Umum DPP PELRA .

Contoh 47
Nomaor . ) 2
Klasifikasi
Lampiran
Perihal . Laporan Rencana Pengoperasian Kepada
Kapal Pelra pada Trayek Tidak Tetap dan Yth. L 3
Tidak Teratur Angkutan Laut o L4
Dalam MNegen
di
LA
1. Sesuai dengan Peraturan Menten Perhubungan Nomor PM. ... Tahun ... ... tentang Penyelenggaraan
dan Pengusahaan Angkutan Laut, bersama ini kami menyampaikan pemberitahuan rencana pengop-
grasian kapal pelra pada trayek tidak tetap dan tidak teratur angkutan laut dalam negeri dengan data
sebapgai bernkut
a Mama Kapal ... 8}
b Tipe LT
c Isi Kaotar (GT ¥Bobot Mati (DT} 8}
d. Tenaga Penggerak (HP} SOy
e kapasitas Anghkut 03
f Status Kepemilikan Kapal ~milik / sewa
g Pelabuhansinggah : 11}
h Jrgensi L2
I Momor dan Tanggal SIUPER PP NURRTUT = }
] MNamor dan Tanggal Penempatan Pengoperasian Kapal Pelra pada Trayek Tidak Tetap dan Ti-
dak  Teratur Angkutan Laut  Dalam  Megeri  periode  sebelumnya
R Y
Untuk melengkapi laporan terlampir kami sampaikan data dukung sebagai berikut
a Parjanjian sewa kapal (untuk kapal yang bukan milik};
b Laporan realisasi perjalanan kapal perode sebelumnya
2. Rencana pengoperasian kapal pelra ini diajukan untuk3 (tiga} bulan terhitung mulai tanggal ... ... 5.d.
tanggal .......... 15}
3. Demikian disampaikan, atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.
Haormat kami,
PT ol 18
An. Penanggung Jawab
i 1 A7)
Tembusan
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PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 47

Nomor Uraian Isian

1) Diisi dengan domisili kantor pusat perusahaan pelayaran rakyat

2) Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat.

3) Diisi dengan pejabat yang menerbitkan Surat lzin Usaha Perusahaan Pe-
layaran Rakyat ( Gubernur / Bupati / Walikota).

4) Diisi dengan alamat kantor pejabat yang menerbitkan Surat Izin Usaha Peru-
sahaan Pelayaran Rakyat { Gubemur f Bupati / Walikota).

5) Diisi dengan nama kota domisili kantor pejabat yang menerbitkan Surat Izin
Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat ( Gubernur / Bupati / Walikota).

6) Diisi dengan nama kapal.

7) Diisi dengan tipe kapal (kapal layar, kapal layar motor, atau kapal motor)

8) Diisi dengan grosse tonage dan dead weight tonage.

9) Diisi dengan tenaga penggerak kapal (PK/ HP)

10} Diisi dengan Kapasitas angkut muatan dan penumpang

11 Diisi dengan pelabuhan yang akan disinggahi

12} Diisi dengan jenis muatan/ penumpang

13) Diisi dengan nomor dan tanggal SIUPER perusahaan yang bersangkutan

14} Diisi dengan nomor dan tanggal pengoperasian kapal periode sebelumnya

15) Diisi dengan tanggal berlakunya rencana pengoperasian Kapal

16) Diisi dengan nhama perusahaan

173 Diisi dengan nama pehanggung jawab perusahaan
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Contoh 48

Nomaor . ) 2
Klasifikasi

Lampiran

Perihal . Persetujuan Rencana Pengoperasian Kepada

Kapal Pelra pada Trayek Tidak Tetap dan Y, PT o 3

Tidak Teratur Angkutan Laut o 41

Dalam MNegen

di
L5}

1. Sesuai dengan Peraturan Menter Perhubungan Namar P ... Tahun .. ... tentang Penyelenggaraan
dan Pengusahaan Angkutan Laut, bersama ini kami menyampaikan pembentahuan rencana pengopera-
sian kapal pelra pada trayek tidak tetap dan tidak teratur angkutan laut dalam negen dengan data seba-
gai berkut

a. Mama Kapal 6}
b. Tipe T
c Isi Kaotar (GT ¥Bobot Mati (DT} : 3}
d. Tenaga Penggerak (HP}) . g}
a. kapasitas Anghkut PO
f. Status Kepemilikan Kapal ~milik / sewa
q Pelabuhansinggah : 11}
h. Jrgensi 12
I Momor dan Tanggal SIUPER 13}
j. Mamor dan Tanggal Penempatan Pengoperaalan Kapal pada Trayek Tldak Tetap dan Tldak Ta-
ratur Angkutan Laut Dalam Megeri pernode sebelumnya e T A4}

Untuk melengkapi laporan tedampir kami sampaikan data dukung sebagai berikut
a.  Pernanjian sewa kapal (untuk kapal yang bukan milik},
b Lapaoran realisasi perjalanan kapal periode sebslumnya

2. Rencana pengoperasian kapal ini diajukan untuk3 (tiga} bulan terhitung mulai tanggal .......... s.d. tang-

gal .......... 15}

3. Demikian disampaikan, atas perkenannya kami ucapkan terima kasih

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;

2. Kepala Kantor Syahbandar Setempat;

3. Kepala Kantor Penyelenggara Pelabuhan Setempat;
4. Pimpinan Badan Usaha Pelabuhan Setempat
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PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 48

Nomor Uraian Isian

1) Diisi dengan domisili kantor pejabat yang menerbitkan Surat 1zin Usaha Perusa-
haan Pelayaran Rakyat ( Gubemur / Bupati / Walikota).

2) Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat.

3) Diisi dengan nama perusahaan angkutan laut nasional.

4 Diisi dengan alamat kantor pusat perusahaan angkutan laut nasicnal.

5) Diisi dengan nama kota domisili kantor pusat perusahaan angkutan laut nasional.

6) Diisi dengan nama kapal.

7 Diisi dengan tipe kapal

8) Diisi dengan isi kotor kapal (GT) dan bobot mati kapal (CWT)

9 Diisi dengan tenaga penggerak kapal dalam satuan Horse power (HP)

10) Diisi dengan Kapasitas angkut muatan dan penumpang

1) Diisi dengan pelabuhan singgah

12) Diisi dengan urgensi

13) Diisi dengan nhomor dan tanggal SIUPER perusahaan yvang bersangkutan

14) Diisi dengan nomor dan tanggal berlakunya penempatan pengoperasian kapal
periode sebelumnya

15) Diisi dengan tanggal berlakunya rencana pengoperasian Kapal

16) Diisi dengan nama jabatan pejabat pemberi izin

17) Diisi dengan nama pejabat pemberi izin

18) Diisi dengan pangkat (golongan} dan NIP pejabat pemberi izin
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Contoh 51
........................................ 1)
................................................................. 2)
Nomor 1 3 4), 5)
Lampiran
Perihal . Permohonan Surat Kepada
Izin Usaha Perusahaan
Angkutan Laut (SIUPAL) Yth.  Direktur Jenderal Perhubungan Laut
JI. Medan Merdeka Barat No.8
di
JAKARTA

Dengan hormat,

1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nemoer PM ... Tahun ... tentang Penye-
lenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut, bersama ini kami mengajukan Permohonan
Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL).

2. Sebagai bahan pertimbangan terlampir disampaikan 1 (satu} berkas dokumen untuk me-
lengkapi permohonan dimaksud, yang terdiri dari :

a.

b.

Sa o

Akte Pendirian Perusahaan Pelayaran dari Notaris yang telah disahkan
KEMENKUMHAM;

Bukti Pemilikan 1 (satu} unit kapal berbendera Indonesia yang laik laut (Grosse Akte,
Surat Ukur dan Sertifikat Keselamatan} yang masih berlaku;

Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)} dan Surat Keterangan Terdaftar dari Dit-
jen Pajak;

Foto Copy ljazah Tenaga Ahli Setingkat Diploma Il di Bidang Pelayaran Niaga yang di-
legalisir;

Keterangan Domisili Perusahaan;

Foto Copy KTP Dirut / Penanggung Jawab Perusahaan.

Pakta Integritas;

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.

3. Adapun rencana pengoperasian kapal yang kami miliki adalah dalam rangka Angkutan Laut.

4. Demikian permohonan kami, jika diterima, kami menyatakan bersedia memenuhi ketentuan
perundang-undangan yang berlaku dibidang Angkutan Laut.

Hormat kami,

23 PO -3

Tembusan : st 1)
-Menhub RI. 8)
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PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 51

NO URAIAN

1. Diisi dengan kop surat perusahaan dengan nama perusahaan yang sesuai dengan akte pe-
rusahaan yang telah disahkan oleh Kemenkumham.

2. Diisi dengan alamat lengkap perusahaan yang sesuai dengan surat keterangan domisili pe-
rusahaan disertai dengan nomor telepon dan faksimilie.

3 Diisi dengan nomor surat permohonan perusahaan.

4, Diisi dengan nama kota tempat perusahaan berdomisili.

5. Diisi dengan tanggal surat permohonan perusahaan.

6. Diisi dengan nama perusahaan yang sesuai dengan akte perusahaan yang telah disahkan
oleh Kemenkumham.

7. Diisi dengan nama penanggung jawab perusahaan.

& Diisi dengan nama jabatan penanggung jawab perusahaan.
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Contoh 52

Nomor
Klasifikasi
Lampiran
Perihal

Tembusan :
1. Girjen Hubla;

202

21 Jakarta, ... 2)

: Penundaan Izin Usaha Kepada

Perusahaan Angkutan Laut
Yth.  Direktur Utama

PT. e 3)
........................................ 4
di
. 5}
Menunjuk surat Saudara No. ... 6) tanggal ................. 7} perihal

permohonan Surat Izin Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL).

Sehubungan butir 1 (satu) diatas, bersama ini diberitahukan bahwa Surat
Permohonan Saudara telah diterima dan untuk proses selanjutnya Saudara
diminta untuk memenuhi kelengkapan persyaratan sesuai PERMENHUB No.
........ tahun ...... yaitu:

Permochonan Saudara dapat diproses lebih lanjut apabila kelengkapan
dimaksud segera dipenuhi.

Demikian disampaikan untuk diketahui dan atas perhatiannya diucapkan
terima kasih.

AN. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
DIREKTUR LALU LINTAS DAN ANGKUTAN LAUT

2. Kasubbag TU Ditlala.
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PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 52

Uraian Isian

Diisi dengan nomor ditandatanganinya surat penundaan izin usaha.

Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat penundaan izin usaha.

Diisi dengan nama perusahaan pemohoen izin usaha.

Diisi dengan alamat perusahaan pemohon izin usaha.

Diisi dengan nama kota domisili kantor perusahaan pemohgen izin usaha.

Diisi dengan nomor permchenan perusahaan pemohon izin usaha.

Diisi dengan tanggal permohonan perusahaan pemohon izin usaha.

Diisi dengan kekurangan persyaratan yang harus dilampirkan perusahaan pemohon iz
usaha.

Diisi dengan nama pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani.

Diisi dengan pangkat / golongan / Nomor Induk Pegawai pejabat yang diberi kewenange
untuk menandatangani.
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Contoh 53

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
Jl. Medan Merdeka Barat No. 8, Jakarta 10110

NOMOR : .o 1)
Berdasarkan surat permohonan Saudara Nomor ............... 2) tanggal.....onnnnn, 3)
diberikan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) kepada :
Nama Perusahaan T 4
Alamat Kantoer Perusahaan T 5)
Nama Direktur Utama / Penanggung Jawab P )
Alamat Direktur Utama / Penanggung Jawab ... 7
Nomor Pokck Wajib Pajak . 8)
Nilai Modal Perusahaan T 9)
Status Perusahaan T 10)

Kewa_11ban Pemegang SIUPAL :

Mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang angkutan di perairan,
kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan dan perlindungan linglkungan maritim serta peraturan
perundang-undangan lainnya.

2. Bertanggung jawab atas kebenaran laperan kegiatan operasional yang disampaikan kepada Direktur
Jenderal Perhubungan Laut.

3. Melaperkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut setiap terjadi perubahan
maksud dan tujuan perusahaan, susunan DireksifKemisaris, domisii perusahasn, NPWP
perusahaan dan pengurangan serta penambahan kapal.

Setiap kapal yang dimiliki harus dilengkapi dengan spesifikasi kapal yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dengan SIUPAL ind.

5. Mengumumkan jadual baik untuk pelayaran tetap dan teratur atau liner maupun pelayaran yang
tidak tetap dan tidak teratur atau tramper melalii media massa ataupun organisasi yang
mempertemukan kepentingam pengguna dan penyedia jasa angkutan laut.

6. Menyampaikan laperan tahunan perusahasm kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

7. Menyampaikan laperan perkembangan komposisi kepemilikan medal perusahasn paling lama 1
(satn) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

&. Menyampaikan laporan kinerja kenangan perusahaan paling lama 1 (satu) kali dalam 1 (satn) tahun

kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

G. Menyediakan fasilitas akemodasi untuk tarunafcalon perwira yang akan melaksanakan praktek
berlayar (Proyek Laut), bagi kapal yang berukuran GT. 750 ke atas.

10. Menyediakan ruangan untuk angkutan poes.

SIUPAL ini dapat dicabut langsung tanpa melalui proses peringatan dalam hal melakukan kegiatan yang
membahayakan keamanan Negara, mengoperasikan kapal tidak laik laut yang mengakibatkan kerban
jiwa dan harta benda, mempercleh izin usaha secara tidak sah dan perusahaan menyatakan
membubarkan diri berdasarkan keputusan dari instansi yang berwenang.

Surat Izin Usaha imi berlaku untuk seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terhitung sejak
tanggal dikeluarkan, selama perusahaan yang bersangkutan menjalankan kegiatan usahanya.

Dikeluarkan di : JAKARTA
Pada Tanggal e 11)

Penanggung Jawah DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
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Nemor Uraian Isian
1) Diisi dengan nomor ditandatanganinya surat izin usaha.
2) Diisi dengan nomor surat permohenan perusahaan pemchon izin usaha.
3 Diisi dengan tanggal permchonan perusahaan pemchon izin usaha.
4) Diisi dengan nama perusahaan pemchon izin usaha.
5) Diisi dengan alamat domisili kantor perusahaan pemohen izin usaha.
&) Diisi dengan nama penanggung jawab perusahaan pemochoen izin usaha.
7) Diisi dengan alamat penanggung jawab perusahaan pemohon izin usaha.
&) Diisi dengan nomor pokok wajib pajak perusahaan pemohon izin usaha
4 Diisi dengan nilai modal dasar perusahaan pemchon izin usaha.
10 Diisi dengan status perusahaan pemchon izin usaha (PMDN / PMA).
1) Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat izin usaha.
12) Diisi dengan nama pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani.
13) Diisi dengan pangkat f golengan / Nemor Induk Pegawai pejabat yang diberi kewenangan
untuk menandatangani.
14 Diisi dengan nama penanggung jawab perusahaan.

Diisi dengan jabatan penanggung jawab perusahaan.
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Contoh 54

Nomor
Klasifikasi
Lampiran :
Perihal :

Tembusan :

1. Dirjen Hubla;

206

1 Jakarta, ...............2}

Penundaan Perubahan Status Kepada
Perusahaan (Joint Venture)
Yth.  Direktur Utama

P 3)
....................................... 4)
di
.. 5)
Menunjuk surat Saudara No. .............. B} tanggal .................. 7} perihal

permohonan perubahan status perusahaan pada Surat 1zin Perusahaan
Angkutan Laut (SIUPAL).

Sehubungan butir 1 {(satu) diatas, bersama ini diberitahukan bahwa Surat
Permchonan Saudara telah diterima dan untuk proses selanjutnya Saudara
diminta untuk memenuhi kelengkapan persyaratan sesuai PERMENHUB No.
........ tahun ... ... yaitu:

Permohonan Saudara dapat diproses lebih lanjut apabila kelengkapan
dimaksud segera dipenuhi.

Demikian disampaikan untuk diketahui dan atas perhatiannya diucapkan
terima kasih.

AN. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
DIREKTUR LALU LINTAS DAN ANGKUTAN LAUT

2. Kasubbag TU Ditlala.


http://www.djpp.kemenkumham.go.id

207 2013, No0.1523

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 54

Uraian Isian

Diisi dengan nomor ditandatanganinya surat penundaan izin usaha.

Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat penundaan izin usaha.

Diisi dengan nama perusahaan pemohon izin usaha.

Diisi dengan alamat perusahaan pemohon izin usaha.

Diisi dengan nama kota domisili kantor perusahaan pemohon izin usaha.

Diisi dengan nomor permoheonan perusahaan pemohon izin usaha.

Diisi dengan tanggal permohonan perusahaan pemohoen izin usaha.

Diisi dengan kekurangan persyaratan yang harus dilampirkan perusahaan pemohon izin
usaha.

Diisi dengan nama pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani.

Diisi dengan pangkat / golongan / Nomor Induk Pegawai pejabat yang diberi kewenangan
untuk menandatangani.
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Contoh 55
Nomor el T e (2)
Klasifikasi
Lampiran . 1 (satu) berkas.
Perihal . Surat Keterangan Perubahan Kepada
Status Perusahaan.
Yth. Direktur Utama
PT.
di
(5}

1 8ehubungan dengan surat Saudara Nomor @ ...................(6} tanggal
ciieiiiiie (7Y, perihal Permohonan  Perubahan/Pengalinan  SIUPAL,
bersama ini terlampir disampaikan Surat Keterangan tentang Perubahan
status Perusahaan pada SIUPAL PT........................ (8)

2. Demikian untuk digunakan sebagaimana mestinya.

(D)
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (10}
............................................... {11}
............................................... (12}
Tembusan :
1. Dirjen Hubla;

1.

Sesditjen Hubla;
2. Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan

..(13)
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PETUNJUK PENGISIAN CONTQOH 55

URAIAN

Diisi dengan domisili kantor pejabat yang menerbitkan Surat |zin Usaha Perusahaan
Pelayaran Rakyat ( Gubernur / Bupati / Walikota).

Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat penundaan izin usaha.

Diisi dengan nama perusahaan pemohon izin usaha.

Diisi dengan alamat perusahaan pemchon izin usaha.

Diisi dengan nama kota domisili kantor perusahaan pemohoen perubahan status peru-
sahaan.

Diisi dengan nomor permohonan perusahaan pemohon perubahan status perusahaan..

Diisi dengan tanggal permohonan perusahaan pemohen perubahan status
perusahaan..

Diisi dengan nama perusahaan pemohon perubahan status perusahaan.

Diisi dengan nama jabatan pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani.

Diisi dengan nama pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani.

Ciisi dengan pangkat / gelongan pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangan

Diisi dengan Nomor Induk Pegawai pejabat yang diberi kewenangan untuk
menandatangani.

Diisi dengan domisili Kantor Ctoritas Pelabuhan setempat.
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Contoh 56
SURAT KETERANGAN
No.
1. Berdasarkan surat PT. i1y Nomor o Ll (2 tanggal
...{3), perihal Permohonan Perubahan status perusahaan, sesuai akta
perubahan No. ....(4) tanggal ...................(5), notaris ..................(6) di

...{7}, serta Surat Persetujuan Perubahan Status Perusahaan dari Perusahaan

Non Penanaman Modal Asing / Penanaman Modal Dalam Negeri (Non PMA/PMDN)

menjadi Penanaman Modal Asing No @ ... . e (8)  tanggal
...{9}, dengan ini diadakan Perubahan Status Perusahaan sebagai berikut :

Nama Perusahaan L (10
Nomor & Tgl. SIUPAL (1Y
Comisili Perusahaan e (12)
Penanggung Jawab dan

Jabatan Lama e (13)

Penanggung Jawab dan

Jabatan Baru 143
Alamat Penanggung Jawab (1)
Status Perusahaan Lama e e e el 18)
Status Perusahaan Baru (173

2. Surat Keterangan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Surat
Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) PT. . UTURTRTRY
No..... .(18)tanggal ............. (19}, sesuai dengan Peraturan Pemerintah
No. 20 Tahun 2010 Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2011 tentang Angkutan di
Perairan dan Keputusan Menteri Perhubungan No . KM........ Tahun ......... tentang
Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut.

3. Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta,
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PETUNJUK PENGISIAN CONTQOH 56

URAIAN

Diisi dengan nama perusahaan pemohon perubahan status perusahaan.

Diisi dengan nomor permohonan perusahaan pemohon perubahan status perusahaan.

Diisi dengan tanggal permohonan perusahaan pemohen perubahan status perusahaan.

Diisi dengan nomor akte perubahan dari nctaris.

Diisi dengan tanggal akte perubahan dari notaris.

Diisi dengan nama notaris yang menerbitkan akte perubahan.

Diisi dengan domisili nctaris.

Diisi dengan nomor surat persetujuan yang menerangkan perubahan status perusa-
haan.

o]

Diisi dengan tanggal surat persetujuan yang menerangkan perubahan status perusa-
haan.

—_

Diisi dengan nama perusahaan pemohocn perubahan status perusahaan.

—_

Diisi dengan nomor dan tanggal izin usaha perusahaan pemohon perubahan status
perusahaan.

Diisi dengan domisili perusahaan pemohon perubahan status perusahaan.

Diisi dengan nama penanggung jawab lama dan jabatannya.

Diisi dengan nama penanggung jawab baru dan jabatannya.

Diisi dengan alamat penanggung jawab baru.

Diisi dengan status perusahaan lama.

Diisi dengan status perusahaan baru.

Diisi dengan nomor izin usaha perusahaan pemohon perubahan status perusahaan.

RN [N N TR N SN [ Y
OO ~NN O kWM = O~

Diisi dengan tanggal izin usaha perusahaan pemohon perubahan status perusahaan.

]
[=]

Diisi dengan nama jabatan pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani.

b
—_

Diisi dengan nama pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani.

N
N

Diisi dengan pangkat / golongan pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani

el e e e P Fae S L P P O L O P PP N PP
fmr o oo oo | | |reer | | | | | | e [

b
[*}]

Diisi dengan pangkat / golongan pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani
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Contoh 57
........................................ 1)
................................................................. 2)
Nomor 3 Ao 5)
Lampiran
Perihal . Permohonan Surat Kepada

Izin Usaha Perusahaan
Pelayaran-Rakyat (SIUPER) Yth.Gubernur/BupatiAalikota
Jl

di

JAKARTA

Dengan hormat,

1.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 33 Tahun 2001 tentang Pen-
yelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut, bersama ini kami mengajukan Permoho-
nan Surat 1zin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat (SIUPER).

Sebagai bahan pertimbangan terlampir disampaikan 1 (satu} berkas dokumen untuk me-
lengkapi permohonan dimaksud, yang terdiri dari

a.

b.

S~

Akte Pendirian Perusahaan Pelayaran dari Notaris vyang telah disahkan
KEMENKUMHAM;

Bukti Pemilikan 1 (satu) unit kapal berbendera Indonesia yang laik laut (Grosse Akte,
Surat Ukur dan Sertifikat Keselamatan} yang masih berlaku;

Foto Copy Nomor Pokek Wajib Pajak (NPVWP} dan Surat Keterangan Terdaftar dari Dit-
jen Pajak;

Fote Copy ljazah Tenaga Ahli Setingkat Diplema Il di Bidang Pelayaran Niaga yang di-
legalisir;

Keterangan Domisili Perusahaan;

Foto Copy KTP Dirut / Penanggung Jawab Perusahaan.

Pakta Integritas;

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.

3. Adapun rencana pengoperasian kapal yang kami miliki adalah dalam rangka Angkutan Laut.

Demikian permochonan kami, jika diterima, kami menyatakan bersedia memenuhi ketentuan

. perundang-undangan yang berlaku dibidang Angkutan Laut.

Hormat kami,

3 P )

Tembusan : SR & |
MenhubRI 8)

2. Dirjen Hubla

3. DPP Pelra

1.
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.1523

NO URAIAN

1) Diisi dengan kop surat perusahaan dengan nama perusahaan yang sesuai dengan akte pe-
rusahaan yang telah disahkan oleh Kemenkumham.

2) Diisi dengan alamat lengkap perusahaan yang sesuai dengan surat keterangan domisili pe-
rusahaan disertai dengan nomor telepon dan faksimilie.

3 Diisi dengan nomor surat permohonan perusahaan.

4. Diisi dengan nama kota tempat perusahaan berdomisili.

5. Diisi dengan tanggal surat permohonan perusahaan.

6. Diisi dengan nama perusahaan yang sesuai dengan akte perusahaan yang telah disahkan
oleh Kemenkumham.

7. Diisi dengan nama penhanggung jawab perusahaan.

8. Diisi dengan nama jabatan penanggung jawab perusahaan.
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Contoh 58

Nomor
Klasifikasi
Lampiran
Perihal

Tembusan :
1. BGirjen Hubla;
2. DPP Pelra.

214
] Jakarta, ................2)
: Penundaan Izin Usaha Kepada

Perusahaan Angkutan Laut

Pelayaran-Rakyat (SIUPER}) Yth. Direktur Utama
P 3)
....................................... 4)
di

.. 5}
Menunjuk surat Saudara Ne. .............. Bytanggal ................... 7} perihal

permohcnan Surat Izin Perusahaan Angkutan Laut Pelayaran Rakyat
{SIUPER).

Sehubungan butir 1 (satu} diatas, bersama ini diberitahukan bahwa Surat
Permohonan Saudara telah diterima dan untuk proses selanjutnya Saudara
diminta untuk memenuhi kelengkapan persyaratan sesuai PERMENHUB No.
........ tahun ...... yaitu:

Permechonan Saudara dapat diproses lebih lanjut apabila kelengkapan
dimaksud segera dipenuhi.

Demikian disampaikan untuk diketahui dan atas perhatiannya diucapkan
terima kasih.

GUBERNUR/BUPATIMVALIKOTA



http://www.djpp.kemenkumham.go.id

215 2013, No0.1523

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 58

Nomeor Uraian Isian
1} Diisi dengan nomor ditandatanganinya surat penundaan izin usaha.
2} Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat penundaan izin usaha.
3) Diisi dengan nama perusahaan pemochon izin usaha.
4) Diisi dengan alamat perusahaan pemohon izin usaha.
5} Diisi dengan nama kota domisili kantor perusahaan pemochen izin usaha.
8} Diisi dengan nomor permohonan perusahaan pemohon izin usaha.
T} Diisi dengan tanggal permohonan perusahaan pemohen izin usaha.
8) Diisi dengan kekurangan persyaratan yang harus dilampirkan perusahaan pemchon izin
usaha.
9) Diisi dengan nama pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani.
10) Diisi dengan pangkat / golongan / Nomor Induk Pegawai pejabat yang diberi kewenangan

untuk menandatangani.
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Contoh 59

PEMERINTAH PROVINSI ......./KABUPATEN....../KOTAMADYA...
DINAS PERHUBUNGAN

SURAT IZIN USAHA ANGKUTAN LAUT PELAYARAN-RAKYAT (SIUPER
[ PRFFRES s nnnEn

[Bet I ) T ntang Peayelengparaan dan Peagusanaan ut)
NOMOR : ... 1)

Berdasarkan surat permoheonan Saudara Nomor ............... 2) tanggal........ooonnn, 3)
diberikan Surat Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat (SIUPER) kepada :

Nama Perusahaan R 4

Alamat Kantor Perusahaan T 5)

Nama Direktur Utama / Penanggung Jawab . 6)

Alamat Direktur Utama / Penanggung Jawab ..o, 7

Nomeoer Pokok Wajib Pajak T 8)

Nilai Modal Perusahaan T 9)

Kewajiban Pemegang SIUPER :

1. Mematuhi peraturan perundang-undangan berlaku  dibid angkutan di perairan,
kepelabuhan%n, keselamgtan dan ﬁeama?rrlfn darf ?)Iél;g']jndungan ]Jngku_t;agagn mal%lt;:lm P

2. Bertanggungjawab atas kebenaran laporan kegiatan cperasional yang disampaikan kepada Pemberi
Izin.

3. Melaporkan secara tertulis kepada Pemberi Izin setiap terjadi perubahan maksud dan tuyjuan
perusahaan, susunan Direksi / Komisaris, demisii perusahaan, NPWP perusahaan dan
pengurangan serta penambahan kapal.

4. Setiap kapal yang gmﬂ]lﬂ harus dilengkapi dengan spesifikasi kapal yang merupakan bagian vang
tidak terpisahkan dengan SIUPER ini.

5. Mengumumkan jadual baik untuk pelayaran tetap dan teratur atau liner maupun pelayaran yang
tidak tetap dan tidak teratur atan tramper melaluii media massa ataupun organisasi yang
mempertemukan kepentingan pengguna dan penyediajasa angkutan laut.

6. Menyampaikan laporan tahunan perusahaan kepada Pemberi Izin.

7. Menyampaikan laporan perkembangan komposisi kepemilikan modal perusahaan paling lama 1
(satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Pemberi [zin.

8. Menyampaikan laporan kinerja kenangan perusahaan paling lama 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun
kepada Pemberi Izin.

SIUPER ini dapat dicabut langsung tanpa melalii proses peringatan dalam hal melakukan kegiatan yang
membahayakan keamanan Negara, mengoperasikan kapal tidak laik laut yang mengakibatkan korban
jiwa dan harta benda, mempercleh izin usaha secara tidak sah dan pemsalgmaan menyatakan
membubarkan diri berdasarkan keputusan dari instansi yang berwenang,.

Dikeluarkan di ! .oocooviiininininns 10)

Pada Tanggal Do 11)
Penanggung Jawab PEMERINTAH PROVINSI ......
....................... 14) IRATHVIRTNTNTRTYIO V|
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Nemor Uraian Isian
1) Diisi dengan nomor surat izin usaha.
2) Diisi dengan nomor surat permohenan perusahaan pemchon izin usaha.
3 Diisi dengan tanggal permchonan perusahaan pemchon izin usaha.
4) Diisi dengan nama perusahaan pemchon izin usaha.
5) Diisi dengan alamat domisili kantor perusahaan pemohon izin usaha.
&) Diisi dengan nama Direktur Utama {penanggung jawab) perusahaan pemohon izin usaha.
7) Diisi dengan alamat Direktur Utama penanggung jawab perusahaan pemchon izin usaha.
&) Diisi dengan nomor pokok wajib pajak perusahaan pemohon izin usaha
4 Diisi dengan nilai modal dasar perusahaan pemchon izin usaha.
10 Diisi dengan nama tempat/kota surat izin usaha dikeluarkan.
1) Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat izin usaha.
12) Diisi dengan nama pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani.
13) Diisi dengan pangkat f golengan / Nemor Induk Pegawai pejabat yang diberi kewenangan
untuk menandatangani.
14 Diisi dengan nama penanggung jawab perusahaan.
15) Diisi dengan jabatan penanggung jawab perusahaan.
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LAPORAN KEDATANGAN KAPAL

Nomor L e 1) s 2)
Klasifikasi
Lampiran :
Ferihal . Pemberitahuan Kedatangan Kapal Kepada
( PKK) Pelra Y., e 3)
Jle 4)
di
................................... 5)
Menunjuk Permenhub No. FM..... | dengan ini diberitahukan bahwa akan tiba dipelabuhan ........ Kapal Pelayaran

Rakyat Milik / Charter f Keagenan *) sebagai berikut :
Nama Kapal /Voyage :
DWT/GT
Draft
LOA
Pemilik / Principle
Nama Agen
Nama Nakhoda :
Trayek . Tetap dan Teratur f Tidak Tetap dan Tidak Teratur )
Jenis Pelayaran : SIUPAL /SIOPSUS / SIUPER )
10. ETA/ETD :
11. Pelabuhan Asal / Tujuan
12. Posisi Kapal Sekarang
13. Tambat / Labuh yang diminta
14. Jenis barang yang akan di

a. Bongkar

b. Muat
15. Rencana Kerja Bongkar Muat
17. Jenis Barang (sesuai manifest)

CONDEO R LD~

Uraian
a. | General Cargo (brg. Campuran) T/M3
b. | Bag. Cargo (brg. Karungan) T3 T/M3
c. | Bulk Cargo (brg curah) M3 T/M3
d. | Barangberbahaya | s T3 T/M3
e. | Lain-lain M3 TiM3
Jumlah T3 T/M3
Penumpang Naik/Turun | s Org | i Org
Hewanturun Ekor | . Ekor
Diisi ....... 20) No. v Jo e o fLalal. e 21
Mengetahui,
AN e 22) Perusahaan Pelayaran
................... 23) [E—." )
Pimpinan
Tembusan :
1. Kabid Lala & Kepelab;
2. Kabid Gamat.....
3. Pelindo setempat
4. PPSA

"1 Coret yang tidak periu
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Nomor Uraian Isian

1) Diisi dengan domisili Kantor perusahaan angkutan laut nasicnal

2) Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat.

3) Diisi dengan nama kepala OP/syahbandar/UPP/Adpel/Kanpel Batam Cq Bidang
Lala/Kasie Lala

4) Ciisi dengan alamat Kantor OP/syahbandar/UPP/Adpel/Kanpel Batam Cq Bidang
Lala/Kasie Lala

5) Diisi dengan nama kota kanter OP/syahbandar/UPP/Adpel/Kanpel Batam Cq Bi-
dang Lala/Kasie Lala

6) Ciisi dengan nama Kapal.

7 Diisi dengan isi kotor kapal (GT) dan bobot mati kapal (DWT)

g) Diisi dengan draft maksimal kapal

9 Ciisi dengan panjang kapal

10} Diisi dengan nama pemilik/principle kapal

113 Diisi dengan nama agen

12} Ciisi dengan nama nahkoda

13} Diisi dengan perkiraan waktu kedatangan kapal di pelabuhan asal dan wakiu ke-
berangkatan ke pelabuhan tujuan

14} Diisi dengan pelabuhan asal dan pelabuhan tujuan

15} Diisi denganposisi kapal labuh dengan mencantumkan titik koordinat

16} Diisi dengannama PBM vang ditunjuk dalam pelaksanaan bongkar muat

173 Diisi denganrencana kerja bongkar muat

18} Diisi dengan data yang sesuai dengan daftar di manifest

19} Diisi dengan CP/syahbandar/UPP/Adpel/Kanpel Batam Cq Bidang Lala/Kasie
Lala

20} Ciisi dengan nomor surat UPT yang bersangkutan

21)

223 Diisi dengan nama jabatan pejabat UPT yang bersangkutan

23} Ciisi dengan nama pejabat UPT yang bersangkutan

24) Diisi dengan hama pimpinan perusahaan

2013, No0.1523
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Contoh 63
LAPORAN TAHUNAN TAHUN .................
Nemor L e ) T 2)
Klasifikasi
Lampiran
Perihal : Laporan Tahunan Tahun ...... 3) Kepada
Yth. Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kotamadya
di
1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. ...... Tahun ....... ten-
tang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut pasal.......
2. Sehubungan dengan butir 1 (satu) di atas, dengan ini disampaikan Laporan Tahunan
untuk tahun ... , terlampir disampaikan Data Umum Perusahaan.
3. Demikian disampaikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.
.................................. 4)
............................. 5)
................................. 6)
Tembusan :

1. DPP INSA


http://www.djpp.kemenkumham.go.id

2013, No0.1523 224
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Nomor

Uraian Isian

DCiisi dengan domisili perusahaan

Diisi dengan tanggal dibuatnya laporan

Diisi dengan tahun yang akan dilaporkan

DCiisi dengan hama perusahaan

Diisi dengan nama pimpinan perusahaan

G| O b | 2 N2
Ny Ruoeke) Sagurl Sote) Red

Diisi dengan nama jabatan pimpinan perusahaan
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Contoh 64
DATA UMUM PERUSAHAAN
Posisi : 31 Desember 20 ....

1. Nama perusahaan Angkutan Laut
Pelayaran Rakyat (SIUPER) e e — e 1

2. Akte Pendirian Perusahaan Nomor e e 2)
Notaris e e 3
Nomor dan tanggal e e 4)

3. Nomor dan tanggal SIUPER e 5)

4, Alamat perusahaan e e — e &)
Nomor telepon e 7)
Domisili e e e a ey &)

5. Nama / DIRUT e 2)]
Alamat Rumah e e e s 10)
Nomor Telepon e 11)

6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan ..., 12)

7. Jumlah Tenaga Kerja e 13) Orang
a. Darat :

- Pusat e 14) Orang
- Cabang e 15) Qrang
b. Laut e ———————— 16) Orang

8. Jumlah Kantor Cabang Perusahaan Angkutan Laut
Pelayaran Rakyat e 17) Buah
Alamat kantor cabang terlampir

9. Keangotaan INSA (Nomor- Tanggal) e 18)

10.  Jumlah kapal yang dimiliki

Jumlah Taruna fSiswa Praktek PRODA / PKL *)
Jumlah kapal yang dioperasikan

DIREKTUR UTAMA

"\ Bagi kapal yang berukuran diatas GT. 750
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Nomor Uraian Isian
13 DCiisi dengan hama perusahaan
2} Diisi dengan nomo akte pendirian perusahaan
3) Diisi dengan nama notaries pada akte pendirian perusahaan
43 DCiisi dengan nomor dan tanggal akie pendirian perusahaan
5 Diisi dengan nomor dan tanggal SIUPER
6) Diisi dengan alamat perusahaan
7} Diisi dengan nomor telepon perusahaan
a) Diisi dengan domisili perusahaan
9 DCiisi dengan nama Dirut perusahaan
10} Diisi dengan alamat rumah Dirut perusahaan
11) Diisi dengan nomor telepon rumah
12} Ciisi dengan NPWP perusahaan
13) DCiisi dengan jumlah tenaga kerja
14} Diisi dengan jumlah tenaga kerja di pusat
15) Diisi dengan jumlah tenaga kerja di cabang
16) DCiisi dengan jumlah tenaga Kerja di laut
173 Diisi dengan jumlah cabang
18) DCiisi dengan nomor dan tanggal keanggotaan INSA
18} Diisi dengan jum;ah kapal yang dimiliki
20) Diisi dengan jumlah taruna/siswa prakiek
21) Diisi dengan jumlah kapal yang dioperasikan
22) Diisi dengan tanggal surat
23) Diisi dengan nama Dirut perusahaan
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Contoh 64
........................................ 1)
................................................................. 2)
Nemor D3 4y, 5)
Lampiran
Perihal . Permohonan Surat Kepada
Izin Operasi Perusahaan
Angkutan Laut Khusus Yth. Direktur Jenderal Perhubungan Laut
(SIOPSUS) JI. Medan Merdeka Barat No.8
di
JAKARTA

Dengan hormat,

1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ... Tahun ... tentang Penye-
lenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut, bersama ini kami mengajukan Fermohonan
Surat Izin Operasi Perusahaan Angkutan Laut Khusus {(SIOPSUS).

2. Sebagai bahan pertimbangan terlampir disampaikan 1 (satu} berkas dokumen untuk me-
lengkapi permohonan dimaksud, yang terdiri dari

a. Akte Pendirian Perusahaan Pelayaran dari Notaris vyang telah disahkan
KEMENKUMHAM;

b. Bukti Pemilikan 1 {satu) unit kapal berbendera Indonesia yang laik laut (Grosse Akte,
Surat Ukur dan Sertifikat Keselamatan} yang masih berlaku;

c. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP} dan Surat Keterangan Terdaftar dari Dit-
jen Pajak;

d. Foto Copy ljazah Tenaga Ahli Setingkat Diploma Il di Bidang Pelayaran Niaga yang di-

legalisir;

Keterangan Domisili Perusahaan;

Foto Copy KTP Dirut / Penanggung Jawab Perusahaan.

Pakta Integritas;

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.

Sa e

3. Adapun rencana pengoperasian kapal yang kami miliki adalah dalam rangka Angkutan Laut.

. Demikian permohonan kami, jika diterima, kami menyatakan bersedia memenuhi ketentuan
perundang-undangan yang berlaku dibidang Angkutan Laut.

Hormat kami,

3 S 6)

Fembusan ... 8)
- Menhub RI.
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NO URAIAN

1) Diisi dengan kop surat perusahaan dengan nama perusahaan yang sesuai dengan akte pe-
rusahaan yang telah disahkan oleh Kemenkumham.

2) Diisi dengan alamat lengkap perusahaan yang sesuai dengan surat keterangan domisili pe-
rusahaan disertai dengan nomor telepon dan faksimilie.

3 Diisi dengan nomor surat permohonan perusahaan.

4, Diisi dengan nama kota tempat perusahaan berdomisili.

5. Diisi dengan tanggal surat permeohonan perusahaan.

6. Diisi dengan nama perusahaan yang sesuai dengan akte perusahaan vang telah disahkan
oleh Kemenkumham.

7. Diisi dengan nama penhanggung jawab perusahaan.

g Diisi dengan nama jabatan penanggung jawab perusahaan.
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Contoh 66
Nomor Y Jakarta, ................2)
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal . Penundaan Izin Operasi Kepada
Perusahaan Angkutan Laut
Khusus (SIOPSUS) Yth. Direktur Utama
PT. 3}
....................................... 4)
di
.. B}
1. Menunjuk surat Saudara No. .............. 6ytanggal ................... 7} perihal
permohenan Surat [zin Perusahaan Angkutan Laut Perusahaan Rakyat
{SIUPER).

2. Sehubungan butir 1 (satu} diatas, bersama ini diberitahukan bahwa Surat
Permohonan Saudara telah diterima dan untuk proses selanjutnya Saudara
diminta untuk memenuhi kelengkapan persyaratan sesuai PERMENHUB No.
..... tahun ........... yaitu:

3. Permohonan Saudara dapat diproses lebih lanjut apabila kelengkapan
dimaksud segera dipenuhi.

4 Demikian disampaikan untuk diketahui dan atas perhatiannya diucapkan
terima kasih.

AN. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
DIREKTUR LALU LINTAS DAN ANGKUTAN LAUT

Tembusan :
1. Girjen Hubla;
2. Kasubbag TU Ditlala.
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Nomor Uraian Isian

1} Diisi dengan nomor ditandatanganinya surat penundaan izin operasi.

2) Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat penundaan izin operasi.

3} Diisi dengan nama perusahaan pemohon izin operasi.

4) Diisi dengan alamat perusahaan pemohon izin operasi.

5) Diisi dengan nama kota domisili kantor perusahaan pemohon izin operasi.

6} Diisi dengan nomor permohonan perusahaan pemohon izin operasi.

7} Diisi dengan tanggal permohonan perusahaan pemohon izin operasi.

8} Diisi dengan kekurangan persyaratan yang harus dilampirkan perusahaan pemchon izin
operasi.

9) Diisi dengan nama pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani.

10) Diisi dengan pangkat / golongan / Nomeor Induk Pegawai pejabat yang diberi kewenangan
untuk menandatangani.
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Contoh 67

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
J1. Medan Merdeka Barat No. 8, Jakarta 10110

SURAT IZIN OPERASI PERUSAHAAN ANGKUTAN LAUT KHUSUS (SIOPSUS)
{Befdasarkan PP No.20 Tahun 2010 Jo. PP No.22 Tahun 2UTT tentans AngEutan di PeTairan)

NOMOR : ... 1)

Berdasarkan surat permohonan Saudara Nomor. ............... 2) tanggal .......cooienins 3)
diberikan Surat Izin Operasi Perusahaan Angkutan Laut Khusus (SIOPSUS) kepada :
Nama Perusahaan T 4

Bidang Usaha Pokok . 5)

Alamat Kantor Perusahaan . G)

Nama Direktur Utama / Penanggung Jawab D 7)

Alamat Direktur Utama / Penanggung Jawab @ ..., 8)

Nomeoer Pokok Wajib Pajak . 9

Nilai Modal Perusahaan T 10)

Status Perusahaan T 11)

Kewajlban Pemegang SIOPSUS :
Mematuhi seluruh peraturan perundang-undemgan yang berlaku dibidang angkutan di perairan,
kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan dan perlindungan lingkungan maritim.

2. Bertanggungjawab atas kebenaran laporan kegiatan operasional yang disampaikan kepada Direktur
Jenderal Perhubungan Laut.

3. Melaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut setiap terjadi perubahan
maksud dan tujuan perusahaan, susunan Direksi f Komisaris, domisili perusahaan, NPWP
perusahaan dan pengurangan serta penambahan kapal.

4. Setiap kapal yang dimiliki harus dilengkapi dengan spesifikasi kapal yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dengan SIOPSUS ini.

5. Menyampaikan laporan tahunan perusahaan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Lanit.

6. Menyediakan fasilitas akomodasi untuk taruna / calon perwira yang akan melaksanaken praktek
berlayar (Preyek Laut), bagi kapal yang berukuran GT. 750 keatas.

7. Menyediakan ruangan untuk angkutan pos.

SIOPSUS ini dapat dicabut langsung tanpa melalui proses peringatan dalam hal melakukan kegiatan
yang membahayakan keamsamnan Negara, mengeperasikean kapal tidak laik laut yang mengakibatkan
korban jiwa dan harta benda, mempercleh izin operasi secara tidak sah dan perusahasn menvatakan
membubarkan diri berdasarkan keputusan dari instansi yang berwenang.

Surat Izin Operasi ini berlaku untuk seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terhitung
sejak tanggal dikeluarkan, selama perusahaan yang bersangkutan menjalankan kegiatan usahanya.

Dikeluarkan di : JAKARTA

Pada Tanggal D orerreiierenca 12)
Penanggung Jawab DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
....................... 15) cerirerieiriinissnnneens 13)


http://www.djpp.kemenkumham.go.id

2013, No0.1523 232

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 67

Nomor Uraian Isian
1) Diisi dengan nomor ditandatanganinya surat izin operasi.
2) Diisi dengan nomor surat permohonan perusahaan pemohon izin operasi.
3) Diisi dengan tanggal permohonan perusahaan pemochon izin operasi.
4) Diisi dengan nama perusahaan pemchon izin operasi.
5) Diisi dengan usaha pokok perusahaan pemohon izin operasi.
6) Diisi dengan alamat domisili kantor perusahaan pemohon izin operasi.
7) Diisi dengan nama penanggung jawab perusahaan pemechoen izin operasi.
&) Diisi dengan alamat penanggung jawab perusahaan pemohon izin operasi.
9) Diisi dengan nomor pokok wajib pajak perusahaan pemochon izin operasi.
10) Diisi dengan nilai modal dasar perusahaan pemochon izin operasi.
1) Diisi dengan status perusahaan pemohon izin usaha (PMDN / PMA).
12) Diisi dengan tanggal ditandatanganinya surat izin operasi.
13) Diisi dengan nama pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani.
14) Diisi dengan pangkat f golongan f Nomor Induk Pegawai pejabat yang diberi kewenangan

untuk menandatangani.

15) Diisi dengan nama penanggung jawab perusahaan pemchon izin operasi.
18) Diisi dengan jabatan penanggung jawab perusahaan pemohon izin operasi.
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Contoh 68
Nomor
Lampiran 1 (satu) berkas
Perihal Laporan Pembukaan

Kantor Cabang di Pelabuhan ........... 1}

Kepada Yth.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut

JI. Medan Merdeka Barat Nc.8

di

JAKARTA

Dengan Hormat,

1. Bersama ini kami beritahukan pada Bapak bahwa Perusahaan kami PT.

........................... 2) terhitung mulai tanggal
kantor Cabang di Pelabuhan

a. Nama Perusahaan ... 5)
b. No&Tg 6)
c. N.PW.P Perusahaan . ... 7)
d. Nama Kepala Cabang ... 8)
e. Alamt kantor Cabang . ... 9
f. Status Kanter 10)

................ 3) Akan membuka
................... 4) Dengan data sebagai berikut :

2. Sebagai bahan pertimbangan bapak, terlapir bersama ini kami sampaikan :

a. Copy SIUPAL/ SIUPER
b. SK Pengangkatan Kepala Cabang

¢. Bukti Kunjungan kapal milik dan kapal charter yang dilegalisir oleh Adpel/Kakapel.

3. Pembukaan kantor cabang ini kami maksudkan untuk melayani kunjungan kapal {mi-
lik/sewa) yang kami operasikan sesuai diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan

No. .... tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut.

4. Kamiakan memenuhi seluruh Ketentuan Peraturan Perundang undangan yang berlaku
dibidang Angkutan di Perairan Kepelabuhan, Keselamatan dan Keamanan serta Per-

lindungan Lingkungan Maritim.

5.  Demikian disaampaikan, atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Hermat kami ,
Penanggung Jawab
(e 11)

Tembusan Yth :

NeokeN -

Gubernur KDH Tkt | Propinsi setempat;

Bupati/Walikota

Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan setempat;

Kepala kantor Administrator setempat;

Kepala Kanter Unit Penyelenggara Pelabuhan setempat;
Kantor Pelabuhan Batam;

Arsip.
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URAIAN

Diisi nama pelabuhan cabang

Diisi nama perusahaan kantor pusat

Diisi tanggal permchonan pembukaan kanter cabang

Diisi nama pelabuhan cabang

Diisi nama perusahaan kantor pusat

Diisi Nemor dan tanggal permohonan

Diisi Nomor Pokok wajib Pajak (NPWP)Perusahaan

Diisi nama kepala cabang

Diisi alamat kantor cabang sesuai domisili

Diisi dengan status kantor (milik/sewa)

-] - =
I = RS A R S =

Diisi nama penanggung jawab perusahaan
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Contoh 69
Nomor
Lampiran : 1 {satu)berkas
Perihal : Pemberitahuan Pembukaan
Kantor Cabang di Pelabuhan ........... 1)
Kepada Yth.

Gubernur Provinsi ................

di

Dengan Hormat,

1. Bersama ini kami beritahukan pada Bapak bahwa Perusahaan kami PT.

........................... 2) terhitung mulai tanggal ................3) Akan membuka
kantor Cabang di Pelabuhan ................... 4) Dengan data sebagai benkut :

Nama Perusahaan
No & Tgl

N.PW.P Perusahaan
Nama Kepala Cabang
Alamt kantor Cabang
Status Kantor

o oo oW

2. Sebagai bahan pertimbangan bapak, terlapir bersama ini kami sampaikan :

a. Salinan SIUPER
b. SK Pengangkatan Kepala Cabang
d. Bukti Kunjungan kapal milik dan kapal charter yang dilegalisir oleh Adpel/Kakapel.

3. Pembukaan kantor cabang ini kami maksudkan untuk melayani kunjungan kapal (mi-
lik/sewa) yang kami operasikan sesuai diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan
No. .... tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut.

4. Kami akan memenuhi seluruh Ketentuan Peraturan Perundang undangan yang ber-
laku dibidang Angkutan di Perairan Kepelabuhan, Keselamatan dan Keamanan serta
Perindungan Lingkungan Maritim.

5. Demikian disaampaikan, atas perhatian kami ucapkan terima kasih .
Hormat kami |
Penanggung Jawab

Tembusan Yth :

1
2
3.
4.
5
8
7

. Dirjen Hubla;

. Gubernur KDH Tkt | Propinsi setempat;

Kantor Otoritas Pelabuhan setempat;

Kepala kantor Administrator setempat;

Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan setempat;
Kantor Pelabuhan Batam;

Arsip.
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URAIAN

Diisi nama pelabuhan cabang

Diisi nama perusahaan kantor pusat

Diisi tanggal permchonan pembukaan kanter cabang

Diisi nama pelabuhan cabang

Diisi nama perusahaan kantor pusat

Diisi Nomor dan tanggal permohonan

Diisi Nomor Pokok wajib Pajak (NPWP)Perusahaan

Diisi nama kepala cabang

Diisi alamat kantor cabang sesuai domisili

Diisi dengan status kantor (milik/sewa)

- - =
e R N R I e

Diisi nama penanggung jawab perusahaan
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Contoh 70
Nomor
Lampiran 1 {satu) berkas
Perihal Pemberitahuan Pembukaan
Kantor Cabang di Pelabuhan ........... 1)

Kepada Yth.
BupatiValikota ................

di

Dengan Hormat,

1. Bersama ini kami beritahukan pada Bapak bahwa Perusahaan kami PT.
........................... 2) terhitung mulai tanggal ................3) Akan membuka
kantor Cabang di Pelabuhan ................... 4) Dengan data sebagai berikut :

a. Nama Perusahaan et 5y
b, No&Tgl 6)
¢. N.PW.P Perusahaan e 7
d. Nama Kepala Cabang e &)
e. Alamt kantor Cabang )
f. Status Kantor e 10)

2. Sebagai bahan pertimbangan bapak, terlapir bersama ini kami sampaikan :

a. Salinan SIUPER
b. SK Pengangkatan Kepala Cabang
e. Bukti Kunjungan kapal milik dan kapal charter yang dilegalisir oleh Adpel/Kakapel.

3. Pembukaan kantor cabang ini kami maksudkan untuk melayani kunjungan kapal (mi-
lik/sewa) yang kami operasikan sesuai diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan
No. .... tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut.

4. Kami akan memenuhi seluruh Ketentuan Peraturan Perundang undangan yang ber-
laku dibidang Angkutan di Perairan Kepelabuhan, Keselamatan dan Keamanan serta
Perlindungan Lingkungan Maritim.

5. Demikian disaampaikan, atas perhatian kami ucapkan terima kasih .
Hormat kami
Penanggung Jawab

Tembusan Yth :

1. Dirjen Hubla;

&. Gubernur KDH Tkt | Propinsi setempat;

9. Kantor Otoritas Pelabuhan setempat;

10. Kepala kantor Administrator setempat;

11. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan setempat;
12. Kantor Pelabuhan Batam;

13. Arsip.
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URAIAN

Diisi nama pelabuhan cabang

Diisi nama perusahaan kantor pusat

Diisi tanggal permchonan pembukaan kanter cabang

Diisi nama pelabuhan cabang

Diisi nama perusahaan kantor pusat

Diisi Nomor dan tanggal permohonan

Diisi Nomor Pokok wajib Pajak (NPWP)Perusahaan

Diisi nama kepala cabang

Diisi alamat kantor cabang sesuai domisili

Diisi dengan status kantor (milikisewa)

- - =
e R N R I e

Diisi nama penanggung jawab perusahaan
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Contoh 71
Nomor L e 1) Jakarta, ... 2)
Klasifikasi
Lampiran : Kepada
Ferihal : Pembukaan Kantor Cabang
Ferusahaan Angkutan Laut Yth. Direksi
di Pelabuhan ............... 3 P 4)
.......................................... 5)
di
........................................ 8)
1. Menunjuk surat Saudara No. ........... 7ytanggal ............. 8), perihal tersebut pa-
da pokok surat dan sesuai Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2010 Jo Pera-

turan Pemerintah No. 22 Tahun 2011dan KEPMENHUB No.KM. 33 Tahun 2001

tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut, dengan ini dinyata-

kan bahwa kantor cabang dari PT. .................. 2) selaku pemegang SIUPAL

No.B.X-...... 10) JAL.OC1 tanggal .............. 1M)di:

a. Pelabuhan

b. Alamat

c. TeleponfFax

d. Nama Penanggung Jawab!

Kepala Cabang

e. Alamat Kepala Cabang

f. NomorfTanggal SK. Feng
angkatan Kepala Cabang : ................18)tanggal ...... ... 19)

2. Kantor cabang tersebut telah terdaftar pada Direktorat Jenderal Perhubungan

Laut. Kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Kantor Cabang, adalah

sebagai berikut :

a. Mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang angkutan di
perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, perlindungan lingkungan ma-
ritim serta ketentuan peraturan pemerintah daerah setempat.

b. Kantor cabang harus merupakan bagian organik dari induk perusahaan yang ber-
sangkutan.

c. Kantor cabang bertanggung jawab atas kebenaran laporan kegiatan operasional pe-
rusahaan yang disampaikan kepada Kepala Kantor Administrator Pelabuhan setem-

at.

d. getiap kali terjadi perubahan kepala cabang, alamat kantor cabang dan perubahan-
perubahan lainnya, perusahaan induk harus melaporkan secara tertulis kepada Direk-
tur Jenderal Perhubungan Laut.

e. Perusahaan induk secara financial bertanggung jawab sepenuhnya atas hutang yang
dilakukan oleh kantor cabang.

f. Kantor cabang ditutup dengan sendirinya bilamana perusahaan induk yang bersang-
kutan tidak melakukan kegiatan lagi dan atau tidak ada kunjungan kapal milik / char-
ter selama 6 (enam) bulan berturut - turut.

2. Demikian disampaikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

AN. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
DIREKTUR LALU LINTAS DAN ANGKUTAN LAUT

Tembusan :

2. SESDITJEN HUBLA ............................................ 24)

3. Kadis Perhubungan Provinsi ......... 20y;

g. K(le:pala I(antor Administrator Pelabuhan ......... 21);

6. DPC INSA .............. 22).
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Nomor Uraian Isian

13 Diisi dengan nomor pemberitahuan pembukaan kantor cabang.

2} Ciisi dengan tanggal ditandatanganinya pemberitahuan pembukaan kantor cabang.

3} Diisi dengan nama pelabuhan tempat dibukanya kantor cabang.

43 Diisi dengan nama perusahaan angkutan laut nasional.

5} Ciisi dengan alamat kantor pusat perusahaan angkutan laut nasional.

6} Diisi dengan nama kota domisili kantor pusat perusahaan angkutan laut nasional.

7} Diisi dengan nomor permchonan pembukaan kantor cabang.

8} Ciisi dengan tanggal permohonan pembukaan kantor cabang.

9} Diisi dengan nama perusahaan angkutan laut nasional

10} Diisi dengan nomer Surat lzin Usaha

113 Ciisi dengan tanggal Surat lzin Usaha

12} Diisi dengan nama pelabuhan tempat dibukanya kantor cabang.

13} Diisi dengan alamat kantor cabang.

14} Diisi dengan nomor telepon kantor cabang.

15} Diisi dengan nomor faksimile kantor cabang.

16} Diisi dengan nama kepala kantor cabang.

173 Ciisi dengan alamat kepala kantor cabang.

18) Diisi dengan nomor surat keputusan pengangkatan kepala kantor cabang.

19} Diisi dengan tanggal surat keputusan pengangkatan kepala kantor cabang.

20} Diisi dengan nama provinsi tempat dibukanya kantor cabang.
Diisi dengan nama kantor cteritas pelabuhan / kantor administrator pelabuhan /

21} kantor pelabuhan f kantor unit penyelenggara pelabuhan tempat dibukanya kantor
cabang.

22) Diisi dengan nama provinsi tempat dibukanya kantor cabang.

23) Diisi dengan nama pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani.

24) Diisi dengan pangkat / golongan / Npmor Induk Pegawai pejabat yang diberi
kewenangan untuk menandatangani.
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Contoh 72
........................................ 1)
................................................................. 2)
Nomor TR 3 4y, 5)
Lampiran
Perihal . Permohonan Spesifikasi Kepada
Kapal

Yth. Direktur Jenderal Perhubungan Laut
Cq.Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut
JI. Medan Merdeka Barat No.8

di
JAKARTA

Dengan hormat,

1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Noemor PM ... Tahun ... tentang FPenye-
lenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut, bersama ini kami mengajukan Permohonan
Spesifikasi Kapal.

2. Sebagai bahan pertimbangan terlampir disampaikan 1 (satu} berkas dokumen untuk me-
lengkapi permohonan dimaksud, yang terdiri dari :

Surat permohonan

Salinan Grosse Akte;

Salinan Surat Ukur yang masih berlaku;

Sertifikat Keselamatan Konstruksi yang masih berlaku;

Sertifikat Keselamatan Perlengkapan yang masih berlaku;

Ship particular yang ditandatangani oleh penanggung jawab perusahaan;
Sertifikat Klas.

@ro oo o

3. Adapun rencana pengoperasian kapal yang kami miliki adalah dalam rangka Angkutan Laut.

. Demikian permohcnan kami, jika diterima, kami menyatakan bersedia memenuhi ketentuan
perundang-undangan yang berlaku dibidang Angkutan Laut.

Hormat kami,

=3 VR 6)

Tembusan: a8
- Birjen Hubla.
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NO URAIAN
1 Diisi dengan kop surat perusahaan dengan nama perusahaan yang sesuai dengan akte pe-
rusahaan yang telah disahkan oleh Kemenkumham.
2 Diisi dengan alamat lengkap perusahaan yang sesuai dengan surat keterangan domisili pe-
rusahaan disertai dengan nomor telepon dan faksimilie.
3 Diisi dengan nomor surat permohonan perusahaan.
4, Diisi dengan nama kota tempat perusahaan berdomisili.
5. Diisi dengan tanggal surat permechonan perusahaan.
6. Diisi dengan nama perusahaan yang sesuai dengan akte perusahaan vang telah disahkan
oleh Kemenkumham.
7. Diisi dengan nama penhanggung jawab perusahaan.
g Diisi dengan nama jabatan penanggung jawab perusahaan.
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Lampiran : Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut
(STUPAL/SIOPSU S/SIUPER}
Nomor s BX - .. 1}y/AL 001
Tanggal .2
Nomor Spemﬁkam Kapal Yy
SPESIFIK ASTI KAPAL YANG DIMILIKIDIOPERASIK AN OLEH PERUSAHAAN ANGKUTAN
LAUT (SIUPAL/SIOPSUS/STUPER )
PT. o, 1)
Nama Kapal L5
Nomor Pendaftaran ...0}
Grosse Akte Nomor 7y Tanggal ............. 8}
Dikelunarkan oleh TR
Tanda Selar 10
Pemilik Kapal : N B )
Nama Panggilan (Call S1gn) o123
Nama Galangan Pembuat. Kapa]jTahun Pembangunan: ..........13)/ ....... 14}
Bendera Co .15y Konstruksi L. 16)
Dikelaskanpada : ...........17} CodeKlas .18}
Daerah pelayaran : ................19}
Type D200
Ukuran Pokok
a Panjang kapal seluruh (LOAY :.......21}
b.  Panjang antara garis tegak (LBP) .22
c.  Lebar Kapal 223
d Dalam (h) ............24)
e Draft Kapal :
1} Sarat musim panas (Summer Draft} Lo 25)
2) Saratmusundmgm(WmterDmﬂ) Do 26)
3) Drafi pada air tawar 2T
4} SaraITroplk(TropmalDraﬂ} ............28}
f. Tsi Kotor (GT} .29
g.  Bobot Mati (DWT} .30}
h.  Kapasitas Angkut :
1} Penumpang, .31
2} Mobil .32
1y Container L33
4) Grain Space o34y
5) Bale Space . ..A35)
Jumlah Awak Kapal (Crew) - 1))
Jumlah Palka : ..... .37
Crane kapal (Denick)
a. Jumlah L2238
b.  Kapasitas Angkat ... 39}
Mesin induk : Mesin Bantu :
a. Merk e A40) aMerk .o 43)
b.Tahun .....41) b.Tahun & .o 44)
c.Nomor : ...... . A42) CNOMOT [ «eovvvererariiiinn 45)
Kecepatan / Speed
a. Maksimum : .46}
b.  Normal ATy
C. Ekonomis .48
Bahan Bakar :
a. Jenis BahanBakaIyangdlgunakan D A49)
b.  Kebutuhan Bahan Bakar per hari (dalam perjalanan} : .........50}
Jakarta, ... .. o J1)

AN, DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAU
DIREKTUR LALU LINTAS DAN ANGKUTAN LAU
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PETUNJUK PENGISIAN CONTOH 73

NOMOR URAIAN ISIAN
1) Diisi dengan nomor Surat |zin Usaha (SIUPAL/SIOPSUS/SIUPER}).
2} Diisi dengan tanggal Surat |zin Usaha (SIUPAL/SIOPSUS/SIUPER).
3} Diisi dengan nomor spesifikasi kapal.
43 Diisi dengan nama perusahaan angkutan laut nasional.
5} Diisi dengan nama kapal.
6) Diisi dengan nomor pendaftaran kapal.
7} Diisi dengan nomor grosse akte kapal.
8) Diisi dengan tanggal grosse akte kapal.
9} Diisi dengan tempat pendaftaran kapal.
10) Diisi dengan tanda selar kapal.
11) Diisi dengan nama pemilik kapal (WNI| atau BHI atau Badan Usaha Patungan).
12) Diisi dengan nama panggilan kapal.
13) Diisi dengan tempat pembuatan kapal.
14) Diisi dengan tahun pembuatan kapal.
15} Diisi dengan bendera kebangsaan kapal.
16) Diisi dengan konstruksi (baja fkayu / fibreglass).
17} Diisi dengan badan klasifikasi tempat kapal diklaskan.
18) Diisi dengan kode lambung yang diberikan oleh badan klasifikasi.
19) Diisi dengan daerah pelayaran kapal yang diizinkan cleh instansi yang berwenang.
20} Diisi dengan tipe kapal.
21) Diisi dengan ukuran panjang keseluruhan kapal.
22} Diisi dengan ukuran panjang antara garis tegak kapal.
23) Diisi dengan ukuran lebar kapal.
24) Diisi dengan ukuran dari dasar kapal sampai dek utama kapal.
25) Diisi dengan ukuran sarat kapal pada musim panas.
26} Diisi dengan ukuran sarat kapal pada musim dingin.
27} Diisi dengan ukuran sarat Kapal pada air tawar.
28) Diisi dengan ukuran sarat kapal pada musim tropis.
29} Diisi dengan isi kotor kapal.
30} Diisi dengan bobot mati kapal.
31) Diisi dengan kapasitas muat untuk muatan penumpang dalam satuan orang.
32) Diisi dengan kapasitas muat untuk muatan mobil dalam satuan unit.
33} Diisi dengan kapasitas muat untuk muatan container dalam satuan teus.
34) Diisi dengan kapasitas muat untuk muatan curah dalam satuan cft.
35} Diisi dengan kapasitas muat untuk muatan umum (general cargo} dalam satuan cft.
36} Diisi dengan jumlah anak buah kapal (crew).
37} Diisi dengan jumlah ruang palka dalam satuan unit.
38) Diisi dengan jumlah crane yang tersedia dalam satuan unit.
39} Diisi dengan kapasitas angkat crane dalam satuan ton.
40) Diisi dengan merk, jumlah dan horse power mesin induk kapal.
41} Diisi dengan tahun pembuatan mesin induk kapal.
42) Diisi dengan nomor seri mesin induk kapal.
43) Diisi dengan merk, jumlah dan horse power mesin bantu kapal.
44} Diisi dengan tahun pembuatan mesin bantu kapal.
45) Diisi dengan nomor seri mesin bantu kapal.
46} Diisi dengan kecepatan maksimum kapal dalam satuan knot.
47} Diisi dengan kecepatan normal kapal dalam satuan knot.
48} Diisi dengan kecepatan ekonomis kapal dalam satuan knot.
49) Diisi dengan jenis bahan bakar yang digunakan oleh kapal (HSC / MFO / MDO).
50} Diisi dengan kebutuhan bahan bakar per hari dalam satuan ton per hari.
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513 Diisi dengan tanggal ditandatanganinya spesifikasi kapal.
52} Diisi dengan nama pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani.
53) Diisi dengan pangkat / golongan / Nomor Induk Pegawai pejabat yang diberi

kewenangan untuk menandatangani.

MENTERI PERHUBUNGAN,

E.E. MANGINDAAN
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